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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi IPPT dan 
mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan lahan di Kecamatan Godean.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menganalisis beberapa indikator penilaian diantaranya, sumber daya pelaksana, 
daya dukung peraturan, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan lahan, koordinasi, 
sosialisasi, pengawasan, dan respon masyarakat. Teknik pengumpulan data primer 
melalui observasi dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui 
dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, 
untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IPPT secara umum 
belum efektif, sehingga belum sepenuhnya mampu mengendalikan alih fungsi 
lahan. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan akhir analisis indikator-indikator 
kinerja implementasi IPPT, yang menunjukkan kriteria belum efektif. Tiap tahun 
alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana fisik, masih terus terjadi. Pelanggaran-
pelangaran pemanfaatan lahan yang terjadi di masyarakat, makin mempertegas 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan penduduk selalu erat kaitannya dengan proses pembangunan. 
Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan memicu meningkatnya pembangunan 
dalam segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik. Meningkatnya 
dua hal tersebut secara langsung akan berdampak terjadinya pergeseran fungsi 
lahan. Lahan yang dahulunya digunakan untuk pertanian telah beralih fungsi 
menjadi bangunan pertokoan, perumahan, dan sarana fisik lainnya. Padahal lahan 
yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik sangatlah terbatas, 
sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah 
sebagai stakeholder, terjebak dalam sebuah dilematisme, pada satu sisi pemerintah 
memiliki kewajiban mendorong adanya pembangunan di daerah dalam rangka 
pemerataan pembangunan, di sisi lain pemerintah juga wajib mengupayakan 
pembangunan tersebut agar tidak berimplikasi negatif, yang bisa merusak alam 
maupun tatanan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat.  
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkenal dengan berbagai sebutan, ada 
yang menyebutnya sebagai kota pelajar dan ada pula yang menyebut sebagai kota 
wisata. Penduduk DIY sebagian besar merupakan pendatang, baik pendatang 
musiman maupun menetap. Banyaknya pendatang menyebabkan tiap tahun 




yang berminat bertempat tinggal di DIY, namun seiring berjalannya waktu, DIY 
tumbuh menjadi kota besar, kota tujuan wisata, dan tujuan belajar. Kepadatan 
penduduk DIY dapat dikatakan cukup tinggi, yakni mencapai rata-rata 11.941 
penduduk setiap satu km² . Menurut data BPS, penduduk DIY pada tahun 2010 
sejumlah 388.088 jiwa.  
Salah satu wilayah DIY yang cukup pesat pertumbuhan penduduknya 
adalah Kabupaten Sleman. Menurut data BPS Kabupaten Sleman jumlah 
penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebanyak: 1.066.673 jiwa. 
Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman memicu adanya 
permintaan akan lahan. Lahan lahan yang dahulunya dipergunakan sebagai lahan 
pertanian kini banyak berubah menjadi sarana fisik lain diluar pertanian, misalnya 
berubah perumahan, pertokoan dan sarana umum lainnya.  
Berdasarkan data dari DPPD Kabupaten Sleman, wilayah kecamatan yang 
perubahan penggunaan lahannya termasuk dalam besar tertinggi dari 17 
kecamatan, yakni Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik, 
dan Kecamatan Godean. Angka pertumbuhan lahan terbangun di wilayah tersebut 
per tahun sebesar 0,35% atau bertambah rata-rata 61,9250 ha per tahun. Hal ini 
menunjukan lahan sawah dan tegalan terus berkurang setiap tahunnya. Padahal, 
lahan sawah dan tegalan merupakan lahan terbuka yang menjadi area resapan, 
namun kini telah berubah menjadi lahan bangunan. Satu diantara empat 
kecamatan tersebut yang menarik untuk dikaji adalah Kecamatan Godean. 




kecamatan yang sangat pesat pertambahan penduduknya. Hal ini disebabkan 
karena tiap tahun banyak pendatang dari berbagai kota di luar wilayah DIY yang 
mendiami Kecamatanh Godean. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi 
umumnya akan memicu meningkatnya permintaan akan lahan, dan hal ini juga 
terjadi pada Kecamatan Godean. Beberapa desa seperti Desa Sidoarum, Desa 
Sidomulyo, dan Desa Sidokarto merupakan contoh dari beberapa desa di 
Kecamatan Godean yang termasuk dalam Kawasan Aglomerasi Perkotaan 
Yogyakarta (KAPY).  Desa-desa ini terletak pada jalur yang strategis karena dekat 
dengan pusat Kota Yogyakarta, maka sangat wajar apabila desa-desa tersebut 
menjadi salah satu magnet bagi para pendatang untuk mendirikan rumah hunian. 
Banyaknya pendatang yang mendirikan rumah hunian di Kecamatan Godean 
memicu masalah baru yaitu alih fungsi lahan. Banyak tanah-tanah warga yang 
dahulunya merupakan tanah pertanian kini berubah fungsi menjadi bangunan 
perumahan dan permukiman penduduk. Dalam rangka menekan kasus perubahan 
fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman, pemerintah daerah melakukan 
beberapa upaya pengendalian. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu dengan 
kebijakan penataan ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) melalui mekanisme perizinan pemanfaatan lahan.  
Sejalan dengan kebijakan penataan ruang secara nasional di Kabupaten 
Sleman rencana tata ruang dituangkan dalam RTRW mulai diundangkan melalui 
peraturan daerah pada tahun 1994 dan berlaku sampai tahun 2004. Pada tahun 




2005-2015, namun karena berbagai alasan maka RTRW Kabupaten Sleman 
dirumuskan kembali untuk periode tahun 2009-2028, yang hingga kini masih 
dalam proses penyusunan dan menunggu untuk disahkan.  
Penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyusunan RTRW 
merupakan upaya memperbaiki rencana agar selalu dapat digunakan sebagai dasar 
untuk pemanfaatan ruang dan mampu mengakomodasi perkembangan 
masyarakat. Menyikapi tingginya alih fungsi lahan, Pemerintah Kabupaten 
Sleman menciptakan beberapa instrumen pengendalian dengan harapan alih 
fungsi lahan senantiasa tetap merujuk pada fungsi penggunaan lahan yang telah 
diarahkan dalam RTRW, sehingga perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian 
menjadi bangunan fisik dapat dikendalikan. Instrumen pengendalian tersebut 
berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), site plan dan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB). IPPT sendiri merupakan izin awal dalam pemanfaatan lahan, 
sehingga site plan dan IMB bisa diberikan apabila sesorang atau badan telah 
mendapatkan IPPT terlebih dahulu. Izin ini harus didapat oleh masyarakat 
sebelum menggunakan lahan untuk berbagai kepentingan yang berdampak kepada 
struktur ekonomi, sosial budaya, lingkungan. IPPT merupakan instrumen utama 
dalam pengendalian pemanfaatan lahan di Kabupaten Sleman, maka dari itu IPPT 
menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah produk tata ruang. 
Instrumen pengendalian pemanfaaatan tanah melalui mekanisme perizinan 




2001. Perda ini mengakomodasi dan mengintegrasikan berbagai jenis izin 
pemanfaatan lahan atau penggunaan lahan yang ada seperti izin lokasi dan izin 
prinsip yang sebelumnya dilaksanakan oleh berbagai instansi di daerah, seperti 
BPN dan Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah. IPPT adalah 
pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan dalam 
rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang 
berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sesuai dengan 
rencana tata ruang. Setelah adanya IPPT, seluruh perubahan penggunaan tanah 
diwajibkan mendapatkan izin dari pemerintah tanpa terkecuali. Meskipun 
peraturan telah disahkan dan instrumen pengendalian telah ditetapkan, namun 
kenyataannya, di lapangan masih banyak dijumpai perubahan penggunaan tanah 
tanpa izin dari pemerintah daerah, bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada.  
Tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 yang 
memberikan sebagian kewenangan bidang pertanahan kepada daerah, sehingga 
pada awal tahun 2004 Kabupaten Sleman membentuk Badan Pengendalian 
Pertanahan Daerah (BPPD), namun kini statusnya telah berubah menjadi Dinas 
Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) yang menangani kewenangan di bidang 
pertanahan, dimana tugasnya yaitu mengelola dan mengendalikan pemanfaatan 
tanah di Kabupaten Sleman. Walaupun instrumen perizinan telah ditetapkan dan 
lembaga yang berfungsi sebagai pengendali telah terbentuk di Kabupaten Sleman, 
namun pada kenyataannya berbagai macam pelanggaran dalam pemanfaatan 




Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, muncul ketertarikan peneliti 
untuk mengkaji implementasi IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan 
lahan di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul 
“Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)”  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 
permasalah sebagai berikut: 
1. Pergeseran penggunaan lahan di di Kecamatan Godean terus terjadi 
beberapa tahun terakhir, dari yang semula berupa lahan pertanian berubah 
menjadi perumahan, pertokoan dan fasilitas umum lainnya. 
2. Alih fungsi lahan merupakan efek yang ditimbulkan dari meningkatnya 
jumlah penduduk. 
3. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman 
diterapkan, namun kasus alih fungsi lahan masih saja terjadi. 
C. Fokus Penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu memfokuskan 
penelitian pada beberapa hal. Adapun fokus penelitian yang diambil antara lain:  
1. Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kecamatan 
Godean. 





D. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 
a. Mengetahui proses implementasi IPPT sebagai instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
b. Mengetahui penyimpangan atau pelanggaran tata ruang yang dilakukan 
masyarakat. 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 
1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk sebagai referensi Ilmu 
Geografi khususnya Geografi Pembangunan. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan penelitian sejenis di masa 
yang akan datang. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi peneliti, sebagai pengajar geografi mendapatkan salah satu 
pengetahuan baru terkait tata ruang beserta peraturan pengendaliannya. 
b. Bagi pemerintah, sebagai data dan masukan mengenai implementasi 
kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. 
c. Bagi masyarakat, dapat memahamkan masyarakat tentang pentingnya 







KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 
 
A. Kajian Pustaka 
1. Konsep Geografi 
Geografi memiliki banyak definisi, menurut Suharyono dan Moch. Amien 
(1994:15) geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 
fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam 
sudut pandang keruangan. Tahun 1988 dan 1990 para ahli geografi Indonesia 
mengadakan seminar dan lokakarya yang ada di Semarang dan merumuskan 10 
konsep esensial geografi yang meliputi konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, 
morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi/interdependensi, diferensiasi areal, 
dan keterkaitan keruangan (Suharyono dan Moch. Amien. 1994:26-35). 
Sementara itu, dalam penelitian ini konsep geografi yang digunakan adalah 
konsep lokasi dan konsep pola.  
a. Konsep lokasi 
Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama sejak awal pertumbuhan 
geografi dan menjadi ciri khusus dari ilmu pengetahuan geografi dan merupakan 
jawaban pertama dari pertanyaan geografi yaitu “dimana”. Lokasi merupakan 
kedudukan suatu objek terhadap objek lain di permukaan bumi. Lokasi terbagi 
menjadi 2 jenis yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu lokasi 




yang tetap terhadap koordinat. Sementara itu untuk menentukan lokasi ini, harus 
menggunakan letak secara astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis 
bujur. Letak absolut bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan lokasi relatif 
yaitu lokasi yang didasarkan pada keadaan ruang geografis tertentu. Lokasi relatif 
juga sering disebut dengan letak geografis. Lokasi relatif sifatnya berubah-ubah 
dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Dalam penelitian ini dijelaskan 
bahwa lokasi penelitian adalah bertempat di Kecamatan Godean, dimana 
lokasinya berada di sebelah barat Kota Yogyakarta, juga di DPPD Kabupaten 
Sleman yang beralamatkan di Jalan KRT. Pringgodiningrat No.5 Tridadi 
Kabupaten Sleman. 
b. Konsep pola 
Konsep pola adalah tatanan geometris yang beraturan dalam ruang. Pola 
adalah kumpulan dari beberapa objek yang membentuk objek tertentu. Banyak 
faktor yang mempengaruhi bentuk gejala-gejala alam yang tersebar tidak merata 
pada permukaan bumi, membentuk aneka ragam pola yang digambarkan pada 
peta dalam berbagai ragam skala.  
Geografi mempelajari pola-pola, bentuk, dan persebaran fenomena di 
permukaan bumi. Geografi juga berusaha memahami makna dari pola-pola 
tersebut serta berusaha untuk memanfaatkannya. Pola berkaitan dengan susunan, 
bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang 




aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial 
misalnya, persebaran penduduk, mata pencaharian, permukiman, dan lain-lain. 
Penerapan konsep pola dalam penelitian di berkaitan dengan penataan 
kawasan permukiman dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam hal perumahan, juga agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan yang 
berdampak buruk pada lingkungan. 
2. Pendekatan Geografi 
Menurut Pattison untuk menemukan masalah geografi, maka digunakan tiga 
bentuk pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan 
pendekatan kompleks wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan tiga 
pendekatan sekaligus, karena perhatian pendekatan ini juga berkaitan dengan 
lahan, permukiman, dan tata ruang ( Pattison dalam Suharyono, 1994:5-40 ). 
a. Pendekatan keruangan (spatial approach) 
Pendekatan ini mendasarkan pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat 
pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan terkait 
dengan elemen pembentuk ruang yang berupa kenampakan titik, garis, dan area. 
Sementara itu, pola keruangan berkaitan dengan lokasi distribusi ketiga elemen 
tersebut. Distribusi atau agihan elemen geografi ini akan membentuk pola seperti 
memanjang, radial, dan sebagainya. Untuk proses keruangan sendiri berkenaan 
dengan perubahan elemen pembentuk ruang. 
Fenomena geografi berbeda dari wilayah yang satu dengan wilayah yang 




para ahli geografi adalah menjawab pertanyaan mengapa pola keruangan dari 
fenomena geografi tersebut terstruktur seperti itu, dan bagaimana terjadinya 
(spatial process). Berdasarkan perbedaan ini timbul interaksi antar wilayah dalam 
bentuk adanya pergerakan manusia, barang, dan jasa. Tema analisis keruangan 
merupakan ciri utama dari geografi, selain itu analisis keruangan juga paling kuat 
kemampuannya untuk melakukan perumusan (generalisasi) dalam rangka 
menyusun teori. Pendekatan keruangan biasanya digunakan untuk mengkaji 
tentang tingkat kemiringan lereng, jenis tanah, dan vegetasi dengan terjadinya 
erosi. Salah satu contoh kasus atau gejala alam di Kabupaten Sleman yang dapat 
ditinjau dengan menggunakan pendekatan ini adalah banjir. Kabupaten Sleman 
meskipun masih banyak memiliki lahan untuk serapan namun beberapa tahun 
terakhir ternyata mulai diserang banjir. Daerah-daerah padat penduduk seperti di 
Kecamatan Depok sudah mulai terjadi banjir, meskipun dalam skala kecil. 
Dengan penerapan pendekatan keruangan dilakukan analisis terhadap struktur, 
pola, dan proses keruangan di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil analisis geografi 
dengan menggunakan pendekatan keruangan dapat dijadikan pertimbangan 
khususnya untuk mencegah dan menanggulangi bencana-bencana yang terjadi 
akibat kesalahan dalam penataan ruang seperti banjir dan tanah longsor. 
b. Pendekatan kelingkungan (ecological approach) 
Pendekatan ekologi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 
menelaah dan menganalisis suatu gejala dan masalah geografi dengan menerapkan 




manusia dan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi atau 
ekosistem. Misalnya, dalam mengkaji suatu daerah permukiman maka yang 
ditinjau adalah bentuk ekosistem hasil interaksi persebaran dan aktivitas manusia 
dengan lingkungan alamnya. Demikian pula jika mengkaji daerah pertanian, 
perdagangan, industri, atau pariwisata. 
Analisis ekologi memandang rangkaian fenomena dalam satu kesatuan 
ruang. Fenomena geografi membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan di 
dalam sebuah sistem, dengan manusia sebagai unsur utamanya. Tidak 
mengherankan bahwa banyak di antara para ahli geografi memasukkan analisis 
ekologi sebagai salah satu analisis geografi yang penting di samping analisis 
geografi lainnya. Analisis ekologi ini banyak digunakan dalam kehidupan 
manusia antara lain, untuk mengkaji siklus hidrologi, siklus erosi, pengelolaan 
DAS, pengelolaan tata guna lahan, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya. 
c. Pendekatan kompleks kewilayahan (regional complex approach) 
Analisis ini mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan 
analisis ekologi. Analisis ini menekankan pengertian ”areal differentiation” yaitu 
adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu 
wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Perkembangan wilayah yang 
saling berinteraksi terjadi karena terdapat permintaan dan penawaran. 
Jadi analisis kompleks wilayah merupakan perpaduan antara analisis 
keruangan dan analisis ekologi. Keunggulannya analisis kompleks wilayah 




holistik dan komprehensif atas wilayah. Hal ini sangat diperlukan di dalam 
pengelolaan lingkungan dan sumber daya. 
 Penerapan analisis kompleks wilayah dalam penelitian ini misalnya yaitu 
dalam perancangan kawasan permukiman. Kawasan permukiman dapat 
diidentifikasi berdasarkan pertimbangan banyak hal misalnya tingkat kesuburan 
tanah, kondisi lahan dan tingkat kemiringan lereng. Tanah-tanah yang subur lebih 
bagus diproyeksikan untuk lahan pertanian, sedangkan tanah yang tidak subur dan 
bukan merupakan wilayah resapan maka dapat digunakan untuk permukiman. 
Dengan identifikasi ini dapat dirumuskan rancangan penataan kawasan 
permukiman untuk jangka panjang dan jangka pendek sehingga pemikiman tidak 
akan mengganggu lingkungan. 
 
3. Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
Implementasi dapat diartikan sebagai realisasi dari aplikasi atau pelaksanaan 
dari rencana, ide, modal, rancangan, spesifikasi, standar atau kebijakan. 
Membicarakan implementasi tentunya tidak lepas dari kebijakan, sebab 
implementasi berjalan sesudah suatu kebijakan itu diambil atau diputuskan. 
Implementasi pada dasarnya merupakan aktifitas praktis, namun juga merupakan 
tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu kebijakan atau program harus 
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 




diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 
dampak atau tujuan yang diinginkan (William N. Dunn, 1988: 80). 
Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku 
seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga 
pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam arti 
yang luas kebijakan mempunyai dua aspek pokok. Pertama, policy merupakan 
praktika sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir, dengan demikian 
sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam 
masyarakat. Kedua, policy merupakan dorongan atau insentif bagi pihak-pihak 
yang sudah bersepakat menentukan tujuan bersama tersebut untuk bersama-sama 
bekerja secara rasional. Maka dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa 
policy disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat 
untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak policy merupakan suatu teknik atau 
cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. Sementara itu istilah 
kebijakan atau policy menurut Wilson adalah seperangkat aksi atau rencana yang 
mengandung tujuan politik (Wilson dalam Wyne Parsons, 2005:15). Kebijakan 
selalu identik dengan publik atau masyarakat sebagai salah satu objek dari 
kebijakan. Menurut David Easton kebijakan adalah “the authoritative allocation 
of value for the whole society” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada 
seluruh anggota masyarakat). Hal ini berarti bahwa hanya pemerintah yang 




nilai kepada masyarakat. Pengalokasian nilai-nilai tersebut disebabkan oleh 
adanya kekuasaan dalam sistem politik (David Easton, 1953:129).  
Pendekatan yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu implementasi 
diantaranya yaitu dengan pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up . 
Pendekatan top down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi 
dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat 
pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan 
politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 
dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah 
(street level bureaucrat). Pendekatan bottom up lebih menyoroti implementasi 
kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat (Wyne Parsons, 2005: 
467). Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada 
level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat, sehingga 
pada tahap implementasinya suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara 
partisipastif. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini implementasi Izin 
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam pengendalian pemanfaatan lahan 
dikaji berdasarkan perspektif masyarakat sebagai subyek sekaligus objek dari 
adanya IPPT. 
Kebijakan penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang UU 
No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan 
yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 




memperbaiki rencana agar selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk 
pemanfaatan ruang dan mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat agar 
seimbang, berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Buku 
Laporan Rencana, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 
Tahun 2009-2028. 2010:1). 
Transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam era reformasi seperti saat 
ini juga dijadikan dasar utama dalam tata ruang. Menurut undang-undang tersebut 
penataan ruang dimaksudkan antara lain agar: 
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh, dan berwawasan 
lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. 
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaaan ruang kawasan lindung dan 
kawasan budidaya, dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas 
(Kodoatie. 2005: 35). 
Penataan ruang merupakan proses tata ruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang, berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua 
kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, 
berkelanjutan, serta keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. 
Penataan ruang diharapkan mampu mewadahi seluruh kepentingan secara optimal 
dalam ruang itu sendiri. Ruang daerah sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi 
masyarakat harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik 




generasi yang akan datang, sejalan dengan peningkatan dinamika kebutuhan yang 
berkembang dari waktu ke waktu.  
Menurut Robinson Tarigan (2005:58) tujuan penataan ruang adalah 
menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai sub 
wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Hal tersebut untuk  
mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian 
lingkungan hidup. Penataan ruang diklasifikasikan menurut fungsi-fungsi untuk 
menampung atau mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dengan tetap 
mempertimbangkan kelestarian lingkungan guna keberlanjutan ekologi demi 
generasi yang akan datang. Menurut Eko Budihardjo (2005:22) kegiatan penataan 
ruang dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, antara lain: 
a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung 
(misalnya kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional, taman wisata 
alam) dan kawasan budidaya ( misalnya kawasan hutan produksi, kawasan 
permukiman, kawasan industri, kawasan pertanahan keamanan). 
b. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi tata ruang meliputi tata ruang 
wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. 
c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi 
kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu seperti kegiatan 
pembangunan skala besar untuk kepentingan industri, pariwisata atau 





4. Tata Guna Lahan 
Lahan merupakan permukaan muka tanah yang bisa dimanfaatkan untuk 
kebutuhan manusia. Menurut Tejoyuwono (1986: 28-29), lahan merupakan 
keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala di bawah 
permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatannya bagi manusia. 
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu suatu bentang 
alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk 
hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu 
sendiri, sedangkan penggunaan lahan adalah suatu usaha pemanfaatan lahan dari 
waktu ke waktu untuk memperoleh hasil.  
Menurut Kaiser (1995 : 35) dalam lingkup wilayah yang luas, lahan adalah 
sumber (tempat) diperolehnya bahan mentah yang dibutuhkan untuk menopang 
kehidupan manusia dan kegiatannya. Resource use diklasifikasikan ke dalam 
beberapa kelompok, seperti pertambangan, pertanian, peternakan, dan perhutanan.  
Pengertian lahan sendiri sebenarnya adalah ruang tanah itu sendiri. Lahan 
dan tanah menjadi identik ketika pada saat yang sama difungsikan menjadi suatu 
lahan yang secara ekonomis mempunyai nilai yang tinggi. Nilai ini tidak lagi 
didasarkan pada tingkat kesuburannya semata-mata, namun tergantung berbagai 
aspek yang lebih cenderung ekonomis, seperti lokasi yang strategis, ketersediaan 
aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, dan aspek lainnya. 
Tata guna lahan merupakan rangkaian kegiatan dari penataan ruang. Tata 




detail, sehingga dapat dipedomani dalam pengendalian tata ruang. Secara normatif 
tata guna lahan ditetapkan dalam rencana tata ruang yang secara berjenjang 
dengan dokumen perencanaan tata ruang mulai dari tingkat nasional sampai 
rencana detail di masing-masing kawasan. 
Secara teoritis penggunaan lahan dapat dilihat berdasarkan berbagai sudut 
pandang. Menurut I Made Sandy (1977: 60) penggunaan lahan perkotaan 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Lahan permukiman, meliputi perumahan termasuk pekarangan dan lapangan 
olah raga. 
b. Lahan jasa, meliputi perkantoran pemerintah dan swasta, sekolah, puskesmas, 
dan tempat ibadah. 
c. Lahan perusahaan, meliputi pasar, toko, kios, dan tempat hiburan 
d. Lahan industri, meliputi pabrik, dan percetakan  
Klasifikasi jenis-jenis penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan 
Tanah Pedesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan 
Penggunaan Simbol/Warna untuk penjajian dalam Peta antara lain: 
1. Lahan perumahan, adalah areal lahan yang digunakan untuk kelompok rumah 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 
2. Lahan perusahaan, adalah areal lahan yang digunakan untuk suatu badan 




ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian dan atau 
tempat transaksi barang dan jasa. 
3. Lahan industri/pergudangan, adalah areal lahan yang digunakan untuk 
kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi 
barang jadi atau setengah jadi, dan setengah jadi menjadi barang jadi. 
4. Lahan jasa, adalah areal lahan yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan 
sosial dan budaya masyarakat kota, yang dilaksanakan oleh badan atau 
organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta yang menitik beratkan 
kegiatan bertujuan pelayanan non komersial. 
5. Persawahan, adalah areal lahan pertanian yang digenangi air secara periodik 
dan atau terus menerus ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman tebu, 
tembakau dan atau tanaman semusim lainnya. 
6. Pertanian lahan kering semusim, adalah areal lahan pertanian yang tidak 
pernah diairi dan mayoritas ditanami dengan tanaman umur pendek. 
7. Lahan tidak ada bangunan, adalah tanah di dalam wilayah perkotaan yang 
belum atau tidak digunakan untuk pembangunan perkotaan. 
8. Lain-lain, adalah areal tanah yang digunakan bagi prasaranan jalan, sungai dan 
bendungan serta saluran yang merupakan buatan manusia maupun alamiah. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas penggunaan lahan pada prinsipnya 
tergantung dari sejauhmana lahan tersebut difungsikan. Pengelompokan dan 
pengklasifikasiannya disesuaikan dengan manfaat dari lahan itu sendiri. Secara 




kegiatan ekonomi dan kegiatan non ekonomi. Lahan dengan penggunaan ekonomi 
antara lain digunakan untuk lahan perusahaan, lahan industri, lahan jasa, lahan 
pertanian, dan lahan komersial lainnya. Sementara itu untuk kegiatan non 
ekonomi antara lain untuk rumah atau perumahan, sekolah, lapangan, kuburan, 
jalan dan penggunaan non ekonomi lainnya. 
 
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Pengendalian tata ruang atau pemanfaatan ruang menurut undang-undang 
penataan ruang, merupakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap 
pemanfaatan ruang. Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, 
pemantauan, dan evaluasi, sedangkan penertiban terhadap pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk 
pengenaan sanksi. Pengendalian dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui 
kegiatan pengawasan, pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian 
pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata 
ruang. Pengendalian dilakukan dengan penertiban adalah usaha untuk mengambil 
tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. 
Pengendalian pemanfaatan ruang selain melalui kegiatan pengawasan dan 
penertiban juga meliputi mekanisme perizinan. 
Pemanfaatan ruang tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan permukaan 




pemanfaatan daratan atau permukaan tanah/lahan, mada dari itu pengendalian 
pemanfaatan ruang bisa dikatakan identik dengan pengendalian pemanfaatan 
lahan atau pengendalian alih fungsi lahan itu sendiri. Pengendalian dan 
pengawasan pengembangan tanah/lahan adalah suatu upaya untuk dapat secara 
berkala dan konsisten mengarahkan pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan 
tanah secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang 
telah ditetapkan ( Johara T Jayadinata, 1986: 149). 
Bentuk pengendalian penggunaan lahan ke dalam dua kelompok bahasan 
yaitu pengendalian perencanaan (planning control) dan pengendalian bangunan 
(building planning). Pengendalian perencanaan menurutnya dapat berupa suatu 
rencana pembangunan (development plan). Bagian dari pengendalian bangunan 
menurutnya adalah peraturan-peraturanm bangunan. Berhubung dengan hal itu, 
maka pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan didasarkan kepada: 
1) Kebijakan umum pertanahan (land policy). 
2) Rencana tata ruang yang pengembangannya telah dilandasi oleh 
kesepakatan bersama masyarakat. 
3) Komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk 
kepentingan perkembangan sosial dan ekonomi. 
4) Kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat. 
Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di lapangan sering kali tidak 
sesuai. Hal ini bisa dipahami dengan mengetahui faktor penggunaan lahan adalah 




dan lembaganya seperti lembaga rumah tangga, lembaga perusahaan, lembaga 
pemerintahaan, mengorganisasikan berbagai aktivitasnya dalam rangka memenuhi 
berbagai kebutuhan hidupnya dan berinteraksi satu dengan lainnya dalam waktu 
dan ruang. Kedua, sistem pengembangan lahan yaitu suatu proses konversi dan 
rekonversi lahan dan proses penyesuaiannya untuk berbagai penggunaan lahan 
dalam skala waktu dan ruang sesuai dengan sistem aktivitas kotanya. Dalam 
kaitannya dengan lahan perkotaan, sistem ini berpengaruh dalam penyediaan 
lahan kota dan di dalam pengembangannya dipengaruhi oleh kondisi sosial 
ekonomi kota dan penguasaan ilmu dan teknologi dalam mengeliminasi adanya 
limitasi terhadap lahan yang dimanfaatkan. Ketiga, sistem lingkungan adalah 
sistem kehidupan biotik dan abiotik karena proses ilmiah yang bertitik tolak pada 
kehidupan tumbuhan, hewan dan proses-proses fundamental yang berhubungan 
dengan air dan udara. Sistem ini menyediakan tempat bagi kelangsungan hidup 
manusia dan habitat serta sumber daya lain guna mendukung kehidupan manusia. 
Sistem lingkungan dalam hal ini lebih berfungsi sebagai sumber daya yang 
mendukung kedua sistem tersebut di atas dan berada pada posisi penyediaan 
lahan. 
 
6. Perizinan Pemanfaatan Ruang  
Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, 




a. Perizinan pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk pengendalian 
pemanfaatan ruang dapat berlangsung sesuai fungsi ruang yang telah 
ditetapkan dalam rencana tata ruang yang telah disepakati oleh rakyat (DPRD) 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
b. Perizinan pemanfaatan ruang adalah  suatu bentuk kegiatan pengendalian 
pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota di wilayah 
Kabupaten/Kota, disamping kegiatan pengawasan dan penertiban. 
c. Perizinan pemanfaataan ruang merupakan kebijakan operasional pemanfaatan 
ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang, tata ruang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan 
yang berlaku. 
Perizinan pemanfaatan ruang terdiri atas tiga jenis perizinan yang memiliki 
struktur, sebagai berikut: 
1. Perizinan peruntukan dan perolehan lahan berkaitan dengan penetapan lokasi 
investasi dan perolehan tanah dalam bentuk izin lokasi. 
2. Perizinan pengembangan pemanfaatan lahan berkaitan dengan rencana 
pengembangan kualitas ruang dalam bentuk persetujuan site plan. 
3. Perizinan mendirikan bangunan berkaitan dengan pembangunan tata ruang 
dan tata bangunan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka 
pengerahan lokasi penanaman modal sesuai dengan peraturan daerah tentang tata 




berlaku pula sebagai pemindahan hak atas tanah. Pada prinsipnya izin lokasi 
merupakan instrumen pelaksanaan tata ruang (pembangunan) untuk kepentingan 
penanaman modal (investment). Oleh karena itu, harus dicatat bahwa 
mendiskusikan izin lokasi selalu terkait dengan sektor swasta. Namun demikian, 
sektor publik juga terkadang memerlukan izin lokasi untuk proyek pemerintah 
seperti halnya yang terjadi pada Perumnas. Dalam pembangunan perumahan dan 
permukiman, izin lokasi merupakan jenis izin pertama yang dibutuhkan dalam 
rangka pelaksanaan pembebasan tanah yang akan dikembangkan untuk proyek 
perumahan dan permukiman tersebut. Pengembangan suatu kawasan dengan 
luasan lebih dari satu hektar mengharuskan pemrakarsa untuk memiliki izin lokasi 
tersebut, yang didefinisikan izin penunjukkan penggunaan tanah yang diberikan 
kepada suatu perusahaan, seluas yang benar-benar diperlukan untuk pembangunan 
perumahan. 
IMB singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan, adalah suatu izin untuk 
mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk 
izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, 
sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) atau Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) adalah izin 
untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-
bangunan. Persetujuan site plan, adalah izin yang berkaitan dengan pemanfaatan 
lahan (land development) pada lokasi yang ditunjuk dalam izin lokasi dan 




pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Selanjutnya pemanfaatan ruang di 
atas diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan tahapan pemanfaatan ruang 
yang ditetapkan dalam RTRW. Pengendalian pembangunan dilaksanakan dalam 
rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang, sehingga lahan perkotaan 
termanfaatkan secara efisien dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup perkotaan oleh pelaku pembangunan. Rencana kota yang telah 
disusun oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat sudah tentu 
berisikan kesepakatan-kesepakatan terhadap muatan rencana pemanfaatan ruang 
kota di masa yang akan datang, dengan demikian rencana tata ruang kota dapat 
dipergunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan 
pembangunan melalui penerbitan izin -izin pembangunan. 
 
7. Pelanggaran Tata Ruang 
Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan 
sebagai perbuatan melanggar, dan merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 
pada kejahatan. Menurut Pipin Syahrifin (2000:93)  pelanggaran dapat diartikan 
segala tindakan, perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan 
dengan norma, aturan dan etika. Secara teoritis memang sulit sekali untuk 
membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Istilah kejahatan berasal dari 
kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang 
ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai 




Menurut Moeljatno (2002:72-74) terdapat dua cara pandang dalam 
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni pandangan pertama yang 
melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan 
kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan 
pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang 
meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah 
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sementara itu 
pelanggaran adalah yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru 
dapat diketahui setelah ada wetsdelict (delik undang-undang ). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran yaitu : 
1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja 
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau 
kelapaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika 
menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. 
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 
KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP) 
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan 
pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut 
masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun 
Pelanggaran dalam suatu masyarakat mungkin bukan lagi menjadi sebuah 
fenomena. Karena umunya tidak ada sangksi pidana pelanggaran banyak terjadi di 




lahan, pelanggaran seolah-olah sudah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini dapat 
terlihat dari banyaknya pelanggaran pemanfaatan lahan yang sering kita lihat di 
samping kanan kiri kita dan di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya dalam hal 
pembangunan perumahan maupun rumah hunian. Bentuk-bentuk pelanggaran 
dalam pemanfaatan ruang dapat dibedakan menjadi : 
1. Pelanggaran Fungsi, dimana pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan fungsi 
yang telah ditetapkan. 
2. Pelanggaran Luas Peruntukan, dimana pemanfaatan sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan, tetapi luas pemanfaatan tidak sesuai dengan luas peruntukan yang 
ditetapkan dalam perencanaan tata ruang. 
3. Pelanggaran Persyaratan Teknis, dimana pemanfaatan sesuai dengan fungsi, 
tetapi persyaratan teknis tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
Sementara untuk kategori pelanggaran pemanfaatan ruang dibedakan dalam 
dua kategori, yaitu: 
1. Pelanggaran setelah ditetapkannya rencana tata ruang, dimana pelanggaran 
dilakukan setelah rencana tata ruang memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
2. Pelanggaran yang terjadi sebelum penetapan rencana tata ruang. 
Pelanggaran dalam pemanfaatan ruang sekecil apapun tidak boleh dibiarkan, 
namun perlu penanganan secara bijak dan adil yang melibatkan semua pihak yang 




sebagai bagian dari pengelolaan kota atau wilayah, mutlak dilakukan dalam 
rangka terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Upaya pengendalian 
diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah/ruang. Upaya pengendalian bukan saja tanggung jawab 
pemerintah, tetapi kewajiban semua masyarakat atau siapapun yang peduli 
terhadap ketertiban pemanfaatan ruang, yang tidak saja dari bagian masyarakat 
yang merasa dirugikan. 
Upaya yang dilakukan pemerintah guna penertiban pemanfaatan lahan yaitu 
dengan pemberlakukan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi ini dimaksudkan sebagai 
perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam 
kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah menetapkan kegiatan 
pengendalian pemanfaatan ruang dalam suatu kerangka yang berkelanjutan untuk 
menjamin pemanfaatan ruang yang efisien, efektif, dan responsif terhadap 
perkembangan aktifitas masyarakat. Mengenai sanksi terhadap pelanggar 
pemanfaatan ruang diserahkan kepada masing-masing daerah. Sanksi tidak hanya 
diberikan kepada pelanggar tetapi juga pemberi ijinnya. Untuk sanksi hukum atas 








8. Indikator Implementasi 
Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau 
indikator, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi antara lain karakteristik dari masalah, 
karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan (Mazmanian dan 
Sabatier dalam Subarsono, 2006:96).  
Variabel karakteristik dari masalah dipengaruhi oleh tingkat kesulitan teknis 
dangkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran 
terhadap total populasi, cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 
Karakteristik kebijakan/undang-undang dipengaruhi oleh kejelasan isi kebijakan, 
seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi 
sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya 
keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan 
konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmmen aparat 
terhadap tujuan kebijakan, seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, sementara itu variabel lingkungan 
dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tigkat kemajuan 
teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok 
pemilih (constituency groups). 
Sementara itu menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, ada 




pertama, standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas 
dan terukur sehingga dapat direalisir. Kedua, sumber daya manusia implementasi 
kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (human resources) yang 
berkualitas sehingga mampu mendukung berjalannya kebijakan. Ketiga, 
koordinasi antar organisasi dalam banyak program, implementasi sebuah program 
perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain. Keempat, karakteristik agen 
pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur 
birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 
segala hal tersebut dapat mempengaruhi implementasi suatu program. Kelima, 
kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi 
lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam 
disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, 
antara lain respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, 
yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Donald S. Van Meter dan 
Carl E. Van Horn dalam Subarsono. 2006:148). 
Sementara itu menurut Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain, antara lain 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III dalam 







Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan 
mengurangi distorsi implementasi, apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan 
tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
2. Sumber daya 
Sebuah kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 
apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi 
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumber daya 
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber 
daya, kebijakan hanya berupa kertas dan menjadi dokumen saja. 
3. Disposisi 
 Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. 
apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan 
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan 




yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh 
kongkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam 
mengimplementasikan program-program pembangunan. 
4. Struktur birokrasi 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 
dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 
operasi atau Standard Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi 
setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 
birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini pada gilirannya menyebabkan 
aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
Setelah memaparkan beberapa pemahaman dan konsep implementasi di atas 
dapat ditegaskan bahwa implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni 
proses menindaklanjuti atau melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan 
lahan melalui mekanisme perizinan IPPT untuk mewujudkan tertib pemanfaatan 
tanah sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan.  
Dalam rangka menganalisis implemetasi IPPT sebagai instrumen tata ruang, 
dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan pendekatan geografi 
khususnya mengkaji mengenai interaksi masyarakat dengan ruang atau 




sekaligus objek dari diberlakukannya kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah 
melalui mekanisme perizinan IPPT.  
Keberhasilan sebuah program atau kebijakan dipengaruhi oleh banyak 
variabel di dalam dan diluar kebijakan.. Untuk dapat menilai implementasi sebuah 
program diperlukan beberapa indikator atau variabel sebagai tolak ukur. Dari 
beberapa perpektif dari beberapa tokoh yang ada di di atas tidak ada pilihan model 
yang terbaik, namun dalam penelitian kali ini dapat dipilih beberapa indikator 
kinerja IPPT secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan itu sendiri. 
Indikator yang diambil dalam penelitian ini diantaranya: 
1. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya manusia 
(human resources) karena hal itu menjadi faktor penting yang menentukan 
efektifitas implementasi kebijakan. SDM yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah SDM pelaksana kebijakan IPPT yaitu DPPD Kabupaten Sleman dan instansi 
terkait. Penilaian SDM pelaksana IPPT dapat dilihat dari oleh tingkat kompetensi 
dan kualitas implementator kebijakan IPPT.  
2. Daya Dukung Peraturan 
Daya dukung peraturan merupakan peraturan diluar badan pelaksana 
yang mendukung kebijakan IPPT, yakni adanya paraturan yang mendukung 
dan sejalan dengan kebijakan IPPT. Penilaian terhadap daya dukung peraturan 
dapat dilihat dari kelengkapan dokumen tata ruang yang dijadikan dasar 




3. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Lahan 
IPPT dapat dinilai berhasil apabila dalam pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan tujuan dari adanya IPPT tersebut, yaitu mampu mengendalikan alih 
fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Penilaian terhadap pelaksanaan kinerja 
IPPT dapat dinilai melalui banyaknya jumlah pemohon yang mengajukan 
permohonan izin perubahan fungsi lahan. Keberhasilan IPPT dapat dinilai dari 
banyak-sedikitnya pemohon mengajukan izin perubahan pemanfaatan tanah. 
Makin sedikit pemohon, berarti makin efektif IPPT dalam mengendalikan 
pemanfaatan lahan. Luasan lahan yang telah dialihfungsikan juga menjadi 
salah satu parameter keberhasilan IPPT. Ketika tiap tahun luasan sawah yang 
berubah menjadi sarana fisik makin meningkat secara ekstrem maka dapat 
disimpulkan kebijakan IPPT tidak berhasil mengendalian pemanfaatan lahan. 
4. Koordinasi 
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu hubungan 
atau koordinasi dengan instansi yang lain. Kegagalan program sering 
disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang 
terlibat dalam implementasi program. Penilaian koordinasi dapat dinilai dari  
adanya pembagian tugas yang jelas antara DPPD Kabupaten Sleman, 
BAPPEDA, dan BPN, serta adanya sinergi antara DPPD Kabupaten Sleman 







Sosialisasi merupakan salah satu bentuk transparansi yang cukup penting 
terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan, demikian juga dalam 
kebijakan perizinan peruntukan penggunaan tanah. Keberhasilan sosialisasi 
dapat dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai peraturan. Ketika 
masyarakat banyak yang tidak memahami peraturan IPPT, dapat dipastikan 
sosialisasi IPPT yang dilakukan pemerintah tidak berhasil diterima masyarakat. 
6. Pengawasan 
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian 
pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana 
tata ruang. Pengawasan merupakan salah satu hal teknis dalam pengendalian 
pemanfaatan lahan, pasca perizinan diberikan. Penilaian keberhasilan 
pengawasan IPPT dapat dilihat dari pelaporan pelanggaran dari pemerintah 
kecamatan/desa atau masyarakat. 
7. Respon Masyarakat 
Respon masyarakat merupakan sikap menerima atau menolak penerapan 
kebijakan. Penilaian respon masyarakat terhadap IPPT dapat dilihat dari 
banyaknya masyarakat yang mengakses informasi mengenai pengendalian 
pemanfaatan tanah. Dapat pula dilihat dari sikap masyarakat terhadap peraturan 
IPTT. Apabila masyarakat taat pada peraturan dan tidak melanggar IPPT maka 





B. Penelitian yang relevan 
Tabel 1. Penelitian yang relevan 




2011 Pengaruh Sertifikasi 
Tanah Pertanian 
Prona/Proda 
Terhadap Alih Fungsi 
Lahan Pertanian Ke 
Non Pertanian 
Wilayah Peri Urban 
Kabupaten Bantul 
Tahun 1996 – 2007 
Berdasarkan Citra 
Landsat TM dan Aster 
Alih fungsi lahan pertanian 
untuk permukiman perkotaan 
Di Kabupaten Bantul 
cenderung terjadi pada lahan 
yang telah bersertifikat. 
Pengembang perumahan 
akan lebih memilih lahan-
lahan yang memiliki 
sertifikat hak atas tanah, baik 
itu sertifikat hak milik atau 
hak guna bangunan karena 
diperlukan dalam proses 




2008  Alih Fungsi Lahan 




Terjadi kecenderungan alih 
fungsi lahan dari pertanian ke 





2007 Respon Masyarakat, 




Perumahan ternyata memberi 
tekanan besar pada 











Pembangunan permukiman di 
Kecamatan Godean 
mengalami perkembangan 
yang sangat pesat dan 






2006 Konflik Penggunaan 
Lahan Dan Kebijakan 
Tata Ruang Kota. 




Kebijakan tata ruang kota 
Kabupaten Sleman belum 
mampu mengatur 






C. Kerangka Berfikir 
Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang tiap tahun 
terus meningkat jumlah penduduknya. Kabupaten Sleman tidak hanya tumbuh 
menjadi kota pendidikan namun juga kota industri yang cukup menjanjikan, 
sehingga menjadi magnet bagi penduduk dari luar kabupaten untuk bertempat 
tinggal di Kabupaten Sleman. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten 
Sleman akan memicu adanya permintaan akan lahan. Lahan yang dahulunya 
digunakan lahan pertanian kini banyak dialihfungsikan menjadi perumahan, 
padahal Kabupaten Sleman merupakan daerah yang diproyeksikan menjadi daerah 
resapan. Ketika kondisi ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan terjadinya 
bencana alam banjir, erosi hingga kerusakan lingkungan.  
Menyikapi tingginya alih fungsi lahan, Pemerintah Kabupaten Sleman 
menciptakan beberapa upaya pengendalian, dengan harapan alih fungsi lahan 
yang terjadi senantiasa tetap merujuk pada fungsi penggunaan lahan yang telah 
diarahkan dalam RTRW. Salah satu upaya pengendalian tersebut yaitu dengan 
mekanisme perizinan berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). 
Instrumen pengendalian pemanfaatan lahan berupa mekanisme perizinan IPPT 
ditetapkan sejak tahun 2001, meskipun sudah ditetapkan alih fungsi lahan di 






Untuk memperjelas kerangka berfikir di atas maka disajikan dalam bagan 
































7. Respon Masyarakat 
1. Sumber daya 
DPPD 







A. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu sistem dalam penelitian yang terdiri dari 
prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur 
memberikan kepada peneliti urut-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam 
suatu penelitian, sementara teknik penelitian memberikan alat ukur apa yang 
diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode akan mempermudah 
peneliti dalam pelaksanaan penelitian, juga mempermudah peneliti mendapatkan 
jawaban dari masalah penelitian yang diangkat. Penelitian ini dimaksudkan 
mengetahui dan menjelaskan bagaimana Implementasi Izin Peruntukan 
Penggunaan Tanah (IPPT) dalam Pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di 
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.  
Metode penelitian yang diagunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Secara lebih terperinci pilihan metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif, dengan harapan dapat dihasilkan sebuah hasil 
penelitian yang lebih menyeluruh dan kontekstual sesuai dengan realitas di 
lapangan. Metode penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk menganalisis 
realitas sosial secara mendalam. Pemilihan metode kualitatif sebagai metode 




kualitatif memberikan kebebasan bagi peneliti untuk memperoleh atau 
menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti sedalam-dalamnya.  
Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan 
data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang, dan bukan 
berupa rangkaian angka. Data berupa kata-kata tersebut, dikumpulkan dalam 
aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, prekaman) dan 
biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 
pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap 
menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.  
Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Bogdan dan 
Taylor dalam Lexy J. Moleong. 2010:6) menyatakan bahwa metode penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
penilitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang 
secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya 
sendiri, maupun dalam peristilahannya  
Sementara itu, penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2010:6) 
adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 




suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 
ilmiah. Di sisi lain, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 
atau kasus tertentu. Penelitian deskriptif akan menggambarkan situasi atau 
kejadian mengenai objek yang diteliti secara sistematis dan akurat. 
Penelitian kualitatif memiliki definisi yang beragam, namun dari semua 
pendapat memiliki suatu dasar pemikiran yang sama. Melalui penelitian kualitatif 
peneliti memasuki dunia informan dan mencari sudut pandang informan. 
Demikian juga dalam penelitian ini, penelitian ini berusaha mengkaji 
implementasi dari IPPT dalam pengendalian pemanfaatan lahan menurut sudut 
pandang informan yaitu masyarakat Kecamatan Godean dan dinas atau instansi 
yang terkait langsung dalam proses pelaksanaan IPPT.  
Metode kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Sutarmanto dalam Ida 
Bagus Mantra, 2004:27) : 
a. Mencoba memperoleh gambaran yang lebih jelas. 
b. Bersifat holistik. 
c. Memahami makna (pemahaman mendalam). 








B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Godean khususnya 
pada desa yang termasuk dalam kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta 
(KAPY) yaitu Desa Sidoarum dan Desa Sidokarto. Penelitian juga dilakukan di 
Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman dimana 
merupakan dinas yang secara khusus bertugas dalam pengelolaan dan 
pengendalian pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman. DPPD Kabupaten Sleman 
beralamatkan di Jalan KRT. Pringgodiningrat No.5 Tridadi Kabupaten Sleman. 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2012, sampai dengan bulan 
Maret 2012. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan kebutuhan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data primer dan 
pengumpulan data sekunder. 
1. Data primer 
Data primer merupakan keterangan-keterangan atau informasi yang 
dihimpun secara langsung dari subyek (sumber utama) yang terkait dalam 
penelitian. Data primer diperoleh dengan: 
a. Observasi atau Pengamatan 
Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 




menentukan siapa yang akan diwawancarai, melainkan juga menetapkan konteks, 
kejadian dan prosesnya. Peneliti berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap 
dari jarak relatif dekat dan terlibat dalam sebagian kegiatan subyek. 
Fokus dalam pengamatan atau observasi disesuaikan dengan fokus masalah 
penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi lokasi 
penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Pada saat 
melakukan observasi, penulis melakukan pengamatan, kemudian melakukan 
pencatatan mengenai perilaku serta keadaan yang sebenarnya, hal ini dilakukan 
agar dapat memahami kondisi yang terjadi di masyarakat. 
b. Wawancara Mendalam (indepth interview) 
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terbatas dengan 
mewawancarai key people yang dianggap tahu. Wawancara merupakan proses 
interaksi dan komunikasi dari seorang peneliti kepada seorang responden dengan 
tujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan 
tersebut. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan dengan jumlah relatif 
terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung 
sesuai dengan keperluan (Irawati Singarimbun dalam Masri Singarimbun, 1989: 
191 – 192). 
Agar wawancara lebih terarah, pelaksanaannya dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara (interview guide), yaitu berupa garis besar 
materi wawancara yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam 




dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan dan alat perekam berupa 
handphone untuk menunjang peneliti dalam memahami penjelasan narasumber di 
lapangan. Wawancara mendalam ditujukan kepada subyek penelitian untuk 
memperoleh informasi mendalam berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Topik 
wawancara mendalam disesuaikan dengan informasi yang diperoleh atau 
berkembang di lapangan, akan tetapi sedapat mungkin tetap disesuaikan dengan 
tujuan penelitian. Intinya wawancara mendalam berfungsi untuk memperoleh 
informasi mendalam mengenai mekanisme perizinan IPPT yang dilakukan 
masyarakat. 
c. Focus Group Discussion (FGD) 
FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi terarah 
yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah 
tertentu. Menurut Irwanto (2006:1-2) Focus Group Discussion (FGD) adalah 
sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai 
suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.  
FGD saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode 
pengumpulan data dalam penelitian sosial khususnya untuk penelitian kualitatif. 
Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam 
memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, 
kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki 
informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak 




peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang 
memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang 
terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi 
yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Arti penting FGD bukan 
terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada ke dalaman informasinya. 
Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar 
dari pendapat seseorang atau kelompok. Namun, dikarenakan kondisi lapangan 
yang tidak cukup memungkinkan dalam melakukan FGD, maka FGD dalam 
peneliitian ini hanya dilakukan dengan beberapa informan khususnya pemerintah 
Kecamatan Godean atau pemerintah desa yang bersangkutan.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui: 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui 
dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian 
yang diperoleh dari kantor-kantor atau institusi terkait seperti DPPD Kabupaten 
Sleman, BAPPEDA Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Negara (BPS) 
Kabupaten Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, dan kantor 
Kecamatan Godean. 
b. Studi Pustaka 
Pengumpulan data terkait dengan literatur-literatur, artikel, maupun sumber 




skripsi, buletin ilmiah, maupun jurnal yang tentunya mendukung kajian terhadap 
topik penelitian yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dalam 
mengembangkan teori dan mempertajam analisis penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Triangulasi 
Teknik triangulasi adalah membandingkan dan mengecek kembali derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 
dalam penelitian kualitatif. Menurut Lexy Maleong (2005:330) triangulasi 
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, dengan cara memanfaatkan 
sesuatu diluar data sebagai pembanding atau untuk pengecekan. Teknik 
triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber. 
Triangulasi jenis ini berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat 
kepercayaan suatu informasi yang didapatkan dari sumber tertentu, melalui waktu 
dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.  
Sementara itu, triangulasi yang dalam penelitian ini dilakukan dengan 
membandingkan hasil pengamatan peneliti dalam observasi dengan hasil 
wawancara informan, antara lain 
1) Masyarakat Kecamatan Godean khususnya yang tinggal di beberapa desa yang 
termasuk dalam kawasan KAPY yaitu Desa Sidokarto dan Desa Sidoarum 





2) Kalangan pemerintah sebagai penyusun dan pelaksanan kebijakan. Kalangan 
pemerintah ini direpresentasikan oleh DPPD Kabupaten Sleman dan 
pemerintah Kecamatan Godean. 
Selain itu, penulis juga membandingkan informasi yang diperoleh dari 
beberapa pihak, misalnya membandingkan informasi dari DPPD Kabupaten 
Sleman dengan informasi dari warga kecamatan Godean, membandingkan 
informasi dari DPPD Kabupaten Sleman dengan pihak pemerintah 
kecamatan/desa atau membandingkan hasil wawancara informan dengan 
dokumen/sumber tertentu. Hal ini dilakukan dalam upaya mencari kesimpulan 
berupa kebenaran, yang akan menjawab pertanyaan dalam penelitian. 
 
E. Analisis Data Kualitatif  
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 
dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data akan bermakna jika 
dianalisis pada konteksnya. Data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan 
lapanga, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, artikel, dan sebagainya. Data 
tersebut diatur, diurutkan, dikelompokkan, diberi kode, dan dikategorikan. 
Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data dan 
mampu menyajikannya kepada pihak lain dengan lebih jelas tentang apa yang 
telah ditemukan dan apa yang telah diperoleh di lapangan. Peneliti memulai 





Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti 
yang dikemukakan oleh Nasution (1988:129–130): 
a. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, 
terjadilah tahapan-tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 
menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). 
Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah di lapangan, sampai 
laporan akhir tersusun. 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya 
dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 
ditransformasikan melalui berbagai macam cara, antara lain, melalui seleksi yang 
ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, serta digolongkan dalam satu pola 
yang lebih luas. 
Data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan informan maupun 
observasi-observasi ditulis dalam bentuk laporan sementara, dirangkum, dipilih 
hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema atau 
polanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, 




b. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 
melihat penyajian-penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang 
terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang lebih baik 
merupakan cara utama bagai analasis yang valid. Penyajian yang paling sering 
digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. 
Namun demikian dalam penyajian data dapat berupa matrik, grafik, jaringan, 
tabel, bagan maupun peta. 
c. Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan 
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai melakukan pencarian arti 
informasi, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan atas konfigurasi-konfigurasi 
yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proporsi. Hasil penelitian agar 
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh maka dilakukan proses verifikasi. 
Proses verifikasi ini dilakukan dengan mengecek kembali hasil penelitian dengan 
berbagai informasi dan sumber yang ada. Setelah makna-makna dan hasil 
penelitian yang muncul telah teruji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya 
maka dilakukan proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil 
akhir dari penelitian yang dipastikan telah valid dan dapat dibuktikan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian 
a. Letak, Luas dan Batas Wilayah 
Kecamatan Godean merupakan salah satu nama kecamatan yang berada 
dalam wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Godean merupakan kawasan 
penyangga pengembangan (aglomerasi) Kota Yogyakarta ke arah barat, dengan 
pusat pemerintahan terletak di Jl. Godean km 8, Desa Sidokarto. Letak astronomis 
Kecamatan Godean berada diantara 110.29 ° BT dan 110.33 ° BT. 
Luas wilayah Kecamatan Godean adalah 2.684 Ha. Luas wilayah itu terdiri 
dari tanah sawah dengan komposisi tanah sawah irigasi teknis 59,9015 Ha, irigasi 
setengah teknis 928,2803 Ha, sawah setengah irigasi 557,4650 Ha, 
pekarangan/bangunan/emplacement 741,3900 Ha, tegal/kebun 209,9421 Ha, 
tanah keperluan fasilitas umum yang terdiri dari lapangan olahraga 12,8 Ha dan 
kuburan 12,0 Ha. Secara geografis batas Kecamatan Godean, sebagai berikut: 
1. Batas utara : Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati 
2. Batas timur : Kecamatan Gamping 
3. Batas barat : Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan 








b. Orbitasi / Jarak Dengan Pusat Pemerintahan 
Dilihat dari posisi dan letaknya Kecamatan Godean cukup strategis karena 
cukup dekat dengan pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. 
Kecamatan Godean dilalui oleh jalan alternatif yang menuju ke arah Kabupaten 
Kulon Progo sehingga di sepanjang jalan tersebut tumbuh menjadi lokasi usaha 
yang sangat strategis, apalagi banyak sekali perumahan yang dibangun di 
Kecamatan Godean, hal ini tentunya makin menambah ramainya wilayah ini. 
Jalan-jalan yang menghubungkan tiap desa di Kecamatan Godean kondisinya 
relatif bagus, hal ini menjadikan wilayah Kecamatan Godean sebagai wilayah 
yang terakses dengan mudah hampir ke seluruh pelosok, maka dari itu cukup 
pantas apabila Kecamatan Godean menjadi salah satu pertimbangan sebagai 
daerah tujuan untuk pembangunan perumahan, bahkan pada pelosok dusun yang 
sepi, kini telah banyak dibangun perumahan-perumahan. Berikut jarak Kecamatan 
Godean dengan pusat pemerintahan: 
1. Jarak dari Ibukota Negara : 630 KM  
2. Jarak dari Ibukota Propinsi : 5 KM  
3. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 4 KM 
c. Topografi 
Kecamatan Godean termasuk dalam topografi daerah dataran rendah (3,36) 
sehingga memudahkan untuk diakses. Pembangunan dalam berbagai hal 




Godean tidak memiliki topografi dataran tinggi atau pegunungan. Kecamatan 
Godean berada dalam ketinggian 144 meter dari permukaan laut. 
d. Iklim 
Kecamatan Godean termasuk wilayah tropis dengan suhu rata-rata 26 ºC- 32 
ºC, tidak terlalu panas untuk daerah tropis sehingga sangat cocok untuk pertanian. 
Curah hujan dalam kurun waktu satu tahun dapat dikatakan cukup tinggi dengan 
banyaknya curah hujan adalah 2704  mm/tahun. Air hujan yang turun merupakan 
masukan air yang menjadi air tanah maupun air sungai/air permukaan. 
e. Pengairan 
Kondisi air di Kecamatan Godean dapat dikatakan baik. Ketika musim 
kemarau air masih tetap mudah dicari karena Kecamatan Godean ini dilewati 
beberapa sungai, ada 3 buah sungai yang mengalir di Kecamatan Godean. 
Kondisi topografi juga berpengaruh terhadap suplai air, sehingga penduduk tidak 
akan ketakutan kekurangan air pada musim kemarau. Sungai-sungai tersebut juga 
menjadi sumber pengairan bagi pertanian Kecamatan Godean. Pada musim 
kemarau debit air sungai mungkin kecil, akan tetapi pada musim penghujan 
debitnya cukup besar bahkan berpotensi menyebabkan banjir. 
Kondisi tanah di Kecamatan Godean dapat dikatakan sangat subur. 
Penduduk Kecamatan Godean menyebutnya tanahnya dengan sebutan nyabuk 
atau tanah yang penuh dengan rabuk/pupuk sehingga sangat subur. Seluruh lahan 
sawah yang ada di Kecamatan Godean tidak kekurangan air bahkan pada musim 




sehingga memungkinkan tanah tidak akan kekurangan air. Tanah di Kecamatan 
Godean dapat ditanami padi sepanjang tahun, sehingga hasil pertanian utama dari 
Kecamatan Godean adalah padi. Tanah di Kecamatan Godean juga dapat 
ditanami dengan segala jenis tanaman palawija dan buah buahan, sehingga layak 
juga digunakan untuk perkebunan.  
Sebagian besar masyarakat Kecamatan Godean menggunakan sumur gali 
dan sumur pompa, sebab air bawah tanah berguna untuk memenuhi keperluan air 
minum dan kebutuhan rumah tangga. Jumlah sumur pompa/pompa air ada 
sebanyak 1.004 buah. Kondisi air di kecamatan relatif dangkal karena termasuk 
daerah resapan air. Kondisi ketersediaan air tanah yang memadai inilah yang 
menjadi salah satu alasan berkembangnya perumahan dan perindustrian di 
Kecamatan Godean.  
Kecamatan Godean memiliki jumlah saluran air sebanyak 94 buah, DAM 
sebanyak 45 buah, dan untuk kincir air/ bendungan ada 40 buah. Kebutuhan 
manusia yang tinggi akan air menjadikan keberadaan sumber air penting dalam 
pemilihan lokasi bermukim. Pertambahan perumahan, industri dan penduduk 
menyebabkan pengambilan air tanah meningkat, apabila ini dibiarkan dan tidak 
ada penanganan lama kelamaan sumber air tanah akan berkurang. Permukiman 
yang makin meningkat tiap tahun akan menutup daerah resapan, dan efek yang 
bisa dirasakan adalah keterbatasan air, karena tanah tidak mampu meloloskan dan 





2. Kondisi Demografi  
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 
Menurut data BPS tahun 2011 penduduk Kecamatan Godean sejumlah 
63.466 jiwa dengan 18.790 kepala keluarga yang terdiri dari, kepala keluarga laki-
laki sejumlah 16.375 KK dan kepala keluarga perempuan sejumlah 2.415 KK. 
Sementara itu, pertumbuhan penduduk Kecamatan Godean adalah 2,28% per 
tahun. 
b. Kepadatan Penduduk 
Menurut data monografi tahun 2011 angka kepadatan penduduk Kecamatan 
Godean adalah 2.517 jiwa/km. Tiap tahun ke tahun ada kecenderungan kepadatan 
jumlah penduduk di Kecamatan Godean mengalami peningkatan. Permintaan akan 
kebutuhan perumahan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, 
menjadikan kawasan ini menjadi incaran para pengembang. Selain itu, Kecamatan 
Godean juga merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Kawasan 
Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (KAPY). Desakan jumlah penduduk dipusat 
Kota Yogyakarta menyebabkan terjadi pengembangan pertumbuhan penduduk 
yang mengarah pada wilayah pinggiran kota sebagai akibat perluasan aktivitas 
kota. Pertambahan penduduk mengindikasikan bahwa perkembangannya menyebar 
ke arah pinggiran kota, konsekuensinya terjadi perubahan guna lahan. Demi 
memenuhi kebutuhan perumahan dan industri digunakanlah tanah pertanian untuk 





c. Komposisi Penduduk 
1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
Laki-laki 31.912 jiwa 50,28 
Perempuan 31.554 jiwa 49,72 
Jumlah 63.466 jiwa  
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 
 
Komposisi penduduk Kecamatan Godean mengalami perubahan yang 
signifikan dalam hal perbandingan jumlah antara jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan dimana pada tahun 2005 jumlah perempuan masih kalah dibanding 
jumlah laki-laki namun ketika tahun 2011 jumlah penduduk jenis kelamin 
perempuan jauh lebih dominan dibanding laki-laki. 
 
2.  Komposisi Penduduk Menurut Agama 
Tabel 3.Komposisi Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Jumlah Persentase (%) 
1. Islam 57.233 jiwa 61,18 
2. Katolik 33.448 jiwa 35,75 
3. Protestan 2.788 jiwa 2,98 
4. Hindu 45 jiwa 0,05 
5. Budha 33 jiwa 0,04 
Jumlah 93.547 jiwa  








Agama Islam masih merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat 
Kecamaqtan Godean, sedangkan agama paling kecil yang dianut masyarakat 
adalah agama Budha. 
 
3. Komposisi Penduduk Menurut Usia 
 
Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Usia 
No. Usia Jumlah Persentase (%) 
1.  0 – 4 tahun 4.296 jiwa 6,77 
2.  5 – 9 tahun 5.821 jiwa 9,17 
3.  10 – 14 tahun 6.699 jiwa 10,55 
4.  15 – 19 tahun 7.392 jiwa 11,65 
5.  20 – 24 tahun 7.970 jiwa 12,56 
6.  25 – 29 tahun 5.468 jiwa 8,61 
7.  30 – 34 tahun 4.507 jiwa 7,10 
8.  35 – 39 tahun 3.706 jiwa 5,84 
9.  40 – tahun ke 
atas 
17.607 jiwa 27,74 
 Jumlah 63.466 jiwa  
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 
Penduduk menurut usia menunjukkan Kecamatan Godean sebagian besar 











4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No. Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 
1. Petani   
 - Petani Pemilik Tanah 9.603 orang 19,12 
 - Petani Penggarap Tanah 2.920 orang 5,81 
 - Petani 
Penggarap/Penyekap 
2.986 orang 5,94 
 - Buruh Tani 7.205 orang 14,35 
2. Pengusaha Sedang/Besar  542 orang 1,08 
3. Pengrajin/Industri Kecil 2.426 orang 4,83 
4. Buruh Industri 6.063 orang 12,07 
5. Buruh Bangunan 2.831 orang 5,64 
6. Buruh Pertambangan  891 orang 1,77 
7. Pedagang 5.120 orang 10,19 
8. Pengangkutan 660 orang 1,31 
9. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3.360 orang 6,69 
10. TNI/POLRI 465 orang 0,92 
11. Pensiunan(PNS/TNI) 1.485 orang 2,96 
12. Peternak (Usaha 
Pokok/Sambilan) 
  
 - Sapi Biasa 355 orang 0,71 
 - Kerbau 52 orang 0,10 
 - Kuda 10 orang 0,02 
 - Kambing 450 orang 0,90 
 - Domba 76 orang 0,15 
 - Babi 231 orang 0,46 
 - Ayam Buras 1.230 orang 2,45 
 - Itik 897 orang 1,79 
 - Kelinci 85 orang 0,17 
 - Peternak Lain-lain 
(Puyuh) 
280 orang 0,56 
 Jumlah 50.223 orang  
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 
Berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa mata pencaharian 
terbesar penduduk Kecamatan Godean adalah petani, yaitu sebagai petani pemilik 




pencaharian terbesar kedua adalah buruh, yaitu sebagai buruh industri, buruh 
bangunan, dan buruh pertambangan.  
Jumlah petani memiliki proporsi terbesar, maka hal ini mengindikasikan 
sektor agraris merupakan salah satu sektor utama penopang perekonomian 
penduduk Kecamatan Godean, meskipun demikian keadaan ini tidak akan 
berlangsung lama. Alih fungsi lahan yang terus terjadi di Kecamatan Godean akan 
terus memangkas luas lahan pertanian, sehingga jumlah penduduk yang bermata 
pencarian sebagai petani pun akan terus berkurang, menyesuaikan besarnya lahan 
pertanian yang ada. Mata pencaharian lain yang terdapat di Kecamatan Godean 
yaitu peternak (usaha pokok/sambilan), pengusaha sedang/besar, pedagang, 
pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil, dan TNI.  
 
5. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah % 
1. Belum Sekolah/Taman Kanak-kanak 4.298 orang 6,77 
2. Tidak/Belum Tamat SD 6.104 orang 9,62 
3. Tamat SD/sederajat 18.063 orang 28,46 
4. Tamat SLTP/sederajat 15.939 orang 25,11 
5. Tamat SLTA/sederajat 13.906 orang 21,91 
6. Tamat Akademi/sederajat 2.640 orang 4,16 
7. Tamat Perguruan Tinggi/sederajat 2.491 orang 3,92 
8. Buta Huruf 25 orang 0,04 
Jumlah 63.466 orang  







Penduduk Kecamatan Godean umumnya pernah menempuh pendidikan baik 
di tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Bahkan jumlah yang sudah 
menempuh pendidikan setingkat akademi jumlahnya cukup banyak. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Godean sudah memiliki kesadaran 
yang tinggi tentang pentingnya pendidikan. 
 
3. Sarana Prasarana 
1. Pendidikan 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara. 
Pendidikan yang baik akan membawa sebuah negara ke dalam perbaikan kualitas 
Sumber Daya Manusia. Dalam rangka mencapai tujuan nasional mencerdasakan 
kehidupan bangsa, pemenuhan fasilitas pendidikan menjadi salah satu syarat 
utama. Sarana pendidikan yang memadai akan memungkinkan siswa dapat 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Di 
Kecamatan Godean pemenuhan fasilitas pendidikan cukup lengkap dari tingkat 
taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikut tabel fasilitas pendidikan 










Tabel 7. Fasilitas Pendidikan Kecamatan Godean 
No. Pendidikan Jumlah 
1. Taman Kanak-kanak 30 buah 
2. Sekolah Dasar  
 - Sekolah Dasar Negeri 20 buah 
 - Madrasah/Ibtidaiyah Swasta 1 buah 
 - Sekolah Dasar Swasta Islam 9 buah 
 - Sekolah Dasar Swasta Protestan 2 buah 
 - Sekolah Dasar Swasta Katholik 1 buah 
 - Sekolah Luar Biasa (SLB) 1 buah 
3. Sekolah Lanjutan Pertama (SMP)  
 - SMP Negeri 3 buah 
 - Madrasah/Tsanawiyah Negeri 1 buah 
 - SMP Swasta Islam 2 buah 
 - SMP Swasta Protestan 1 buah 
4. Sekolah Menengah Tingkat Atas/SMTA  
 - SMTA Negeri 1 buah 
 - Madrasah Aliyah Negeri 1 buah 
 - SMTA Kejurusan Negeri 2 buah 
 
2. Kesehatan 
Fasilitas kesehatan di Kecamatan Godean sudah cukup lengkap, beberapa 
fasislitas umum sepeeti puskesmas dan Rumah bersalin/BKIA sudah didirikan di 
kecamatan ini. Berikut disajikan tabel fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan 
Godean : 
Tabel 8. Fasilitas Kesehatan Kecamatan Godean 
No. Sarana Kesehatan Jumlah 
1. Rumah Bersalin/BKIA 1 buah 
2. Puskesmas 2 unit 
3. Praktik Dokter 47 orang 
4. Dukun Khitan 3 orang 
5. Dukun Bayi 17 orang 
6. Apotek/Depot Obat 11 orang 
7. Panti Pijat 2 buah 





Berdasarkan data tersebut jumlah sarana dan prasarana kesehatan sudah sangat 
mencukupi. Hal ini terlihat dari sudah adanya BKIA dan puskesmas. Jumlah 
praktik dokter ada 47 dan jumlah ini dapat dikatakan sangat mencukupi untuk 
ukuran satu kecamatan. 
3. Tempat Ibadah 
Tabel 9. Fasilitas Tempat Ibadah Kecamatan Godean 
No. Tempat Ibadah Jumlah 
1. Masjid 93 buah 
2. Surau/Mushola 89 buah 
3. Gereja/Kapel 6 buah 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 
Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal tempat ibadah, di Kecamatan 
Godean dapat dikatakan mencukupi, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya 
masjid, surau dan gereja. Jumlah masjid sangat banyak yakni mencapai 63 buah, 
hal ini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, dimana sebagian besar 
masyarakat merupakan pemeluk agama Islam. 
4. Transportasi 
Transportasi menuju Kecamatan Godean dapat dikategorikan sangat ramai 
karena merupakan jalur lintas yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan 
Kecamatan Godean. Kondisi jalan Kecamatan Godean cukup baik dan dapat 
menunjang kelancaran akses lalu-lintas perekonomian, komunikasi, dan 
pembangunan, yang tentu akan menunjang pula perkembangan Kecamatan 
Godean. Namun, hal yang sangat dilematis adalah saat musim penghujan tiba, 




saluran air di sekitar jalan banyak yang tersumbat oleh sampah. Sampah ini berasal 
dari limbah rumah tangga yang dihasilkan penduduk sekitar, khususnya yang 
berada di perumahan. 
 
Tabel 10. Sarana Transportasi Di Kecamatan Godean 
No. Alat Transportasi Jumlah 
1.  Sepeda 24.250 buah 
2.  Dokar/Delman 18 buah 
3.  Gerobag/Cikar 34 buah 
4.  Becak 45 buah 
5.  Sepeda Motor 5.406 buah 
6.  Taksi 2 buah 
7.  Mobil Dinas 14 buah 
8.  Mobil Pribadi 1.387 buah 
9.  Truk 98 buah 
10.  Bus Umum 37 buah 
11.  Bus Kota 13 buah 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
Berdasarkan data diatas aktifitas transportasi di Kecamatan Godean dapat 
dikatakan cukup ramai. Jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat saja sudah 
cukup banyak, belum lagi dari aktifitas masyarakat di luar Kecamatan Godean 
yang juga berinteraksi di wilayah Kecamatan Godean. 
 
4. Pemerintahan 
Kecamatan Godean merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam 
wilayah administratif Kabupaten Sleman. Pusat pemerintahan Kecamatan Godean 
terletak di Jl. Godean km 8, Desa Sidokarto. Kacamatan Godean terdiri dari tujuh 







1. Desa Sidoagung 
2. Desa Sidomoyo 
3. Desa Sidokarto 
4. Desa Sidomulyo 
5. Desa Sidoarum 
6. Desa Sidoluhur 
7. Desa Sidorejo 
 
 
Tabel 11. Pemerintahan Desa / Kelurahan 
No. Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah 
1.  Desa (Swasembada) 7 buah 
2.  Lingkungan 77 buah 
3.  Rukun Warga (RW) 176 buah 
4.  Rukun Tetangga (RT) 410 buah 
5.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(LPMD) 
7 buah 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 
Dalam menjalankan pemerintahan, Kecamatan Godean didukung oleh 
berbagai sarana pemerintahan seperti kantor desa dan balai desa. Berikut sarana 
prasarana pemerintahan yang dimiliki Kecamatan Godean: 
Tabel 12. Sarana Prasarana Pemerintahan Kecamatan Godean 
No. Sarana Prasarana Jumlah 
1. Balai Desa/Kelurahan 7 buah 
2. Kantor Desa/Kelurahan 7 buah 
3. Banyaknya Bengkok Perangkat Desa  
 - Tanah Sawah 192,3790 Ha 
4. Tanah Kas Desa/Asal Lainnya untuk 
Kepentingan Desa 
 
 - Tanah Sawah 97,8840 Ha 
 - Tanah Kering 23,7502 Ha 
 - Lain-lain 8,3153 Ha 




Berdasarkan data tersebut sarana prasarana yang dimiliki berupa balai dan 
kantor desa sudah cukup banyak. Sementara itu tanag sawah yang dimiliki desa 
juga masih cukup luas. Hal ini dapat digunakan juga oleh desa untuk mendapatkan 
pemasukan kas desa dari sektor pertanian yang diambil dari sawah tersebut. 
 
Tabel 13. Instansi Pemerintah di Wilayah Kecamatan 
No. Instansi Pemerintah Jumlah 
1. Instansi Vertikal :  
 - Koramil 1 unit 
 - Polsek 1 unit 
 - Statistik 1 unit 
2. Instansi Otonom  
 - Koordinator II Dinas Pertanian Sleman 1 unit 
 - Pasar Godean 1 unit 
 - Koordinat II Dinas Pendidikan Nasional Sleman 1 unit 
 - PUSKESMAS 1 1 unit 
 - PUSKESMAS 2 1 unit 
3. Instansi BUMN / BUMD  
- Pos dan Giro 1 unit 
 - Pegadaian 1 unit 
 - Telkom 1 unit 
 - PDAM 1 unit 
 - BRI 1 unit 
 - BUKP 1 unit 
 - BPD 1 unit 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 
Berdasarkan data diatas instansi yang dimiliki pemerintah kecamatan dapat 
dikatakan sudah cukup memadai untuk mendukung proses pelayanan kepada 









5. Penggunaan Lahan 
Beberapa bentuk penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Godean antara lain: 
a. Sawah 
Merupakan lahan pertanian diolah dengan pengairan tadah hujan, pengairan 
hanya mengharapkan dari turunnya hujan. Sawah tadah hujan dibudidayakan padi 
sekali dalam setahun. Penyemaian memakan waktu 40 hari dan tanam sampai 
panen membutuhkan waktu 4 bulan. lahan persawahaan ditanami padi dan 
palawija seperti jagung, kacang tanah dan sayuran. 
b. Tegalan 
Merupakan lahan pertanian diolah dengan pengairan tadah hujan. Tanaman 
utama adalah jagung, kedelai, ketela pohon, kacang tanah, dan tebu. 
c. Kebun Campuran 
Lahan dengan berbagai jenis tanaman keras (tahunan), seperti kelapa, 
bambu, nangka, jeruk, mangga, pisang, jagung, kedelai tersebar di desa ini. Berikut 
tabel tanaman Perdagangan komoditi Kecamatan Godean. 
d. Jalan 
Penggunaan lahan untuk jaringan jalan mutlak diperlukan di wilayah yang 
memiliki kegiatan budidaya di dalamnya karena berfungsi sebagai prasarana 
trasportasi untuk mendukung interaksi dan pergerakan orang, barang dan jasa. 
Kondisi jalan di Kecamatan Godean sebagian besar telah mengalami perkerasan 
dengan menggunakan aspal, sehingga jaringan antar wilayah menjadi lancar. 
e. Lapangan 
Lahan ini teridentifikasi sebagai tempat terbuka, karena lapangan yang ada di 




yang ada banyak terdapat di kawasan pendidikan. Penggunaan oleh masyararakat 
setempat untuk berbagai kegiatan yang behubungan dengan orang banyak, seperti 
olah raga, perayaan hari kemerdekaan, upacara adat/keagamaan dan kegiatan 
lainnya 
f. Permukiman 
Penggunaan lahan untuk permukiman terdapat secara menyebar di 
Kecamatan Godean. Permukiman dengan kepadatan cukup tinggi/rapat banyak 
terdapat secara memanjang di sekitar jalan-jalan utama. Permukiman lainnya, yang 
lebih jauh dari jalan utama umumnya lebih sederhana tidak terlalu padat dan 
berpola menyebar di seluruh daerah. Di antara permukiman sederhana tersebut, 
karena polanya yang menyebar, lahan- lahan di antara rumah-rumah penduduk 
umumnya digunakan sebagai kebun campuran dengan tanaman buah-buahan dan 
peternakan. Lahan permukiman pedesaan, gabungan antara lahan perumahan, 
halaman dan pekarangan. 
g. Perumahan 
Permukiman modern berupa perumahan atau real estate berkembang di 
wilayah Kecamatan Godean, pada umumnya berkembang di daerah yang dilalui 
jalan aspal/jalan utama. Persebaran perumahan juga terdapat di wilayah pedesaan 
yang berkembang secara sporadis terkesan belum ada pengendalian dari instansi 






Tabel 14. Klasifikasi Rumah Penduduk Kecamatan Godean 
No. Rumah Penduduk Jumlah Persentase (%) 
1. Rumah Menurut Sifat dan 
Bahannya 
  





 · Dinding terbuat dari sebagian 
batu 
351 buah 1,3 
2. Rumah Menurut Tipenya   
 · Tipe A 9.253 buah 34,26 
 · Tipe B 3.754 buah 13,9 
 · Tipe C 341 buah 1,26 
 Jumlah 27.011 buah  
Sumber: Data Monografi Kecamatan Godean, Semester I Tahun 2011 
 Berdasarkan data diatas permukiman modern umumnya sudah banyak 
dimiliki oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dari sudah banyaknya masyarakat 
yang membangun rumah hunian dari batu, buka lagi dari bata. Berdasarkan tipe 
rumah juga didominasi rumah dengan tipe A. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
kesejahteraan penduduk sudah cukup tinggi. 
 
6. Perekonomian 
Geliat perekonomian di Kecamatan Godean sudah sangat terasa ketika kita 
masuk kecamatan ini. Di Kecamatan Godean terdapat industri jasa seperti restoran, 
pertokoan, hotel, pom bensin, bengkel. Nilai industri jasa yang menguntungkan 
menjadi daya tarik sendiri masyarakat untuk mengalih fungsikan lahan sawah agar 
bisa digunaakan untuk sektor ini. 
Terdapat beberapa lokasi yang tadinya lahan pertanian diubah menjadi 




wilayah yang banyak ditumbuhi oleh resto dan kafe karena lokasinya strategis dan 
padat penduduk.  
 
B. Deskripsi Data 
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 
Tanah menjadi unsur pokok dalam kehidupan manusia. Di atas tanahlah 
semua kegiatan hidup dan penghidupan dilakukan oleh manusia. Peningkatan 
jumlah penduduk dari tahun ke tahun membuat kebutuhan atas tanah terus 
meningkat, di sisi lain ketersediaan tanah terbatas. Kondisi ini akan menimbulkan 
konflik kepentingan antar individu maupun antar warga apabila tidak dikelola dan 
diatur dengan baik. Kebutuhan dasar berupa tempat tinggal ini pemenuhannya 
dapat dicukupi individu dengan membangun sendiri di atas tanah sendiri, ada pula 
yang disediakan oleh pihak lain, misalnya pengembang melalui perumahan. 
Pembangunan rumah hunian dan pengembangan perumahan perlu diatur 
sedemikian rupa sehingga pengembangannya sesuai dengan fungsi arahan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna menjaga keseimbangan lingkungan 
fisik maupun sosial. Disisi lain pengembangan perumahan juga diharapkan 
mampu menyediakan perumahan yang layak secara fisik dan tertib secara 
administrasi. Pemenuhan hak-hak konsumen atau penghuni perumahan harus 
dipenuhi oleh pihak pengembang sampai tuntas, sehingga tidak menimbulkan 




Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara mempunyai hak untuk 
mengatur fungsi dan pengendalian tanah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, 
dalam upaya pelaksanaan pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Perda Nomor 19 Tahun 
2001, dimana Perda tersebut berisi kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah, 
salah satunya yaitu melalui mekanisme Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
(IPPT). IPPT mengatur seluruh perizinan yang berhubungan dengan pemanfaatan 
tanah termasuk di dalamnya izin dalam pengembangan perumahan. 
IPPT diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 
2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Keputusan Bupati Sleman 
Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah jo Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003.  
Setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk 
kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada 
struktur ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan wajib memperoleh izin 
peruntukan penggunaan tanah dari bupati. 
 
a. Jenis Izin 
1. Izin Lokasi (IL) 
Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki 




modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan 
tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal, dengan keluasan: 
a. Untuk usaha pertanian ≥ 25 Ha  
b. Untuk usaha non pertanian ≥ 1 Ha 
Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu: 
a. Izin lokasi dengan keluasan tanah sampai dengan 25 Ha = 1 tahun 
b. IL dengan keluasan 25 Ha sampai dengan 50 Ha = 2 tahun 
c. IL dengan keluasan lebih dari 50 Ha = 3 tahun 
Ketika dalam jangka waktu tersebut perolehan tanah belum selesai, izin 
dapat diperpanjang satu kali dengan ketentuan lebih dari 50% telah diperoleh 
(terjadi pelepasan hak atas tanah), dan diajukan 15 hari sebelum waktu izin lokasi 
habis. Apabila sampai dengan waktu izin lokasi dan perpanjangan izin lokasi 
habis dan perolehan tanah belum selesai, maka harus mengajukan izin lokasi baru. 
Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai: 
a. Aspek tata ruang. 
b. Aspek penggunaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan 
penggunaan tanah. 
c. Aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 
2. Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) 
Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang 




kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada 
bangunan/ usaha yang dilakukan dengan batasan keluasan: 
a. Untuk usaha pertanian ≤ 25 Ha 
b. Untuk usaha non pertanian ≤ 1 Ha 
IPT diberikan untuk jangka waktu satu tahun. Apabila dalam jangka waktu 
tersebut perolehan tanah belum selesai, izin dapat diperpanjang satu kali dengan 
ketentuan lebih dari 50% telah diperoleh (terjadi pelepasan hak atas tanah), dan 
diajukan 15 hari sebelum waktu izin pemanfaatan tanah habis. 
IPT diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai: 
a. Aspek tata ruang. 
b. Aspek penggunaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan 
penggunaan tanah. 
c. Aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.  
Jenis peruntukan tanah yang wajib memiliki izin pemanfaatan tanah: 
a. Permukiman: 
1. Perumahan dengan ketentuan ≥ 4 unit dalam 1 lokasi. 
2. Pondokan dengan ketentuan ≥ 10 kamar tidur. 
3. Rumah sewa dengan ketentuan ≥ 4 unit dalam 1 lokasi. 
 
b. Pendidikan: 
1. Perguruan tinggi dengan ketentuan untuk semua keluasan. 




3. Taman kanak-kanak/ kelompok bermain dengan ketentuan semua 
keluasan. 
4. LPK/ kursus dengan ketentuan luas lantai ≥ 100 m² atau di tepi jalan arteri 
atau kolektor primer untuk semua keluasan. 
c. Perkantoran dan sejenisnya dengan ketentuan untuk semua keluasan. 
d. Perhotelan dan sejenisnya dengan ketentuan semua keluasan. 
e. Perdagangan/ jasa: 
1. Pasar swalayan/ super market dengan ketentuan semua keluasan; 
2. Pasar dengan ketentuan semua keluasan. 
3. Pertokoan/ rumah toko dengan ketentuan ≥ 4 unit dalam 1 lokasi dengan 
ketentuan jumlah keluasan ≥ 250 m². 
4.  Restoran/ rumah makan/ usaha katering/ toko dengan ketentuan luas tanah 
≥ 500 m² atau luas lantai ≥ 250 m². 
5. Gedung pertemuan dengan ketentuan luas tanah ≥ 1000 m² atau luas lantai 
≥ 500 m². 
6. Tempat hiburan dengan ketentuan untuk semua keluasan. 
7. Pusat kebugaran dengan ketentuan untuk semua keluasan. 
f. Industri dan gudang kecuali industri rumah tangga dengan ketentuan semua 
keluasan. 
g. Rumah sakit/ balai pengobatan/ rumah bersalin dengan ketentuan untuk semua 
keluasan. 




i. Sarana ibadah umum dengan ketentuan untuk semua keluasan. 
j. Sarana olah raga dengan ketentuan luas tanah ≥ 5000 m². 
k. Pembangunan makam baru atau perluasan makam dengan ketentuan untuk 
semua keluasan. 
l. Tempat pembuangan sampah/ depo sampah dengan ketentuan luas tanah ≥ 
100 m². 
m. Stasiun televisi/ radio dengan ketentuan untuk semua keluasan; 
n. Rumah produksi hiburan dengan ketentauan untuk semua keluasan. 
 
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 
Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan 
tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah 
pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal 
pribadi/ perseorangan, dengan ukuran seluas-luasnya 5000 m² diberikan secara 
bertahap seluas 600 m². IPPT diberikan untuk jangka waktu satu tahun. 
IPPT diberikan berdasarkan pertimbangan: 
a. Aspek tata ruang. 
b. Letak tanah termasuk dalam wilayah ibukota kecamatan yang bersangkutan; 
c. Letak tanah berbatasan langsung dengan permukiman yang telah ada dan 
termasuk daerah pertumbuhan permukiman. 
d. Letak tanah di lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan fasilitas 




e. Luas tanah yang diberi izin sebanyak-banyaknya 2 kali luas rencana bangunan 
yang akan dibangun, ditambah luas untuk sempadan jalan; 
f. Tanah sudah bersertipikat. 
g. Tanah yang dimohonkan tidak termasuk tanah pertanian subur/sawah irigasi 
teknis. 
h. Aspek tata ruang. 
i. Aspek penggunaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan 
penggunaan tanah. 
j. Setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah 
dan daya dukung lingkungan sekitarnya. 
 
4. Izin Konsolidasi Tanah (IKT) 
Izin Konsolidasi Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang 
wajib dimiliki kumpulan orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan 
penataan kembali penguasaan tanah, penggunaan tanah dan usaha pengadaan 
tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan 
dan pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat pemilik tanah pada lokasi tersebut untuk kepentingan umum sesuai 







a. Aspek tata ruang; 
b. Apabila sekurang-kurangnya 85 % dari pemilik tanahnya meliputi sekurang-
kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasikan 
menyatakan persetujuannya dalam surat pernyataaan persetujuan; 
c. Status tanah sudah dikuasai oleh peserta konsolidasi; 
d. Letak tanah tidak beraturan/ tidak ada jalan penghubung antara penghuni; 
e. Adanya kesediaan dari para peserta konsolidasi tanah untuk merelakan 
sebagian tanahnya untuk sumbangan pembangunan/ fasilitas umum; 
f. Letak tanah di daerah perkotaan dan merupakan tanah non pertanian atau letak 
di daerah perdesaan dan merupakan tanah pertanian. 
 
5. Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (IPL) 
Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalan izin 
peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan 
melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum. IPL diberikan untuk jangka waktu satu tahun, apabila jangka 
waktu habis dan perolehan tanah belum selesai, dapat diperpanjang selama satu 
tahun. IPL dapat diberikan berdasarkan pertimbangan: 
a. Aspek tata ruang; 
b. Aspek penggunaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak 
dan penggunaan tanah; 




d. Tanah yang diperoleh akan dimiliki pemerintah dan digunakan untuk 
kepentingan umum. 
 
b. Sistem dan prosedur Perizinan 
1. Persyaratan Adminitrasi IPPT 
a. Persyaratan IL dan IPT: 
1. Surat permohonan, formulir disediakan 
2. FC KTP pemohon 
3. FC NPWP 
4. FC akte pendirian perusahaan yang telah disahkah oleh pejabat yang 
berwenang 
5. Gambar kasar letak tanah/ denah letak tanah yang diomohon. 
6. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang kesanggupan akan 
memberikan ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan 
bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah. 
7. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak 
atas tanah. 
8. FC bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan dimohon. 
9. FC surat pemberitahuan PBB terutang dari tanah yang direncanakan 
diperoleh; 
10. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal) dengan 




11. Notulen dan daftar hadir sosialisasi rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan yang diketahui Dukuh, Kepala Desa dan Camat setempat; 
(dilengkapi apabila direkomendasikan untuk diizinkan) 
12. Siteplan sementara . 
13. Site tanah (apabila tanah lebih dari satu bidang) . 
14. Surat pernyataan menyediakan fasilitas makam/ atau menggunakan TPU 
Pemkab Sleman (khusus pembangunan perumahan) . 
15. Salinan surat persetujuan penanaman modal dari presiden/ BKPM/ 
BKPMD/ bagi perusahaan PMA/ PMDN . 
16. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang tanah-tanah yang sudah 
dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang 
merupakan grup pemohon . 
b. Persyaratan IPPT: 
1. Surat permohonan, formulir disediakan; 
2. FC KTP pemohon; 
3. FC SPPT PBB terakhir; 
4. FC sertipikat tanah; 
5. Gambar kasar letak tanah atau denah letak tanah yang dimohon . 
6. Surat keterangan waris apabila pemilik tanah sudah meninggal dunia . 
7. Surat kuasa bermaterai cukup apabila tidak diurus oleh pemohon sendiri. 
c. Persyaratan IKT: 




2. Daftar nominatif calon peserta konsolidasi tanah. 
3. FC KTP para peserta konsolidasi. 
4. Bukti penguasaan/ pemilikan tanah masing-masing calon peserta 
konsolidasi tanah . 
5. Surat pernyataan kesediaan sebagai peserta, kesediaan memberikan 
sumbangan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/ fasilitas sosial dan 
bersedia membayar biaya pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah 
6. Sketsa dan luas rencana lokasi konsolidasi tanah sebelum dan sesudah 
penataan. 
7. Siteplan sementara lokasi konsolidasi tanah. 
8. Surat kuasa dari calon peserta konsolidasi tanah (apabila dikuasakan) 
d. Persyaratan IPL 
1. Surat permohonan, formulir disediakan. 
2. Lokasi tanah yang diperlukan. 
3. Luas dan gambar kasar tanah yang dimohonkan. 
4. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan. 
5. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai 
aspek pembiayaan dan lamanya pelaksanaan pembangunan. 
c. Prosedur IPPT  
1. Pemohon mengajukan perizinan IPPT ke Kantor Pelayanan Izin 





3. Setelah persyaratan terpenuhi DPPD beserta beberapa instansi terkait 
mengadakan peninjauan lokasi 
4. Pasca peninjauan lokasi dilakukan rapat untuk menentukan rekomendasi 
apakah perizinan bisa diberikan, ketika diizinkan DPPD akan membawa 
berkas tersebut ke Bupati Sleman. 
5. Setelah selesai pemohon dapat mengambil perizinan di Kantor DPPD 
Kabupaten Sleman 
Berikut bagan yang dapat menggambarkan alur prosedur perizinan: 
 
Gambar 3. Prosedur IPPT 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan IPPT 
Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 57/Kep.KDH/A/2006 




Tanah, jenis kegiatan yang didelegasikan penandatanganannya kepada Kepala 
Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah adalah: 
a. Penandatanganan izin perubahan penggunaan tanah. 
b. Penandatanganan izin pemanfaatan tanah, khusus untuk jenis kegiatan: 
1. Taman kanak-kanak/kelompok bermain, Lembaga pendidikan 
kejuruan/ lembaga kursus. 
2. Restoran/ rumah makan/ usaha katering/ toko. 
3. Pusat kebugaran. 
4. Villa/ motel. 
5. Balai pengobatan dan atau rumah bersalin. 
6. Makam baru atau perluasan makam. 
7. Stasiun penyiaran radio, Stasiun pengisian bahan bakar umum. 
8. Bengkel, cuci mobil, dan salon, salon mobil serta jasa laundry. 
 
Sanksi 
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 (kewajiban IPPT) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 
bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp5.000.000,00. Mulai akhir tahun 2011 
IPPT tidak lagi dikenakan retribusi, dengan berlakukanya UU Nomor 28 Tahun 






C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
1. Indikator Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)  
Keberhasilan sebuah program/kebijakan dipengaruhi oleh banyak variabel 
dari dalam maupun dari luar kebijakan. Kompleksitas implementasi tidak hanya 
ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, namun 
dipengaruhi juga oleh berbagai variabel yang kompleks baik variabel individual 
maupun variabel organisasional dimana masing-masing variabel tersebut saling 
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka mengetahui 
keberhasilan dari IPPT dalam pengendalian pemanfaatan lahan, maka perlu 
dianalisis variabel atau indikator kinerja implementasi dari IPPT antara lain, 
sumber daya organisasi/instansi, daya dukung peraturan, kinerja pelaksanaan 
IPPT, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan juga respon masyarakat. Beberapa 
indikator di atas dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana 
implementasi IPPT sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan lahan, dan 
sebarapa efektif IPPT dalam menekan terjadinya pelanggaran tata ruang serta alih 
fungsi lahan.  
 
a. Sumber daya DPPD 
Penerapan atau implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan 
dapat dilihat melalui beberapa indikator implementasi, di antaranya yang pertama 
yaitu sumber daya manusia sebagai implementator kebijakan IPPT. Sumber daya 




Sleman. Baik atau buruknya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai 
implementator kebijakan, akan sangat mempengaruhi implementasi IPPT. Ketika 
kualitas dan kuantitasnya sumber daya kurang baik, maka dapat dipastikan 
implementasi dari kebijakan juga tidak akan berlangsung baik.  
Dalam melakukan analisis terhadap sumber daya manusia implementator 
kebijakan IPPT, dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kualitas dan 
kuantitas sumber daya manusia pegawai DPPD. Agar lebih jelas dalam 
mengetahui kualitas dan kuantitas pegawai DPPD Kabupaten Sleman, akan 
disajikan tabel tingkat pendidikan pegawai, sebagai berikut : 
Tabel 15. Tingkat Pendidikan Pegawai DPPD Kabupaten Sleman 
No Golongan Ruang 
Pendidikan 
S2 S1 D4 D3 SMA/ STM 
SM
P 
1. Pembina Utama Muda IV/c 1      
2. Pembina Tingkat 1 IV/b  1     
3. Pembina IV/a 1 1     
4. Penata Tingkat 1 III/d 2 4 1 1   
5. Penata III/c 2      
6. Penata Muda Tingkat 1 III/b 1 5  1 5  
7. Penata Muda III/a  6   5  
8. Pengatur Tingkat 1 II/d     1  
9. Pengatur II/c  1   1 2 
10. Pengatur Muda Tingkat 1 II/b       
11. Pengatur Muda II/a     1  
12. Juru Ic      1 
Jumlah : 44  7 18 1 2 13 3 









Jumlah seluruh pegawai DPPD Kabupaten Sleman berdasarkan tabel 15 
diatas adalah 44 orang. Kualifikasi sumber daya manusia pegawai yakni 7 orang 
yang berpendidikan S2,  18 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D4,  
2 orang berpendidikan D3, 13 orang berpendidikan SMA/STM, dan 3 orang 
berpendidikan SMP. Apabila melihat data diatas dapat dikatakan jumlah atau 
kuantitas sumber daya manusia di DPPD Kabupaten Sleman masih sangat kurang, 
bahkan dapat dikatakan tidak proporsional. Jumlah pegawai yang memiliki basis 
pendidikan S1 hanya 18 orang, sedangkan yang berpendidikan SMA sangat 
banyak yakni 13 orang. Dalam sebuah instansi yang menangani pertanahan 
idealnya memang tidak semua diharuskan memiliki basis pedidikan perguruan 
tinggi, banyak hal seperti penanganan masalah kebersihan kantor, keamanan 
ataupun masalah dapur tidak memerlukan pagawai dengan jenjang pendidikan S1. 
Namun sebaliknya, ketika jumlah pegawai yang memiliki basis pendidikan SMA 
atau SMP jumlah jumlahnya terlalu banyak maka akan menyebabkan 
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai tersebut. Akan lebih parah 
lagi apabila pegawai yang bersangkutan ternyata mengemban tugas yang 
sebenarnya tidak layak dibebankan kepadanya, hal ini dikarenakan yang 
bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas 
Berdasarkan analisis peneliti ada beberapa pegawai DPPD Kabupaten 
Sleman tidak memiliki kualifikasi yang kurang untuk mengelola bidang tertentu di 
DPPD Kabupaten Sleman. Misalnya pada bagian Seksi Data dan Informasi 




Dari sisi jumlah sudah dapat dipastikan hal ini kurang. Kepala Bagian Seksi Data 
dan Informasi, Kurniawan Prasetyo Hadi, AP telah menduduki jabatan struktural 
sebagai kepala bagian sehingga tugasnya umumnya lebih pada hal yang bersifat 
administratif dan tidak lagi menangani masalah teknis. Sementara itu, tiga staf 
dibawahnya antara lain Agung Kharmanta, S.Si, Bambang Pamungkas, ST, dan 
Suhanto memiliki tugas yang berat yakni menangani hal-hal yang sifatnya teknis 
seperti mengelola, menyusun dan mengembangkan sistem data informasi 
pertanahan. Jumlah seksi yang hanya tiga orang dapat dikatakan sangatlah sedikit, 
hal ini mengingat Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang sangat luas dan 
dalam mengelola informasi pertanahan diperlukan jumlah pegawai yang cukup 
banyak dan memiliki keahlian tertentu. Lebih ironis lagi, ternyata Suhanto hanya 
memiliki basis pendidikan SMA/STM. Padahal tugas staf Bagian Data Dan 
Informasi idealnya minimal memiliki basis pendidikan sarjana S1 atau D4. Tugas 
seorang staf seksi data dan informasi misalnya dalam hal penyusunan dan 
pengembangan sistem informasi pertanahan, penyusunan dan update database 
pertanahan, merancang jaringan data melalui single basemap. dan keahlian seperti 
ini hanya didapat oleh seorang yang mengenyam pendididkan di perguruan tinggi 
dengan bidang studi tertentu. 
Sementara itu, untuk Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan terdiri 
dari seorang kepala seksi dan tiga orang staf. Kepala Bidang adalah Muhammad 
Sugandi, SH, M.Si, sedangkan stafnya adalah Sumaryanti, Hartono dan Warsita. 




lahan pasca suatu perizinan IPPT diberikan. Tugas dari Bidang Pengawasan 
Pemanfaatan Pertanahan adalah melakukan kegiatan mengawasi penggunaan dan 
pemanfaatan tanah, untuk menciptakan pola penatagunaan tanah yang terkendali 
dan sesuai peruntukan, serta untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan 
pemanfaatan lahan yang ada di lapangan. Secara ideal untuk dapat melakukan 
pengawasan dengan baik, seorang pegawai DPPD minimal disyariatkan memiliki 
jenjang pendidikan sarjana, khususnya Sarjana Hukum. Hal ini dikarenakan dalam 
menjalankan tugas di Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan seorang 
pegawai perlu memahami perangkat peraturan hukum tentang pertanahan 
sehingga apabila dalam tugas pengawasan menemukan penyimpangan-
penyimpangan, maka dapat dilakukan mekanisme penindakan melalui upaya 
hukum yang sudah ditentukan. pemahaman mengenai peraturan dan hukum 
pertanah hanya akan dapat diperoleh seseorang ketika di perguruan tinggi 
khususnya studi ilmu hukum. Sementara itu, yang terjadi di Bidang Pengawasan 
Pemanfaatan Pertanahan hanya kepala bagian saja yang memiliki basis keilmuan 
sarjana hukum, sedangkan tiga staf yang lain hanya merupakan lulusan SMA. 
Meskipun bidang hukum bisa dipelajari siapa saja, namun untuk menjalankan 
sebuah peraturan dan kinerja pengawasan diperlukan pegawai dengan basis 
keilmuan yang mumpuni, dan umumnya ilmu tersebut hanya di dapat dalam 
pendidikan di perguruan tinggi, bukan di sekolah menengah. 
Beberapa bidang lain misalnya di bidang perizinan ternyata juga mengalami 




merupakan lulusan dari SMA. Bagian perizinan memiliki tugas yang berat yaitu 
mengelola perizinan IPPT sehingga membutuhkan jumlah sumber daya manusia 
yang tidak sedikit. Pelaksanaan pelayanan perizinan akan terganggu apabila 
jumlah sumber daya manusia terbatas dan tidak didukung oleh basis keilmuan 
yang mumpuni.  
Setelah peneliti analisis terhadap sumber daya manusia pegawai, peneliti 
melakukan langkah klarifikasi dengan wawancara secara langsung kepada DPPD 
Kabupaten Sleman, hal ini dilakukan guna memastikan sekaligus membandingkan 
analisis yang dilakukan peneliti mengenai sumber daya manusia pegawai DPPD 
Kabupaten Sleman sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Berikut 
wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perizinan DPPD Kabupaten Sleman, 
Dra. Fransisca Retno Wisudawati :  
“Sumber daya manusia di sini secara personel ya kurang baik, kuantitas 
maupun kualitasnya. Aturan pertanahan itu, kan, banyak sekali jadi personel 
itu harus mendalami aturan-aturan di bidang pertanahan. Kan di situ ada 
kompleksitas ya, menyangkut kepentingan sangat sulit kadang-kadang.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
Bidang pertanahan merupakan bidang yang mempunyai banyak aturan dan 
kompleksitas didalamnya. Berbagai masalah bisa muncul dalam pertanahan dan 
umumnya, selalu berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, maupun lingkungan. 
Ketiga hal tersebut harus masih dikaitkan dengan rumitnya peraturan pertanahan 
yang harus mampu mengatasi masalah pertanahan yang ada, sehingga kondisinya 
sesuai dengan harapan. Masalah tersebut juga harus dihadapi oleh personel DPPD 




Maka dari itu para pegawai DPPD Kabupaten Sleman dituntut memiliki kualitas 
yang baik, dan salah satu cara untuk mengukur kualitas sumber daya manusia 
pegawai adalah dengan melihat kualitas pendidikan pegawai yang bersangkutan.  
Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai DPPD, juga  dirasakan pula oleh 
pegawai DPPD yang lain,  Agung Kharmanta, S.Si., Staf Seksi Penatagunaan Tanah 
juga memiliki pendapat yang lain, berikut kutipan wawancara dengan yang 
bersangkutan : 
“Kami tidak mungkin bisa melakukan pengawasan setiap waktu, pekerjaan 
di sini juga banyak, tapi personelnya cuma berapa? 
Jumlah pegawai yang sedikit membuat kita kurang maksimal pelayanannya.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Agung Kharmanta, S.Si., Staf Seksi Penatagunaan Tanah dalam kutipan 
wawancara diatas menyatakan bahwa perkerjaan dalam pengelolaan tanah 
memiliki tugas yang banyak, namun  terkendala dengan jumlah pegawai. Hal ini 
akan menyebabkan pegawai DPPD Kabupaten Sleman kurang maksimal dalam 
menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.  
Selain beberapa hal diatas terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai DPPD 
Kabupaten Sleman berpengaruh juga terhadap program kerja DPPD Kabupaten 
Sleman, banyak program yang harusnya terealisasi pada akhirnya hanya 
terealisasi sebagian bahkan tidak terealisasi sama sekali. Misalnya pada Bidang 
Tata Guna Tanah. Bidang tata guna tanah memiliki tugas memonitoring seluruh 
kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman dan memonitoring rencana tata ruang. 




sebagai kepala bidang, satu orang kepala seksi dan tiga orang staf. Jumlah ini 
dinilai sangat sedikit dan kurang mencukupi kebutuhan di lapangan. Berikut hasil 
wawancara peneliti dengan Ir. Rin Andrijani, MT, Kepala Bidang Tata Guna 
Tanah : 
“Kita tidak bisa melaksanakan beberapa program kerja. Ya karena 
keterbatasan itu!. Terbatas personel juga terbatas anggaran.  Harusnya 
dalam program kerja kami mentoring 17 kecamatan atau semua rencana tata 
ruang, tapi karena terbatas satu tahun paling hanya dua kecamatan atau dua 
rencana tata ruang yang dapat kita mentoring”. 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2012) 
 
Keterbatasan kuantitas pegawai menyebabkan banyak program DPPD 
Kabupaten sleman terbengkalai dan tidak terealisasi. Hasil wawancara diatas 
menunjukkan bahwa program Bidang Tata Guna Tanah tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Misalnya dalam hal mentoring, dalam program kerja 
Bidang Tata Guna Tanah harusnya selama setahun dapat memonitoring seluruh 
rencana tata ruang yang meliputi 17 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten 
Sleman. Namun, karena pegawai yang ada tidak mencukupi menyebabkan 
program tersebut hanya terlaksana sebagian, sehingga hanya dua kecamatan saja 
yang bisa terjangkau. 
Berdasarkan hasil analisis dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai di DPPD Kabupaten Sleman 
masih kurang. Banyak pegawai yang menjalankan tugas namun tidak sesuai 
dengan basis keilmuan yang bersangkutan. Banyaknya pegawai yang hanya 




yang harusnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun namun ternyata 
hanya terlaksana sebagian. Penilaian kualitas maupun kuantititas pegawai yang 
kurang baik ternyata disadari pula oleh DPPD Kabupaten Sleman sendiri. Hal ini 
tercermin dalam beberapa kutipan wawancara diatas. Rendahnya kualitas dan 
kuantitas pegawai DPPD Kabupaten Sleman, berdampak pada proses pelaksanaan 
IPPT. Kualitas dan kuantitas dari pegawai DPPD Kabupaten Sleman yang kurang 
baik akan mempengaruhi efektifitas dari kebijakan IPPT. Wilayah Kabupaten 
Sleman sangat luas, tanpa sumber daya manusia yang memadai, maka akan sangat 
sulit untuk melaksanakan tugas dalam bidang pertanahan. 
 
b. Daya Dukung Peraturan 
Daya dukung peraturan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 
kebijakan. Daya dukung peraturan menjadi salah satu indikator pendukung atas 
efektif atau tidaknya suatu kebijakan. IPPT sebagai salah satu instrumen kebijakan 
pengendalian pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman, amat perlu didukung oleh 
beberapa peraturan pendukung berupa dokumen perencanaan. Dokumen tersebut 
menjadi dasar utama pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada 
masyarakat. Dokumen perencanaan sercara ideal berupa Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detil Tata 
Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 
Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme 




tanah merupakan salah satu bagian dari penataan ruang. Seperti yang telah 
dijelaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penataan ruang terdiri dari 
tiga kegiatan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada dasarnya 
adalah mengendalikan sejauhmana rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat 
dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, sebagai pedoman pengendalian, 
RTRW harusnya memberikan arahan yang detail dan kongkrit sehingga dapat 
diaplikasikan di lapangan secara jelas dan dapat dipahami masyarakat dari 
berbagai macan segmen. 
Penataan ruang suatu wilayah diwujudkan dalam bentuk RTRW dan 
seharusnya dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih detail seperti RUTR, 
RDTR, dan RTBL yang masing-masing mempunyai tingkat ketelitian peta. 
Efektifitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian 
atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan 
tata ruang yang mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat 
ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Oleh karena 
itu, dalam penerapannya masih diperlukan perencanaan yang lebih rinci. 
Dokumen peta perencanaan RTBL dengan skala 1: 2000 sebenarnya menjadi 
dokumen acuan yang paling operasional dibandingkan dokumen perencanaan 
lainnya. Rencana ini telah menunjukkan peta dalam satuan persil (sebidang tanah 




yang diberikan dengan melihat persil dalam dokumen perencanaan akan mudah 
diketahui bisa dilaksanakan atau tidak. 
RTRW Kabupaten Sleman disusun pada tahun 1992 dan di-Perda-kan tahun 
1994, berlaku sampai dengan 2004. Secara substansi RTRW tersebut masih 
berbasis pada kebijakan yang digariskan pada Repelitada dan pola dasar versi 
lama. Mulai tahun 2003 telah dilakukan penyusunan kembali RTRW untuk masa 
berlaku sepuluh tahun yaitu 2005- 2015, namun karena adanya banyak perubahan-
perubahan diantaranya masuknya kebijakan otonomi daerah serta banyaknya 
perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang baik yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, swasta maupun masyarakat, maka rencana tata ruang yang sudah 
disusun mengalami perubahan. Munculnya kebijakan baru mengenai penataan 
ruang yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 juga menjadi salah 
satu pertimbangan RTRW Kabupaten Sleman dirumuskan kembali untuk periode 
Tahun 2009-2028. Meskipun sudah 2 tahun disusun, hingga kini RTRW 
Kabupaten Sleman belum juga selesai sehingga belum dapat disahkan. 
Dalam kasus di Kecamatan Godean, dokumen perencanaan yang ada dan 
dijadikan pedoman hanya ada dua, yakni RTRW Kabupaten Sleman dan RDTR 
desa-desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Godean daerah. Jika dilihat dari 
hirarki dokumen perencanaan yang harus ada, secara legal kebijakan penataan 
ruang di Kecamatan Godean masih belum lengkap, dan secara teknik belum 
operasional untuk digunakan sebagai acuan pemberian izin. RTRK atau RTBL 




Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu 
lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, 
penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan 
program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, 
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian 
pelaksanaan pengembangan lingkungan. 
Dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tanah oleh DPPD Kabupaten 
Sleman khususnya di Kecamatan Godean yang dijadikan acuan adalah RTRW dan 
RDTR saja. Hal ini tentu saja terdapat kelemahan, mengingat RDTR memiliki 
skala peta yang cukup besar, sehingga dimungkinkan pertimbangan pemberian 
izin hanya bersifat meraba-raba dari blok-blok yang ditunjukkan dalam peta, 
belum lagi kawasan yang tidak tercakup dalam RDTR tersebut, tentunya hanya 
berpedoman pada RTRW yang sifatnya sangat umum. 
Disisi lain, penyusunan dokumen perencanaan di banyak wilayah di 
Kabupaten Sleman banyak yang belum di sahkan dalam bentuk Peraturan Daerah 
(Perda), sehingga tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengatur pemanfaatan 
lahan. Padahal harusnya setiap kawasan di suatu wilayah yang difungsikan untuk 
kegiatan tertentu seperti yang telah direncanakan dalam tata ruang perlu dibuat 
Perda untuk kegiatan yang difungsikan tersebut. Peraturan daerah dari suatu 
fungsi kawasan ini digunakan sebagai dasar hukum. Hingga saat ini tata ruang 




Hal ini seperti yang dikatakan Kepala Bidang Perizinan Pertanahan DPPD 
Kabupaten Sleman, Dra. Fransisca Retno Wisudawati, sebagai berikut: 
“Lha kendalanya itu Mas, tata ruang itu belum semua di-Perda-kan. Ya jadi, 
kalau ada yang mengajukan izin penggunaan tanah dan ternyata kebetulan 
pas yang belum ada Perda-nya, ya kami tidak bisa menolaknya. Orang dasar 
hukumnya Perda. Jadi, kalau tidak ada Perda, ya tidak bisa dilakukan. Untuk 
wilayah Kabupaten Sleman sendiri, belum semua ada Perda-nya, yang ada 
Perda-nya baru sedikit dan umumnya sebagian besar belum di-Perda-kan. 
Untuk RTRW Kabupaten Sleman yang baru saja, masih dalam bentuk 
rancangan. Yang dari tahun 2009 sudah disusun, tetapi tidak juga disahkan 
hingga sekarang. Jadi, untuk permohonan perizinan pada desa/kecamatan 
yang belum ada Perda RDTR-nya, ataupun Perda-nya sudah kedaluarsa, ya 
kami tidak bisa menolak.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Pernyataan senada diungkapkan pula oleh Kasie Pengawasan Pemanfaatan 
Tanah Kas Desa, Hendri Setiawan, S.Sos., MPA, sebagai berikut: 
“Peraturannya belum maksimal mas. Jadi, itu yang menjadi kendala di 
lapangan. Tidak smua wilayah ter-cover peraturan, sehingga kami pun tidak 
bisa menyelesaikan masalah diluar yang ada di peraturan.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Melihat kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa DPPD Kabupaten 
Sleman hanya dapat melakukan penolakan terhadap IPPT yang tidak sesuai 
dengan wilayah-wilayah, yang rencana tata ruang wilayahnya sudah ditetapkan 
menjadi peraturan daerah. Bagi wilayah-wilayah yang belum disahkan rencana 
tata ruang wilayahnya, maka DPPD Kabupaten Sleman tidak berkemampuan 
menolak izin, meskipun mungkin izin itu menyalahi aturan. Hal ini karena DPPD 
Kabupaten Sleman tidak memiliki dasar ketentuan, yaitu rencana tata ruang 




Penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman menjadi peraturan 
daerah, saat ini, masih terkendala banyaknya prosedur dan tahapan yang harus 
dilalui hingga disetujui oleh DPR. Masalah terkait dengan kemampuan anggaran 
dan belum juga disahkannya rencana tata ruang wilayah menjadi peraturan daerah. 
Padahal, tiap tahun wilayah Kabupaten Sleman terus mengalami alih fungsi lahan 
yang sulit untuk dibendung. Apabila tidak segera disahkan, maka akan makin 
banyak sawah dan lahan pertanian yang berubah menjadi bangunan dan sarana 
fisik lainnya. Hal ini apabila dibiarkan, selain akan merusak ekosistem, juga akan 
menyebabkan bencana alam berupa bencana banjir. Terlebih lagi, setiap tahun 
wilayah Kabupaten Sleman yang berdekatan dengan lokasi Gunung Merapi selalu 
terancam lahar dingin di saat musim penghujan tiba. Bagan dan peta di bawah ini 
akan memberi gambaran susunan dokumen kebijakan penataan ruang di 
Kecamatan Godean, sebagai dasar pengendalian pemanfaatan lahan: 
 












Berdasarkan wawancara dan juga gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 
daya dukung peraturan terhadap kebijakan pengendalian pertanahan melalui 
mekanisme perizinan IPPT masih kurang dan belum memenuhi kriteria ideal. 
Khusus di Kecamatan Godean tidak tersedia dokumen rencana tata ruang yang 
lengkap yang seharusnya digunakan untuk acuan IPPT dalam pemberian izinnya. 
Terdapat lompatan rencana tata ruang, yakni dari RTRW langsung ke RDTR dan 
tidak dilengkapi RTBL sebagai dokumen acuan IPPT.  
Kebijakan pengendalian pemanfataan tanah memerlukan penegakan hukum 
sehingga mampu menciptakan ketertiban, namun terkendala daya dukung 
terhadap peraturan dimana peraturan yang seharusnya menjadi dasar penegakan 
hukum justru tidak mendukung usaha tersebut. Padahal kebijakan harus 
diterjemahkan dalam suatu peraturan sehingga secara teknis mampu dilaksanakan 
di lapangan.  
Keberadaan peraturan tata ruang pada dasarnya digunakan untuk menunjang 
efektititas kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan, namun yang terjadi pada 
Kabupaten Sleman tidak demikian, kebijakan yang sudah berjalan tidak didukung 
oleh peraturan yang memadai, (RTRW belum disahkan, tidak semua wilayah ada 
RDTR). Kurangnya daya dukung peraturan akan berpengaruh secara langsung 
terhadap efektifitas IPPT sebagai instrumen kebijakan pengendalian pemanfaatan 
lahan. Ketidakefektifan IPPT akan berdampak serius terhadap ketercapaian tujuan 





c. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Lahan 
Penilaian kinerja (performance appraisal) pada sebuah program ataupun 
kebijakan, pada dasarnya merupakan salah faktor kunci guna menilai keberhasilan 
sebuah kebijakan. Kebijakan dalam tataran ide mungkin bisa dikatakan sempurna 
dan ideal, namun kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efektif atau efisien 
sebelum melakukan sebuah kajian penilaian atas kinerja peraturan atau kebijakan 
itu sendiri. Penilaian kinerja sebuah kebijakan bermanfaat bagi perkembangan 
sebuah kebijakan. Penilaian terhadap kinerja sebuah kebijakan dapat bermanfaat 
pula untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, yakni apakah 
hasil dari kebijakan sudah sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan tersebut. 
IPPT sebagai salah satu instrumen peraturan pengendalian pemanfaatan 
lahan di Kabupaten Sleman, masih perlu dianalisis dan dinilai kinerjanya apakah 
peraturan ini cukup ideal dan mampu untuk mengendalikan pemanfaaatan lahan di 
Kabupaten Sleman. Analisis kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian 
atau hasil dari kebijakan IPPT, dikaitkan dengan tujuan awal adanya kebijakan ini 
sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai baik-buruknya atau 
efektif-tidaknya kebijakan IPPT di Kabupaten Sleman pada umumnya, dan di 
Kecamatan Godean pada khususnya. 
 
1) Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Sleman 
Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 1988–2005, mengalami perubahan 




kini banyak yang telah berubah menjadi lahan pekarangan atau lahan terbangun 
(built up area). Wilayah kecamatan di mana perubahan penggunaan lahannya 
mencapai empat besar tertinggi, dari 17 kecamatan, antara lain Kecamatan 
Gamping, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Godean, dan. 
Angka pertumbuhan lahan terbangun di wilayah tersebut per tahun sebesar 0,35% 
atau bertambah rata-rata 61,925 ha per tahun. Hal ini menunjukan lahan sawah 
dan tegalan terus berkurang setiap tahunnya, padahal diketahui bahwa lahan 
sawah dan tegalan merupakan lahan terbuka dan digunakan untuk area resapan. 
Namun kini, lahan sawah dan tegalan telah berubah menjadi lahan bangunan. 
Menurut data yang diperoleh dari DPPD Kabupaten Sleman, pada tahun 
2004–2005, jumlah pemohon IPPT di Kabupaten Sleman ialah 1.652. Umumnya, 
izin yang dikeluarkan berupa Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) atau juga 
pengeringan, dengan komposisi terbanyak pertama mencapai 73,43%. Sementara 
komposisi terbanyak kedua adalah jenis Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dengan 
komposisi 23,67%, dan sisanya berupa Izin Lokasi (IL), Izin Konsolidasi Tanah 
(IKL), dan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (IPL), 
dengan jumlah presentase yang sangat sedikit. 
Izin pengeringan diberikan untuk pembangunan rumah tinggal pribadi dan 
keluasan sangat terbatas, sedangkan izin pemanfaatan tanah diberikan biasanya 
untuk bidang usaha, baik profit maupun nonprofit. Sementara untuk tahun 2009, 




tersebut sebanyak 746 (70,57%) permohonan disetujui, 184 (17,4%) permohonan 
ditolak, dan 127 (12%) permohonan dalam proses. 
Dari pertimbangan data yang tersedia, alih fungsi lahan pada tahun 2004-
2005 merupakan periode paling ekstrem. Maka dari itu, penelitian ini 
menganalisis izin yang dikeluarkan pada tahun 2004–2005. Berikut ini tabel 
jumlah dan jenis IPPT yang dikeluarkan DPPD Kabupaten Sleman, pada tahun 
2004–2005. 
Tabel 17. Jumlah dan Jenis IPPT yang Dikeluarkan Tahun 2004–2005 
No. Jenis IPPT Jumlah Presentase (%) 
1.  Izin Lokasi 25 1,51 
2.  Izin Pemanfaatan Tanah 391 23,67 
3.  Izin Perubahan Penggunaan Tanah 1.213 73,43 
4.  Izin Konsolidasi Tanah 2 0,12 
5.  Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
21 1,27 
Jumlah 1.652 100 
Sumber: Data DPPD Kabupaten Sleman Tahun 2004-2005, diolah peneliti. 
 
Berdasarkan data di atas keluasan yang telah diizinkan mencapai 
3.560.194,04 m² atau 356,02 ha lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Jumlah ini 
baru yang secara administrasi telah mengurus izin di DPPD Kabupaten Sleman. 
Jumlah ini akan bertambah luas, apabila ditambah dengan pembangunan yang 
tidak berizin, yang dilakukan oleh orang/badan, demikian pula pelanggaran 






Tabel 18. Luas Lahan Diizinkan Melalui IPPT Berdasarkan Jenis Tahun 2004-
2005 
No Jenis IPPT Jenis Lahan Sawah Tegalan Pekarangan 
1.  Izin Lokasi 431.880,50 132.059.50 619.203 
2.  Izin Pemanfaatan Tanah 610.443 - - 
3.  Izin Perubahan Penggunaan 
Tanah 507.267 297.762 172.770 
4.  Izin Konsolidasi Tanah 290.286 35.000 71.719 
5.  Izin Penetapan Lokasi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
290.186 35.000 71.718,55 
Jumlah 2.129.962,44 494.821,50 935.410,10 
Sumber: Data DPPD Kabupaten Sleman Tahun 2004–2005, diolah peneliti. 
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis izin yang paling 
besar berkonstribusi pada perubahan penggunaan lahan, yakni izin pemanfaatan 
tanah yang seluas 61,9 ha, disusul izin perubahan penggunaan tanah seluas 61,0 
ha. Sementara jumlah jenis lahan yang berubah menjadi lahan terbangun, paling 
banyak terjadi pada jenis sawah yang mencapai 213 ha, dan jenis pekarangan yang 
mencapai 93,5 ha.  
Melihat data tersebut, bisa disimpulkan selama kurung waktu dua tahun saja 
terdapat 356,02 ha yang berubah menjadi lahan terbangun. Maka dari itu, kiranya 
perlu antisipasi daya dukung lingkungan secara keseluruhan di tingkat kabupaten, 
agar tidak terjadi bencana yang membahayakan lingkungan hidup. Fungsi dari 
pengendalian harus ditonjolkan dari fungsi pendapatan atau penyetor pendapatan 
asli daerah yang cukup besar. Jenis izin pemanfaatan tanah yang paling banyak 
peruntukannya, yakni untuk perumahan, baik skala kecil yang terdiri 4–10 rumah 




sedang maupun perumahan mewah. Sebagaimana diketahui, wilayah Kabupaten 
Sleman menjadi tujuan pengembang untuk menanamkan modalnya membangun 
perumahan.  
Berdasarkan 391 izin pemanfaatan tanah yang diberikan, lebih dari 150 
buah izin merupakan izin untuk pembangunan perumahan atau rumah, belum lagi 
izin yang diberikan untuk pembangunan rumah pondokan/rumah pertokoan (ruko). 
Jadi, saat ini jumlah perumahan di Kabupaten Sleman mencapai ratusan lokasi, 
dari berbagai pengembang yang ada. Pada saat pameran properti perumahan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005, tercatat ada 
59 pengembang yang mengikuti dan memiliki properti perumahan di Kabupaten 
Sleman. 
 
2) Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Godean 
Pergeseran penggunaan lahan di Kecamatan Godean menduduki urutan 
ketiga setelah Kecamatan Godean pada kurun waktu 1988-2002. Pada kurun 
waktu tersebut pengurangan jumlah lahan terbuka menjadi lahan terbangun 
mencapai 0,629% per tahun dari luas wilayah seluruhnya, sementara itu dalam 
kurun waktu 2009-2009, sesuai dengan data IPPT yang dikeluarkan oleh DPPD 
Kabupaten Sleman, di Kecamatan Godean jumlah IPPT yang dikeluarkan 
sebanyak 56 buah atau izin yang terdiri dari empat jenis IPPT yakni izin lokasi, 
izin pemanfaatan tanah, izin perubahan penggunaan tanah dan izin penetapan 




Jenis IPPT yang paling banyak adalah Izin Perubahan Penggunaan Tanah 
(IPPT) atau pengeringan sebanyak 94 buah, yang diberikan untuk pembangunan 
rumah tinggal pribadi/perseorangan. Selanjutnya adalah Izin Pemanfaatan Tanah 
(IPT), yang diberikan untuk kegiatan usaha, sebanyak 69 buah izin. Sedang izin 
yang lain seperti Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
hanya sedikit yaitu 2 buah dan untuk Izin Lokasi dan Izin Konsolidasi Tanah 
relatif sangat sedikit yaitu masing-masing hanya 1 buah. Berikut tabel jumlah dan 
jenis IPPT yang dikeluarkan di Kecamatan Godean tahun 2008 dan tahun 2009. 
Tabel 19. Jumlah dan jenis IPPT yang dikeluarkan di Kecamatan Godean tahun 
2008 – 2009 
No. Jenis IPPT Jumlah 
1. Izin Lokasi - 
2. Izin Pemanfaatan Tanah 18 
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 38 
4. Izin Konsolidasi Tanah - 
5. Izin Penetapan Lokasi Pembangunan 
 untuk Kepentingan Umum 
- 
Jumlah 56 
Sumber : Data DPPD Kabupaten Sleman 2008-2009 yang diolah peneliti. 
Tabel 20. Luas Lahan Diizinkan Melalui IPPT Berdasarkan Jenis Lahan di 
Kecamatan Godean Tahun 2008 – 2009 
No
. Jenis IPPT 
Jenis Lahan Jumlah Sawah Tegalan Pekarangan 
1. Izin Lokasi - - - - 
2. Izin Pemanfaatan Tanah 34.852 204 21.277 56.333 
3. Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah 
17.357 - - 17.357 
4. Izin Konsolidasi Tanah - - - - 
5. Izin Penetapan Lokasi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 
- - - - 
 Jumlah 52.209 204 21.277 73.690 




Berdasarkan data di atas tidak ada perbedaan yang mecolok antara 
Kecamatan Godean dengan Kabupaten Sleman, perubahan penggunaan lahan 
menjadi area terbangun sebagian besar terjadi di lahan sawah yaitu seluas 52.209 
m². Selanjutnya adalah pada lahan pekarangan seluas 21.277 m², sedangkan jenis 
lahan tegalan relatif kecil yaitu hanya sebesar 204 m² . Namun jika dilihat dari 
jenis IPPT, maka perubahan lahan terbangun paling banyak terjadi pada jenis izin 
perubahan penggunaan tanah (IPPT) sebanyak 38 buah, dan disusul pada jenis 
izin pemanfaatan tanah yaitu sebanyak 18 buah, sementara itu untuk Izin 
Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Izin Konsolidasi 
Tanah dan Izin Lokasi tidak ada. 
Bedasarkan data di atas dapat disimpulkan kinerja peraturan IPPT di 
Kecamatan Godean belum maksimal hal ini terbukti dengan alih fungsi lahan 
pertanian menjadi bangunan fisik yang terjadi pada di lahan sawah yaitu seluas 
52.209 m². Pada tahun 2008-2009 perizinan yang dikeluarkan untuk Kecamatan 




Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, DPPD Kabupaten Sleman 
tidak bisa berdiri sendiri. DPPD Kabupaten Sleman harus berkoordinasi dengan 
beberapa instansi, dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan pengendalian 




berupa koordinasi teknis, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Beberapa 
koordinasi yang telah dilakukan DPPD Kabupaten Sleman dengan instansi terkait, 
antara lain dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga 
pemerintahan kecamatan dan desa terkait. 
Koordinasi dengan beberapa instansi tersebut sangat perlu dilakukan karena 
DPPD sebagai instansi pelaksana, menjalankan tugas pengendalian pemanfaatan 
lahan secara berkaitan dengan instansi yang lain. Misalnya, dalam menindaklanjuti 
permohonan IPPT, DPPD Kabupaten Sleman perlu mengklarifikasi keabsahan 
pemilikan tanah dari BPN Kabupaten Sleman. Maka dari itu, pembagian tugas 
yang jelas kepada masing-masing instansi mutlak diperlukan untuk menghindari 
adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 
Bambang Pamungkas, ST., Staf Seksi Data dan Informasi Pertanahan DPPD 
Kabupaten Sleman, dalam wawancara, sebagai berikut: 
“Kalau kami dari DPPD itu, kan, tugasnya dalam hal pengendaliannya. Tapi 
kalau BPN itu, lebih administratif tentang legal pertanahannya, kayak yang 
membuat sertifikatnya. Makanya sama, BPN juga melakukan monitoring 
perolehan tanah. Maka dari itu, kami saling melakukan koordinasi teknis 
sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. 
Lah untuk BAPPEDA, tugasnya yaitu bikin tata ruang. Jadi, tata ruang itu 
yang punya BAPPEDA, BPN tidak punya tata ruang. Kalau BPN tugasnya 
melakukan pengukuran tanah di lapangan dan berkuasa membuat sertifikat. 
Jadi, BPN dan BAPPEDA tidak bisa memberikan Izin Peruntukan 
Penggunaan Tanah, karena itu hak tugas dari DPPD.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2012) 
 
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, sudah jelas bagaimana pembagian 




BAPPEDA. Hal ini sangat diperlukan karena terdapat dua instansi berbeda dalam 
satu wilayah, namun mempunyai tugas pada bidang yang sama, yakni dalam hal 
pertanahan. Kerancuan atau tumpang tindih akan terjadi, jika tidak ada pembagian 
tugas yang jelas. Ketidakjelasan pembagian tugas ini juga akan menyebabkan 
kerancuan, saat menjelaskan instansi apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas tertentu. 
Dalam kutipan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas 
BPN Kabupaten Sleman yakni dalam administrasi pertanahan, seperti pengukuran 
tanah, pelepasan pemilikan tanah, dan juga pembuatan sertifikat tanah. Sementara 
DPPD Kabupaten Sleman, bertugas dalam hal pengendalian pemanfaatan tanah di 
Kabupaten Sleman, sedangkan BAPPEDA Kabupaten Sleman, tugasnya adalah 
membuat perencanaan tata ruang. 
Pembagian tugas mungkin sudah sangat jelas, seperti yang dijelaskan dalam 
wawancara di atas, namun apakah saat di lapangan, pelaksanaan koordinasi antara 
tiga instansi tersebut berlangsung dengan lancar? Berikut hasil wawancara dengan 
Sigit Priyatno, S.Si., Staf Seksi Penatagunaan Tanah: 
“Untuk koordinasi dengan instansi terkait berlangsung baik, kok. Tidak ada 
tumpang tindih kewenangan. Bahkan saat cek lokasi pemohon, DPPD selalu 
mengajak BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BPN.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2012) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpukan koordinasi antara 
DPPD Kabupaten Sleman dengan instansi lain yang menangani bidang 




dengan pihak desa atau kecamatan pun berlangsung baik?. Berikut hasil FGD 
dengan Usman Supriyadi, Kabag Pemerintahan Kecamatan Godean: 
“Kalau masalah IPPT, itu sepenuhnya dari DPPD. Kami dari kecamatan dan 
desa hanya bantu masalah cek lokasi saja. Kalau koordinasi penentuan IPPT 
kami tidak dilibatkan. Tugas kami ya ngantar cek lokasi saja.” 
(FGD dilakukan pada tanggal 23 Maret 2012) 
 
Menjadi suatu hal yang aneh manakala desa dan kecamatan ternyata tidak 
dilibatkan dalam koordinasi penentuan diterima atau tidaknya perizinan IPPT. 
Padahal, desa dan kecamatan merupakan pihak yang paling mengerti dan paling 
mengetahui wilayahnya. Namun, dalam implementasi IPPT, desa dan kecamatan 
tidak dilibatkan sama sekali dalam koordinasi. Seharusnya, desa dan kelurahan 
tersebut diberikan sebuah kesempatan untuk memberikan rekomendasi pada pihak 
DPPD Kabupaten Sleman mengenai kondisi tanah yang akan diberikan izin, tidak 
hanya dilibatkan dalam proses cek lokasi. 
Berdasarkan wawancara dan FGD di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa 
koordinasi antara DPPD Kabupaten Sleman dengan beberapa instansi pertanahan 
lain, seperti BAPPEDA dan BPN sudah baik. Namun, koordinasi dengan 
pemerintahan desa dan kecamatan masih kurang bagus. Hal ini telah terbukti dari 
pernyataan aparat kecamatan di atas, bahwa kecamatan hanya dilibatkan dalam 
proses cek lokasi saja, tanpa diberikan kesempatan untuk memberi rekomendasi 







Sosialisasi merupakan salah satu bentuk transparansi yang cukup penting 
terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kebijakan 
perizinan peruntukan penggunaan tanah. Tujuan dari sosialisasi pada masyarakat, 
yakni membuat masyarakat memahami peraturan yang berlaku. Sosialisasi menjadi 
wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi secara jelas pada 
masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat mengetahui, memahami, dan sadar 
untuk mematuhi dan melaksanakannya. 
Sosialisasi dapat disebut pula sebagai salah satu kunci keberhasilan sebuah 
kebijakan. IPPT sebagai sebuah kebijakan, dalam rangka mencapai tujuannya, 
maka perlu disosialisasikan pada masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna 
memperkenalkan peraturan tata ruang kepada masyarakat. Bentuk-bentuk 
sosialisasi yang sudah dilakukan DPPD Kabupaten Sleman, dalam rangka 
menyebarluaskan peraturan mengenai pertanahan, khususnya IPPT, yakni seperti 
yang dijelaskan oleh Bambang Pamungkas, S.T., Staf Seksi Data dan Informasi 
Pertanahan DPPD Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 
“Sosialisasi kami terkait peraturan, ya, lewat macem-macem. Ada sosialisasi 
langsung kepada masyarakat, atau pake media cetak dan elektronik, lewat 
radio, lewat brosur, selebaran, juga berupa papan pengumuman yang 
dipasang di desa-desa.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2012)  
Berdasarkan informasi dari Bambang Pamungkas, sosialisasi peraturan yang 
sudah dilakukan DPPD Kabupaten Sleman selama ini, di antaranya berupa datang 




desa-desa, serta dengan menggunakan beberapa media cetak, yaitu berupa brosur, 
selebaran, dan media elektonik berupa radio. Jenis dan bentuk sosialisasi 
kebijakan yang dilakukan DPPD Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup 
beragam, namun belum tentu efektifitas sosialisasi tersebut bagus dan tepat 
sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Apabila melihat kondisi lapangan  
dapat dikatakan sosialisasi yang dilakukan DPPD Kabupaten Sleman tidak efektif 
dan tidak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masih banyaknya 
pelanggaran pemanfaatan tanah yang dilakukan masyarakat khususnya di 
Kecamatan Godean, menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan yang dilakukan 
pemerintah telah dikatakan tidak berhasil. 
Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan pelanggaran pemanfaatan 
tanah di Kecamatan Godean paling banyak dilakukan oleh warga lokal atau 
penduduk asli yang notabene berasal dari Kecamatan Godean. Hal ini dibuktikan 
dari beberapa keterangan yang peneliti ambil dari masyarakat lokal dan juga 
aparat pemerintah desa yang diwawancarai beberapa saat yang lalu. Seperti 
misalnya keterangan yang diberikan Ardi Warga Desa Sidoluhur dalam 
wawancara berikut. 
“Kalau di kampung sini, kebanyakan gak izin, gak izin gak papa kok, kan di 
kampung. Orang desa sini bangun rumah di atas sawah, ya gak ada yang 
izin, Mas. Lah wong di kampung aja ya nggak usah izin. Ya toh? 
Jadi, banyakan kalau orang sini tidak ada yang izin. Nanti kalau diminta, 
baru izin.” 





Pernyataan bapak Ardi di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat 
lokal atau penduduk asli tidak mengurus izin IPPT sebelum mendirikan bangunan. 
Pemikiran masyarakat yang mengatakan bahwa penduduk kampung tidak perlu 
melakukan perizinan menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami peraturan 
yang sudah ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten 
Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
dimana mewajibkan setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah 
untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak 
pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan wajib memperoleh izin 
peruntukan penggunaan tanah dari bupati. Fakta lain yang menyebutkan bahwa 
masyarakat lokal tidak mengajukan izin IPPT sebelum membangun rumah hunian 
juga dapat dibuktikan melalui wawancara dengan salah satu warga yaitu Widy 
yang merupakan salah satu warga yang baru saja membangun rumah di atas 
sawah irigasi di Desa Sidomulyo. berikut hasil wawancara dengan yang 
bersangkutan: 
“Saya bangun (rumah) ini tahun 2009. Ini dari tanah warisan orang tua, 
suratnya belum dipindahkan, jadi masih nama orang tua. Dulunya, ini ya 
sawah. Saya dan suami tidak tahu ada peraturan seperti itu. Itu baru ya, 
Mas? Dari desa, belum ada sosialisasi, soalnya. Kalau di sini bangun rumah 
ya bangun saja Mas, nggak ada izin-izinnya. Izin ke dukuh juga tidak.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2012) 
 
Widy merupakan satu contoh lagi bagaimana peraturan itu tidak tersentuh 
hingga ke masyarakat tingkat bawah. Widy adalah salah satu warga yang 




melakukan pembangunan rumah, yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa ada 
peraturan yang mengharuskan dia melakukan izin ke pemerintah, sehingga pada 
akhirnya tanpa disadari Widy melanggar peraturan pemanfaatan tanah (IPPT). 
Pendapat kurang lebih sama datang pula dari Baharudin, warga Desa Sidokarto, 
yang membangun rumah di atas sawah yang merupakan warisan dari orang 
tuanya. Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan yang bersangkutan: 
“Lah wong ini tanah.. tanah saya sendiri kok, Mas! Tanah ini sudah sejak 
lama milik orang tua saya dan sekarang diwariskan ke saya. Jadi, kalau mau 
saya apakan, ya, terserah saya dong? Ngapain saya harus izin segala? 
Pemerintah itu hanya bikin peraturan yang aneh-aneh saja. Ini paling alasan 
pemerintah untuk nyari proyek saja. Apalagi saya dengar-dengar, masalah 
izin pertanahan ini hanya permainan oknum saja. Pemerintah bukannya 
membantu rakyat kecil, malah mempersulit masyarakat.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012) 
 
Baharudin adalah seorang PNS dan mengajar di salah satu sekolah dasar di 
Sleman, meskipun seorang PNS, namun ternyata dia tidak mengetahui kalau ada 
peraturan perizinan. Bahkan sebagai warga asli Kabupaten Sleman, dia tidak 
mengetahui bahwa terdapat instansi yang khusus menangani masalah pertanahan. 
Nama instansi pertanahan DPPD Kabupaten Sleman ternyata masih asing bagi 
warga Kabupaten Sleman sendiri, danbelum diketahui secara luas di masyarakat. 
Beberapa kutipan wawancara yang dilakukan kepada beberapa warga di 
atas, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peraturan perizinan 
pemanfaatan tanah masih sangat kurang. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak 
mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat 




Pelanggaran ini bahkan sudah membudaya dan tumbuh secara sporadis di 
masyarakat. Pemahaman masyarakat yang rendah tentang peraturan dan keberadaan 
instansi yang mengelola pertanahan ini menunjukkan terjadi kegagalan pemerintah 
daerah dalam hal sosialisasi peraturan perizinan pertanahan kepada masyarakat. 
Meskipun peraturan IPPT sudah lama diberlakukan, namun sosialisasi harus tetap 
digalakkan. Hal ini mengingat penduduk Kabupaten Sleman setiap tahun terus 
meningkat jumlahnya. Belum lagi, jumlah pendatang tentu akan terus berdatangan 
ke Kabupaten Sleman. Apabila sosialisasi ini berhenti, maka pelanggaran alih 
fungsi lahan akan terus terjadi di masyarakat.  
Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan selama ini juga terbukti kurang 
efektif. Misalnya, sosialisasi melalui media selebaran atau brosur. Brosur yang 
hanya berisi poin-poin peraturan, tidak akan mudah dipahami masyarakat awam, 
sehingga butuh penjelasan lebih lanjut. Penjelasan pun hanya akan diberikan oleh 
DPPD Kabupaten Sleman pada orang yang membutuhkan informasi pertanahan, 
dan mereka juga harus datang ke kantor DPPD Kabupaten Sleman. Untuk media 
sosialisasi lain, berupa papan peringatan yang dipasang di desa-desa, terbukti tidak 
efektif juga. Hal ini mengingat jumlah papan peringatan yang dipasang hanya 
berjumlah sedikit dan sudah mulai usang dimakan usia. Tempat pemasangan yang 
tidak strategis, menyebabkan papan peringatan ini tidak terbaca dengan baik oleh 
masyarakat. Berikut ini adalah foto bentuk-bentuk sosialisasi IPPT melalui papan 







Gambar 7. Bentuk Sosialisasi Berupa Papan Peringatan IPPT 
 
Berdasarkan pengamatan di lapangan, di Kecamatan Godean hanya ada 2 
papan yang dipasang. Cara pemasangan papan peringatan ini juga kurang tepat 
dan tidak eye catching. Foto di atas misalnya, merupakan foto papan peringatan 
yang dipasang di pinggir jalan disekitar persawaahan warga, papan pengumuman 
sudah mulai rusak, penuh coretan dan karatan. Ditambah lagi, papan peringatan 
tersebut hanya terpasang dengan jumlah yang sangat sedikit, sehingga sosialisasi 
melalui papan inipun juga kurang efektif. Tempat pemasangan mungkin sudah 
tepat, namun cara pemasangan kurang tepat sehingga tidak memungkinkan orang 




Berdasarkan pengamatan, wawancara dan analisis di lapangan maka dapat 
disimpulkan sosialisasi IPPT yang dilakukan DPPD Kabupaten Sleman dapat 
dikatakan masih kurang. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya ditemukan 
pelanggaran pemanfaatan tanah yang dilakukan masyarakat khususnya 
masyarakat lokal Kecamatan Godean. Kurangnya sosialisasi menyebabkan 
masyarakat tidak menegtahui adanya peraturan dan pada akhirnya melakukan 
pelanggaran secara tidak sengaja. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat 
umumnya berupa pembangunan rumah hunian di atas sawah irigasi dengan tanpa 
mengajukan IPPT terlebih dahulu.  
 
f. Pengawasan 
Pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat diartikan sebagai 
usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang 
telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pengawasan merupakan salah satu hal 
teknis dalam pengendalian pemanfaatan lahan pasca perizinan diberikan. 
Pengawasan pemanfaatan tanah dilakukan sebagai kegiatan mengawasi 
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan pola penatagunaan tanah 
yang terkendali dan sesuai peruntukan dan untuk memperkecil penyimpangan-
penyimpangannya. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengikuti dan 
mendata perkembangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh 
semua pihak, sehingga apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan 




penyelesaiannya. Tanpa adanya pengawasan maka peraturan pengendalian 
pertanahan melalui mekanisme perizinan IPPT tidak akan efektif pelaksanaannya. 
Dari kegiatan pengawasan inilah yang mampu menemukan berbagai pelanggaran 
di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan 
atas segala penyalah gunaan penggunaan tanah khususnya di Kabupaten Sleman. 
Melalui kegiatan pengawasan ini pulalah dapat diukur bagaimana efektifitas 
implementasi kebijakan penggendalian pemanfaatan lahan. 
Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan ruang umumnya 
diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Berdasarkan 
waktunya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang 
berdampak negatif. 
b. Pengawasan selama masa pemanfaatan, bertujuan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan dari IPPT yang telah diterbitkan. 
Kegiatan pengawasan pada umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) 
pendekatan, yaitu : 
a. Pengawasan by-process, artinya fokus pengawasan ditekankan pada proses 
perubahan pemanfaatan ruang. Apakah proses perubahan pemanfaatan ruang 
yang belangsung sesuai dengan rencana peruntukan. 
b. Pengawasan by-time, artinya waktu pengawasan dapat dilakukan secara 




dinamika perkembangan karakteristik dampak yang dihasilkan dari terjadinya 
perubahan pemanfaatan ruang. 
c. Pengawasan by-place, artinya pengawasan dilakukan pada tempat-tempat 
yang mungkin mendorong terjadinya pelanggaran rencana pemanfaatan ruang.  
Bentuk pengawasan yang dilakukan DPPD Kabupaten Sleman dalam upaya 
pengawasan tata ruang, berupa pengawasan mandiri oleh staff DPPD Kabupaten 
Sleman juga pengawasan yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, 
masyarakat yang bersangkutan. Pengawasan yang dilakukan DPPD Kabupaten 
Sleman umumnya secara rutin dilakukan pasca perizinan IPPT dikeluarkan. 
Seperti yang dijelaskan Sigit Priyatno, S.Si staf Seksi Penatagunaan Tanah DPPD 
Kabupaten Sleman berikut: 
“Kami biasanya melakukan pengawasan mandiri mas, biasanya ya 
dilakukan setelah perizinan IPPT itu keluar, ya ini biar yang ngajuin izin 
melakukan penggunaan tanah sesuai izin yang diminta, pengawasan lainnya 
kami lakukan juga dengan mengajak desa yang bersangkutan.” 
(Wawancara tanggal 23 Maret 2012) 
Proses pengawasan dilakukan oleh DPPD Kabupaten Sleman dengan tujuan 
dapat memantau kondisi tanah pasca perizinan IPPT ditutunkan dan meminimalisir 
adanya penyimpangan atau pelanggaran terkait izin pemanfaatan tanah. DPPD 
Kabupaten Sleman juga melaksanakan pengawasan rutin bekerja sama dengan 
pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat yang bersangkutan. Pengawasan 
pasca dikeluarkannya IPPT yang dilakukan oleh DPPD merupakan pemantauan 
terhadap proses kegiatan pembangunan yang telah memiliki izin dan menerima 




Bidang Pengawasan Pemanfaatan Tanah untuk segera melakukan pengawasan. 
Pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah adanya pelanggaran dan penyalah- 
gunaan izin yang diterima oleh pemohon. Perkembangan kegiatan pembangunan 
di wilayah Kabupatan Sleman akan terus terjadi, sehingga harus terus diawasi 
agar penggunaan tanah benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam RTRW.  
Pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh DPPD Kabupaten Sleman 
dilaksanakan secara bertahap ke beberapa kecamatan di semua wilayah Kabupaten 
Sleman. Kegiatan pengawasan secara mandiri ini dimulai dengan membentuk tim 
pengawas yang terdiri dari berbagai pihak, antara lain personel DPPD Kabupaten 
Sleman, BPN Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, serta pemerintah dari kecamatan dan 
desa terkait. 
Beberapa kegiatan pembangunan yang termasuk di dalam kategori 
pelanggaran, yakni kegiatan pembangunan yang tidak berizin, dan kegiatan 
pembangunan berizin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rekomandasi/ 
ketentuan yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan pembangunan yang tidak berizin 
dikategorikan menjadi dua jenis, yakni setiap kegiatan pembangunan tetapi belum 
memiliki izin, dan setiap kegiatan pembangunan yang ditolak permohonan izinnya 
atau tidak direkomendasi oleh pemerintah daerah tetapi yang bersangkutan tetap 
melaksanakan pembangunan. 
Teknis pengawasan dikategorikan ideal, apabila tim pengawas dari DPPD 




jadwal yang sudah ditentukan. Tim pengawas pemanfaatan tanah melakukan 
inventarisasi dan pendataan, terhadap berbagai kegiatan pembangunan dari hasil 
pemantauan langsung di lapangan, maupun laporan dari masyarakat. Penyelesaian 
masalah yang ditemukan di lapangan akan melibatkan Bagian Hukum Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil identifikasi yang diduga menjadi 
objek pelanggaran, tim pengawas akan melakukan peninjauan ke lokasi, lalu 
hasilnya dituangkan dalam berita acara pengawasan yang ditandatangani oleh tim 
dan penanggung jawab objek pelanggaran. Selain itu, setiap kegiatan pengawasan 
akan dibuat nota dinas yang disampaikan pada Kepala DPPD Kabupaten Sleman 
untuk dilakukan follow up. Berita acara akan digunakan untuk mendorong pemilik 
tanah agar segera mengurus izin, atau memperbaiki penggunaan tanah sesuai 
ketentuan. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemilik tanah untuk mengurus izin atau 
memperbaiki penggunaan tanahnya, maka DPPD Kabupaten Sleman akan 
memberikan Surat Peringatan I, II dan III dalam tenggang waktu 15 hari. Jika 
pemilik tanah tidak juga menanggapi peringatan hingga diterbitkannya Surat 
Peringatan III, maka akan diproses secara hukum. Sementara pengawasan dari 
pemerintah kecamatan akan dilaporkan pada pertemuan rutin setiap tiga bulan 
sekali. Dalam kondisi tertentu, pihak kecamatan dapat langsung melapor ke DPPD 
Kabupaten Sleman, tanpa menunggu adanya pertemuan rutin. Hal ini dilakukan, 
agar pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. 
Secara rutin, pengawasan mandiri mungkin memang telah dilakukan oleh 




tataran implementasi, ternyata masih jauh dari kategori efektif. Hal ini dibuktikan 
dengan masih sering ditemukannya jenis pelanggaaran tata ruang. Khusus untuk 
Kecamatan Godean, peneliti mencoba melakukan pengamatan secara langsung 
disertai dengan wawancara kepada pegawai DPPD dan masyarakat dari berbagai 
desa di Kecamatan Godean. Hasilnya, pelanggaran tata ruang di kecamatan ini 
ternyata masih banyak terjadi. Pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan 
yang dilakukan oleh DPPD Kabupaten Sleman sangat minim. Pengawasan yang 
dilakukan DPPD, biasanya hanya berupa pengawasan pasca IPPT diturunkan. 
Anggaran yang minim dan sumber daya personel DPPD yang terbatas, diklaim 
menjadi sebab utama pengawasan menjadi tidak efektif, seperti yang diungkapkan 
oleh Agung Kharmanta, S.Si., Staf Seksi Data dan Informasi Pertanahan DPPD 
Kabupaten Sleman berikut ini: 
 "Kami hanya melakukan pengawasan mandiri secukupnya mas, ya gak 
mungkin juga kan kalau harus tiap hari kudu muter-muter monitoring di 
lapangan, apalagi jumlah kami terbatas, makanya mungkin-mungkin saja 
kalau ada yang coba mengakali dengan mendirikan bangunan di atas tanah 
sawah tanpa mendapat izin IPPT dulu." 
(Wawancara tanggal 6 April 2012) 
 
Pengawasan mandiri yang dilakukan oleh pegawai DPPD ternyata tidak 
cukup mampu mengetahui pelanggaran tata ruang di masyarakat karena 
Kabupaten Sleman merupakan daerah yang amat luas wilayahnya. Keterbatasan 
dalam sumber daya manusia (pegawai) untuk monitoring, maka pelanggaran tata 
ruang masih mungkin dapat terjadi. Selain itu, sumber dana yang terbatas juga 




Pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh DPPD Kabupaten Sleman 
melibatkan pemerintah kecamatan. Kompensasi yang diberikan pada pemerintah 
kecamatan untuk melakukan pengawasan setiap bulannya pun sedikit, yaitu hanya 
Rp 100.000,00, padahal area satu kecamatan saja sudah cukup luas. Kompensasi 
tersebut diberikan tiap pertemuan tiga bulan sekali. 
Pihak kecamatan dibebankan untuk melakukan monitoring dan melaporkan 
pemanfaatan sawah di wilayah kecamatannya. Tugas monitoring yang dibebankan 
kepada kecamatan, dinilai tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikan, 
sehingga hal ini berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan. Sepertinya hal 
tersebut menjadi masalah tersendiri bagi DPPD Kabupaten Sleman, sebab DPPD 
pun terbatas dalam sumber daya anggaran. Saat peneliti mencoba ke lapangan 
untuk melakukan pengecekan dan membandingkan informasi antara DPPD 
Kabupaten Sleman dengan pihak Kecamatan Godean dan desa, hasilnya ternyata 
agak bertolak belakang dengan pernyataan DPPD Kabupaten Sleman. Berikut 
salah satu kutipan FGD dengan Usman Supriyadi, Kabag Pemerintahan 
Kecamatan Godean: 
“Desa dan kecamatan itu hanya merekomendasi saja, mas. Masalah IPPT itu 
sepenuhnya dari DPPD. Kami dari kecamatan dan desa hanya membantu 
masalah cek lokasi saja, masalah pengawasan, ya, sepenuhnya dari DPPD.” 
(FGD dilakukan pada tanggal 23 Maret 2012) 
 
Pernyataan yang kurang lebih sama diutarakan pula oleh Istiyanto Agus 
Sutaryo, SE, Kepala Desa Sidokarto, Kecamatan Godean. Kutipan wawancaranya 




“Komponennya kan langsung sana (DPPD), sini waktu undangan cek 
lokasi saja dilibatkannya. Kalau desa tidak tahu apa-apa masalah perizinan 
pembangunan rumah. Semuanya kewenangan dari sana (DPPD Kabupaten 
Sleman), kami hanya membantu DPPD Kabupaten Sleman ketika pas mau 
cek lokasi. Sebelum cek lokasi, kami diberi undangan. Lah besoknya, kami 
yang mengantar buat cek lokasi. Itu saja.  
Di kecamatan sini banyak, Mas, yang seperti itu. Biasanya mendirikan 
rumah dulu baru mengurus IPPT. Jadi, sebelumnya tanah sawah, lalu 
dibangun, setelah itu baru izin.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2012) 
 
Pernyataan dari Usman Supriyadi, Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan 
Godean, dan Istiyanto Agus Sutaryo, SE, Kepala Desa Sidokarto, di atas, 
menunjukkan bahwa desa dan kecamatan tidak tidak dilibatkan dalam proses 
pengawasan. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan yang sebelumnya diberikan 
oleh pegawai DPPD Kabupaten Sleman. Padahal, kecamatan dan desa menjadi 
pihak yang paling memungkinkan untuk melakukan pengawasan terkait masalah 
pertanahan di wilayahnya. Dilibatkannya pihak kecamatan dan desa dalam 
mekanisme pengawasan akan dapat diketahui dengan sangat cepat apa saja 
pelanggaran pemanfaatan lahan yang terjadi, mengingat desa dan kecamatan 
adalah pihak yang paling mengerti kondisi wilayahnya.  
Berdasarkan wawancara dan FGD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPPD Kabupaten Sleman belum 
efektif dalam menemukan berbagai macam pelanggaran penggunaan tanah yang 
ada di Sleman. Hal ini berarti tujuan pengawasan yaitu untuk mencegah adanya 
pelanggaran dan penyalahgunaan IPPT, belum sepenuhnya berhasil. Hal ini 




yang tidak diketahui oleh DPPD Kabupaten Sleman. Mekanisme pengawasan 
yang tidak melibatkan kecamatan dan desa merupakan salah satu penyebab 
pengawasan pemanfaatan penggunaan lahan berjalan tidak efektif. 
 
g. Respon Masyarakat 
Implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang 
berperan sebagai objek/sasaran dari adanya kebijakan tersebut. Respon publik atau 
masyarakat sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya sebuah kebijakan. Ketika 
masyarakat memberi apresiasi yang buruk, atau bahkan menolak sebuah kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemeritah, maka dapat dipastikan kegagalan akan terjadi. 
Kelompok-kelompok masyarakat dapat pula mempengaruhi proses implementasi 
kebijakan, baik yang bersifat mendukung program atau yang menentang program. 
Kelompok-kelompok masyarakat akan berinteraksi dengan variabel lain melalui 
hal tertentu. Pertama, keanggotaan sumber-sumber keuangan mereka cenderung 
berbeda-beda, sesuai dukungan publik bagi posisi mereka dan lingkup perubahan 
perilaku yang dikehendaki oleh tujuan dari peraturan. Kedua, kelompok-kelompok 
masyarakat dapat langsung mempengaruhi keputusan-keputusan badan-badan 
pelaksana melalui pemberian komentar atas keputusan yang bersangkutan, dan 
melalui sumbangan mereka berupa sumber-sumber yang diberikan. Yang ketiga, 
kelompok-kelompok itu mungkin mampu mempengaruhi kebijakan secara tidak 
langsung, yaitu melalui publikasi hasil penelitian yang kritis mengenai prestasi 




Respon masyarakat terhadap kebijakan pemanfaatan lahan salah satunya bisa 
ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi mengenai 
kebijakan yang diterapkan, serta banyaknya pelaporan yang dilakukan masyarakat 
terhadap pelanggaran yang kerap terjadi. Keberadaan masyarakat yang mengakses 
informasi mengenai kebijakan, menunjukkan mereka sebagai kelompok sasaran 
telah menerima dengan baik kebijakan yang telah diterapkan. Sebaliknya, 
banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan menegaskan bahwa masyarakat 
tidak merespon positif adanya kebijakan tersebut, seperti yang disampaikan Dede, 
salah satu warga Desa Sidoarum: 
“Saya tidak tahu ada peraturan macem itu, Mas. Saya beli tanah, ya, beli 
saja, terus ya langsung saya bangun begitu saja. Saya tidak tahu kalau harus 
lapor pemerintah dulu, apalagi harus bayar segala.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2012) 
 
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka diketahui bahwa masyarakat 
belum memiliki kesadaran diri untuk mengakses informasi. Ketidakpahaman 
masyarakat terhadap peraturan dan minimnya mengakses informasi, maka akan 
menimbulkan banyaknya pelanggaran pemanfaatan tanah. Oleh sebab itu, 
sosialisasi secara besar-besaran peraturan pemanfaatan tanah menjadi salah satu 
indikator penting dalam efektifitas tidaknya kebijakan IPPT sebagai instrumen 
pengendalian pemanfaatan tanah.  
Di satu sisi, DPPD Kabupaten Sleman barangkali dapat mengklaim bahwa 
hampir tiap hari, selalu ada masyarakat yang mengakses informasi dengan datang 




pelanggaran tata ruang tetap saja terjadi. Berikut ini kutipan wawancara dengan 
Agung Kharmanta, S.Si., selaku Staf Seksi Data dan Informasi Pertanahan DPPD 
Kabupaten Sleman: 
“Hampir tiap hari ya ada, makanya buku tamu di sini banyak. Ya meskipun 
tidak semua yang mengakses informasi, tercatat. Biasanya, masyarakat ke 
sini buat nanya aturan tata ruang. Kalau mau bangun rumah di sini boleh 
tidak, nanya cara mendapatkan izin IPPT, atau nanya perumahan itu sudah 
berizin apa belum.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Meskipun banyak masyarakat yang mengakses informasi ke DPPD 
Kabupaten Sleman, namun ternyata pelanggaran tetap saja terjadi. Seperti yang 
terjadi di Kecamatan Godean, para pelanggar umumnya adalah masyarakat lokal 
dan tidak memahami peraturan. Masyarakat terlanjur menjustifikasi buruk setiap 
kebijakan dari pemerintah, bahkan merespon negatif kebijakan tersebut. Berikut 
ini kutipan wawancara dengan Baharudin, warga Desa Sidokarto di Kecamatan 
Godean: 
“Pemerintah itu hanya bikin peraturan yang aneh-aneh saja. Ini paling alasan 
pemerintah untuk nyari proyek saja. Apalagi saya dengar-dengar, masalah 
izin pertanahan ini hanya permainan oknum saja. Pemerintah bukannya 
membantu rakyat kecil, malah mempersulit masyarakat.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012) 
 
Kutipan wawancara di atas menunjukkan respon buruk masyarakat terhadap 
produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya IPPT. IPPT 
dianggap cuma sebagai proyek terselubung oleh oknum pemerintah, untuk meraup 
keuntungan. Kepercayaan publik yang memudar pada pemerintahan sekarang 




dijadikan ajang untuk melakukan korupsi. Maka apabila masyarakat sudah mulai 
tidak percaya kepada institusi pemerintah, hal itu barangkali merupakan suatu hal 
yang wajar terjadi. Respon kurang baik dari masyarakat mengenai kebijakan IPPT 
ini menunjukkan bahwa kebijakan IPPT belum sepenuhnya diterima masyarakat. 
Penolakan dan respon negatif akan menggangu implementasi kebijakan 
pengendalian pemanfaatan lahan, untuk itu DPPD harus segera mencarikan solusi. 
Salah satunya, yakni dengan menggiatkan kembali sosialisasi kebijakan IPPT ke 
dalam masyarakat. Alasan penolakan yang terjadi di masyarakat biasanya karena 
pemahaman masyarakat yang minim mengenai pentingnya pengendalian 
pemanfaatan tanah. Jika masyarakat sudah memahami, kemungkinan besar akan 
dapat merespon dan menerima dengan baik kebijakan IPPT, sebagai instrumen 
pengendalian pemanfaatan lahan. 
 
2. Pelanggaran Tata Ruang 
A. Penjualan Lahan Menjadi Pemicu Terjadinya Alih Fungsi Lahan 
Di berbagai wilayah, alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor lain diluar 
pertanian, umumnya selalu berlangsung dengan dilematis. Pertambahan penduduk 
dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat, membutuhkan jumlah lahan non- 
pertanian yang mencukupi. Di sisi lain pertambahan jumlah penduduk 
memerlukan pula supply bahan pangan lebih besar, yang berarti lahan pertanian 
juga lebih luas. Padahal, total luas lahan yang tersedia berjumlah tetap, bahkan 




pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (land rent). Hal 
tersebut membuat penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian akan selalu 
dikalahkan oleh peruntukan lain, seperti industri dan perumahan. Alhasil, akan 
banyak lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian, menjadi 
dipaksakan digunakan untuk sektor lain diluar pertanian, sehingga memicu 
terjadinya alih fungsi lahan. Hal seperti ini yang banyak terjadi di Kabupaten 
Sleman.  
Berbicara mengenai pertanian di Kabupaten Sleman, khususnya di 
Kecamatan Godean, berbagai karakteristik usaha tani umumnya belum 
sepenuhnya mendukung ke arah pelaksanaan pelestarian lahan pertanian yang ada. 
Lahan yang diusahakan petani makin hari makin sempit, hal ini disebabkan salah 
satunya karena proses fragmentasi dari sistem waris pecah-bagi. Fragmentasi 
inilah yang semakin memarginalkan kegiatan usaha tani. Sempitnya lahan 
berakibat pada minimnya hasil kegiatan usaha pertanian, jangankan untuk 
mendorong penerapan teknologi baru guna peningkatan produktivitas, untuk 
menutupi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak lagi mencukupi. Dampak yang 
kemudian terjadi adalah bukan modernisasi (penerapan teknologi yang up to 
date), melainkan penjualan lahan pertanian untuk penggunaan yang lain (alih 
fungsi lahan pertanian). Kasus penjualan lahan iniulah yang kini marak terjadi di 
Kecamatan Godean. Hal lain yang membuat kondisi kian parah adalah adanya 
desentralisasi. Desentralisasi memicu setiap daerah berlomba-lomba untuk 




lagi, daerah kadang lebih mengutamakan pengembangan sarana dan prasarana 
fisik. Pengembangan fisik inilah yang justru menjadi penyebab 
dialihfungsikannya lahan sawah menjadi sarana dan prasarana fisik. Alih fungsi 
inilah yang pada akhirnya memicu adanya pelanggaran tata ruang di Kabupaten 
Sleman. 
Kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor yang lainnya, khususnya 
perumahan dan rumah hunian, banyak memicu terjadinya pelanggaran tata ruang. 
Pada umumnya, pelanggaran alih fungsi lahan oleh masyarakat bisa terjadi akibat 
penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah yang sudah 
diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tanah yang menurut tata 
ruang harus digunakan untuk pertanian, sekaligus secara fungsional sebagai tanah 
resapan, banyak dialihfungsikan menjadi rumah hunian sehingga disadari atau 
tidak, hal itu bersifat melanggar peraturan tata ruang yang ada. Apabila 
pelanggaran ini dibiarkan, tidak hanya stabilitas pangan yang akan terganggu, 
melainkan juga akan memunculkan bahaya banjir. Hal ini akan mengganggu 
keberadaan Kabupaten Sleman sebagai daerah resapan untuk menyangga Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY), juga sekaligus sebagai daerah lumbung padi di DIY, 
seperti yang diungkapkan oleh Agung Kharmanta, S.Si., Staf Seksi Data dan 







“Wah, dampaknya bahaya Mas, selain mengganggu stabilitas pangan di 
DIY, kalau Sleman dibangun perumahan semua, maka akan menyebabkan 
banjir. Orang sekarang saja dampak dari banjir lahar merapi kemarin belum 
teratasi.. Apalagi kalau besok? Yang parah itu kalau Sleman penuh dengan 
bangunan. Yang ada Bantul kekeringan Mas, orang Sleman dengan Bantul 
masih dalam satu sistem DAS.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari alih 
fungsi lahan di Kabupaten Sleman akan berdampak serius terhadap daerah lain. 
Selain merupakan lumbung padi, Kabupaten Sleman juga merupakan penyuplai 
air ke wilayah-wilayah lain. Sistem DAS yang terdapat di Kabupaten Sleman, 
terhubung dengan berbagai wilayah di DIY. Apabila sistem DAS ini terganggu 
akibat alih fungsi lahan, maka akan menggangu pula suplai air di kabupaten lain. 
Karena disadari ataupun tidak, suplai air masyarakat di Kabupaten Bantul sangat 
tergantung oleh Kabupaten Sleman, di mana sistem aliran air di Kabupaten Bantul 
berasal dari air Gunung Merapi yang dialirkan terus melalui sungai-sungai yang 
menghubungkan dua kabupaten tersebut. 
Kecamatan Godean sebagai bagian dari Kawasan Aglomerasi Perkotaan 
Yogyakarta, menjadi salah satu incaran bagi para pendatang dari luar daerah dan 
pengembang untuk membangun rumah hunian dan perumahan. Lokasinya cukup 
strategis, tak jauh dari pusat perekonomian dan pendidikan perkotaan Yogyakarta. 
Kondisi ini didukung pula dengan geografis kawasan yang baik, kontur yang cocok 
untuk kawasan permukiman, dan pemandangan (landscape) yang menarik. 
Jaringan transportasi di Kecamatan Godean yang baik, pun mendukung akses dan 




pengembang dan pendatang yang mencoba membangun rumah di sini. Pada 
umumnya, para pengembang dan penduduk pendatang, membeli tanah yang 
mereka butuhkan dari penduduk asli Kecamatan Godean.  
Banyak alasan yang melatarbelakangi para pendatang membangun rumah di 
Kecamatan Godean, salah satunya adalah untuk investasi. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh salah satu informan penelitian bernama Dede, yang merupakan 
pendatang dari Kalimantan Timur: 
“Ortu bangun rumah di sini untuk investasi aja, buat kos, ya juga untuk saya 
tinggali selama kuliah. Dulu ini tanah sawah, belinya ya di masyarakat sini. 
Ya tahu sendiri, kan, tanah sawah itu macem apa? Ya kami bangun tahun 
2009 dan 2010 sudah selesai.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2012) 
 
Dede merupakan salah satu warga pendatang yang baru membangun rumah 
di Desa Sidoarum. Motivasinya membangun rumah di Kecamatan Godean adalah 
untuk tempat tinggal selama kuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, 
juga untuk investasi, yaitu dimanfaatkan sebagai kos. Mahasiswi ini merupakan 
satu contoh pendatang yang membangun rumah hunian di Kecamatan Godean atas 
dasar motivasi bisnis dan pendidikan. Sayangnya, dia membangun rumah di atas 
sawah irigasi. 
Masih banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke 
Kecamatan Godean dalam rangka membangun rumah hunian pribadi. Sebaliknya, 
banyak pula alasan yang mendasari masyarakat lokal di Kecamatan Godean untuk 
menjual tanah sawahnya. Penyebab utama masyarakat menjual tanah adalah 




atau karena faktor pembagian tanah warisan. Menjadi suatu hal yang lebih dilema 
lagi mengingat penduduk yang menjual tanah pada umumnya malah bermata 
pencaharian petani. Mereka tidak sadar bahwa keputusan menjual tanah pribadi 
akan memicu terjadinya alih fungsi fungsi lahan. Berikut ini wawancara dengan 
salah satu warga Desa Sidokarto, Cipto Sumanto: 
“Tanahe dijual ke orang lain, dijual untuk makan, tapi nggih artone habis 
untuk kebutuhan. Kagem sekolah anak, kagem mbiayai anak dados ABRI .” 
 
(Tanahnya dijual ke orang lain, dijual untuk makan, tetapi uangnya habis 
juga untuk kebutuhan, untuk sekolah anak, untuk membiayai pendidikan 
anak menjadi ABRI.) 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April 2012) 
 
Salah satu faktor yang mendasari masyarakat Kecamatan Godean mengalih- 
fungsikan lahan sawahnya, yakni faktor desakan ekonomi, seperti pengakuan Cipto 
Suwito di atas. Beliau mungkin adalah satu di antara puluhan warga yang terdesak 
kebutuhan ekonomi, dan pada akhirnya mengalihfungsikan sawahnya. Namun 
akhirnya, justru terjebak dalam sebuah dilema, di mana kebutuhan manusia sangat 
banyak, tanpa batas, dan terus meningkat setiap waktu, sehingga uang hasil dari 
penjualan sawahnya habis begitu saja tanpa terasa. 
Sementara alasan lain yang mendasari penduduk Kecamatan Godean 
mengalihfungsikan tanahnya, yakni faktor warisan. Tanah di pedesaan umumnya 
terfragmentasi menjadi bagian-bagian tertentu dan setiap bagian dimiliki oleh 




diturunkan orang tua. Berikut ini hasil wawancara dengan Rajiwiyono, salah satu 
warga Desa Sidokarto : 
 “Sawah menika nggih saking warisan, tapi ingkang sawah nggih kari niki 
mawon, tunggale nggih pun disade. Koyo niku griyo-griyo niku riyen nggih 
sareng niki mas, tapi liyane pun ditumbas tiyang. Dodolan sawah niku bar 
dodol nggih nduwe, menawa bar niku nggih mbalik mboten nduwe.” 
 
(Sawah ini, ya, dari sawah warisan, tapi yang tersisa jadi sawah, ya, hanya 
ini saja, sisanya sudah dijual. Seperti rumah-rumah itu dulu juga sama 
dengan sawah ini, tapi sisanya sudah dijual ke orang. Jualan sawah itu kalau 
habis jual, ya punya, tapi setelah itu juga kembali tidak punya) 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April 2012 
Penuturan Radjiwiyono di atas menunjukkan bahwa banyak lahan sawah, 
khususnya di Desa Sidokarto, yang sudah terkonversi menjadi rumah hunian. Ini 
terjadi karena proses pembagian warisan, sehingga setiap orang yang punya tanah 
atas warisannya bisa bebas menggunakan sawahnya, termasuk untuk dijual pada 
orang lain. Pada umumnya, warga Desa Sidokarto menjual tanahnya karena faktor 
ekonomi, meskipun beberapa lahan yang tersisa masih pula dipakai untuk sawah 
guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, yang mengejutkan, 
rupanya para warga melakukan penjualan tanah tidak melalui proses perizinan ke 
desa atau ke dukuh yang bersangkutan. Warga memiliki hak penuh untuk menjual 
tanahnya ke siapa-pun tanpa harus izin pada siapapun juga. Padahal, jika tanah ini 
dijual ke orang dan dijadikan rumah hunian, akan berpotensi melanggar tata ruang 






B. Pelanggaran Pemanfaatan Tanah di Kecamatan Godean 
Alih fungsi lahan pertanian akan selalu dekat kaitannya dengan pelanggaran 
tata ruang. Pelanggaran tata ruang di masyarakat saat ini adalah suatu hal yang 
sudah sering ditemui. Berbagai alasan dan sanggahan kerap dilontarkan oleh para 
pelanggarnya. Namun, terlepas dari hal tersebut, pelanggaran tata ruang yang 
terjadi juga tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pemerintah mensosialisasikan 
peraturan yang ada. Masyarakat yang buta akan peraturan menyebabkan banyak 
pelanggaran tersebut terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan 
Godean, pelanggaran yang terjadi dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu 
pelanggaran secara sengaja dan pelanggaran tanpa sengaja. Pelanggaran sengaja 
dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara sadar oleh pelakunya, 
sedangkan pelanggaran tidak sengaja dapat diartikan sebagai pelanggaran yang 
dilakukan tanpa disadari oleh pelakunya, sehingga menyebabkan dia melakukan 
perbuatan yang melanggar hukum.  
Beberapa penyimpangan dan pelanggaran tata ruang yang secara sengaja 
dilakukan di Kecamatan Godean, di antaranya berupa pembangunan fisik, 
khususnya rumah hunian di atas lahan sawah yang notabene tanpa mengajukan 
izin IPPT terlebih dahulu. Pada umumnya, pelanggar memiliki alasan tersendiri 
mengapa membangun rumah tanpa mengajukan izin IPPT terlebih dahulu, seperti 
yang diungkapkan oleh Yitno, salah seorang warga pendatang dari Pacitan yang 




“Saya tahu kalau harus izin bupati, tapi karena waktunya mepet saya bangun 
dulu saja rumahnya. Masalah izin belakangan, kata arsitek saya gampang, 
kok, yang penting ada uangnya saja.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012) 
 
Karena alasan waktu yang terbatas untuk mengurus izin, banyak orang tidak 
mengajukan izin IPPT, dan banyak orang yang sadar akan peraturan, namun tidak 
mengindahkan peraturan yang ada. Alasan terbatasnya waktu tentu tidak dapat 
dijadikan alasan orang untuk tidak mengurus izin IPPT. Apalagi bagi orang-orang 
yang notabene memiliki cadangan kekayaan besar, menganggap bahwa peraturan 
itu bisa saja dilanggar asalkan memiliki uang untuk membayar sanksi administrasi. 
Pendapat hampir sama dilontarkan oleh Baharudin, warga Desa Sidokarto, yakni: 
“Lha wong ini tanah.. tanah saya sendiri kok, Mas? Tanah ini sudah sejak 
lama milik orang tua saya dan sekarang diwariskan ke saya. Jadi, kalau mau 
saya apakan ya terserah saya dong?. Ngapain saya harus izin segala? 
Pemerintah itu hanya bikin peraturan yang aneh-aneh saja. Ini paling alasan 
pemerintah untuk nyari proyek saja. Apalagi saya dengar-dengar, masalah 
izin pertanahan ini hanya permainan oknum saja. Pemerintah bukannya 
membantu rakyat kecil, malah mempersulit masyarakat.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012) 
 
Berdasarkan wawancara di atas, pelanggar tata ruang merasa bahwa tanah 
dimilikinya mutlah merupakan milik sendiri, sehingga tidak ada hubungannya 
dengan orang lain di sekitarnya. Mereka merasa tanah itu adalah warisan orang 
tuanya. Surat tanah, dan bukti-bukti kepemilikan tanah yang ada di warga sudah 
jelas, sehingga mereka menganggap tidak perlu lagi izin ke pemerintah, hal 
tersebut menjadi salah satu alasan para pelanggar menyatakan berhak melakukan 




orang lain. Segelintir masyarakat seperti Baharudin malah bersikap konfrontatif 
dengan menyalahkan pihak pemerintah. Pemerintah dianggap telah menciptakan 
peraturan yang tidak sesuai sehingga dikatakan tidak membantu rakyat kecil, 
melainkan malah mempersulit masyarakatnya dengan peraturan yang ada. 
Sungguh sangat miris, jika melihat kasus seperti ini. Baharudin merupakan 
suatu cerminan buruknya kepercayaan publik terhadap pemerintahnya sendiri. 
Masyarakat menganggap pemerintah tidak berpihak pada rakyat, dan hanya 
memakai peraturan-peraturan itu sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi, 
dari hasil retribusi dan pajak. Padahal, apabila dilihat dari latar belakang, 
Baharudin merupakan guru sekaligus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah ternyata berasal dari internal 
pemerintah sendiri. Pendapat Baharudin menjadi refleksi ketidakpercayaan publik 
atas kinerja dan transparansi pemerintah.  
Bentuk pelanggaran lain yang sengaja dilakukan masyarakat, khususnya di 
Kecamatan Godean, di antaranya luas bangunan rumah tidak sesuai dengan luas 
tanah yang diizinkan IPPT-nya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abdul Aziz, 
warga pendatang yang membangun rumah pribadi di Desa Sidomulyo. Berikut ini 
hasil wawancara dengan yang bersangkutan: 
“Saya bangun rumah ini tahun 2009, luas tanahnya 350 m². Saya membuat 
izinnya 250 m², lah karena masih sisa, ya saya bangun lagi tahun 2011 
hingga 350 m². Lah mubadzir, mendingan saya bikin kos-kosan saja. Saya 
tidak melakukan izin lagi, kayaknya tidak perlu. Tidak ada yang tahu juga.” 





Keterangan dari Abdul Aziz di atas merupakan representasi sebuah fakta 
tentang pelanggaran secara sengaja yang dilakukan oleh masyarakat, dengan 
memanfaatkan kelengahan pengawasan dari DPPD Kabupaten Sleman. Abdul 
Aziz membangun rumah dengan luas bangunan yang berbeda dengan luas tanah 
yang dizinkan, dengan pembangunan dilakukan pada waktu yang berbeda. Abdul 
Aziz memanfaatkan kelengahan pengawasan dari DPPD Kabupaten Sleman, yang 
pada umumnya, memang hanya melakukan cek lokasi rutin satu kali pasca 
perizinan IPPT diturunkan. Berdasarkan cara tersebut, pelanggaran dapat 
dilakukan tanpa diketahui oleh pengawas dari DPPD Kabupaten Sleman. Bentuk 
ketidaksesuaian penggunaan lahan lain yang terjadi, yaitu pelanggaran yang 
dilakukan dengan mengubah fungsi yang diizinkan. Berikut ini hasil wawancara 
peneliti dengan Ardi, warga Desa Sidoluhur: 
“Kalo di sini, izinnya gampang kok Mas, beda sama yang di daerah Monjali 
sana. Saya dulu izinnya untuk bangun rumah, tapi ya skalian saya bikin 
tempat usaha saja.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Maret 2012) 
 
Ardi adalah satu di antara warga yang mengurus izin IPPT atas tanahnya. 
Namun ternyata, pelaksanaan izin di lapangan mengalami penyimpangan, dari 
yang diizinkan untuk pembangunan rumah tinggal, diubah menjadi tempat usaha 
berbentuk toko. Hal ini dilakukan Ardi karena halaman rumah menghadap jalan 
raya. Jadi, lebih baik dimanfaatkan untuk usaha. Kasus seperti Ardi ini merupakan 




untuk pembangunan rumah tinggal, diubah menjadi tempat usaha berbentuk toko, 
kios, atau rumah makan.  
Beberapa kasus ketidaksesuaian penggunaan lahan yang mengubah fungsi 
dari yang diizinkan, untuk pembangunan rumah tinggal menjadi tempat usaha, 
banyak ditemukan di Kecamatan Godean. Perubahan fungsi ini bisa saja 
seluruhnya berubah atau hanya sebagian, seperti keseluruhan untuk tempat usaha, 
namun ada juga yang hanya sebagian menghadap ke jalan diubah fungsi menjadi 
tempat usaha. Hal ini banyak ditemui pada izin perubahan penggunaan tanah yang 
berlokasi di pinggir jalan, yang secara ekonomi menguntungkan apabila dilakukan 
kegiatan usaha. Dalam kasus ini, pemohon seharusnya mengajukan izin terkait 
pemanfaatan tanah, dengan persyaratan dan pertimbangan yang berbeda dalam 
menentukan izin itu diterima atau ditolak.  
Pelanggaran secara sengaja yang terakhir ditemukan di lapangan, yaitu 
pengajuan IPPT namun pasca izin tersebut keluar, sang pengaju izin tidak lantas 
menggunakan sawah tersebut sesuai dengan peruntukannya, tetapi malah dijual 
kepada orang lain. Hal ini dilakukan guna menaikkan harga tanah tersebut. Karena 
umumnya, para pembeli tanah menginginkan tanah yang sudah jelas IPPT-nya. 
Apabila tanah sudah memiliki IPPT, maka akan menjadi nilai lebih bagi para 
pembeli. Tentunya, harga tanah seperti ini berbeda dengan tanah yang tanpa IPPT. 
Setelah proses jual beli berakhir, ternyata masalah tidak berhenti begitu saja. 
Tanah sawah yang dibeli dari pengembang atau orang dari luar kota umumnya 




beberapa orang dari luar kota membeli tanah di Kecamatan Godean hanya atas 
dasar motivasi bisnis, karena harga tanah tidak akan pernah turun dan teru 
meningkat harganya tiap waktu. Motivasi lain orang dari luar daerah membeli 
tanahadalah untuk rumah hunian, namum kebanyakan stelah membeli tidak 
langsung membangun, tapi dibiarkan saja tanpa terurus sehingga menjadi tanah 
yang telantar juga.  
Berdasarkan observasi dan informasi yang dihimpun peneliti di masyarakat 
menunjukkan sebuah fakta bahwa pelanggaran seperti ini banyak sekali terjadi di 
masyarakat Kecamatan Godean, seperti yang dikatakan Kadus Berjo Kulon II 
Desa Sidoluhur, Yulius Sunardi, berikut ini: 
“Di Godean, banyak tanah petani yang dijual ke pengembang, kalau gak ya 
ke pendatang yang kaya dari luar kota, Disini biasanya tanahnya yang 
dibeli biasanya sudah berizin. Tapi banyakan, bukan digunakan atau 
dibangun apa, tetapi dibiarkan menjadi tanah kosong gak keurus, emang 
gitu biasanya orang kaya itu, uangnya banyak, jadi beli tanah ya gampang” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April 2012)  
 
Penjelasan Kadus Berjo Kulon II Desa Sidoluhur, Yulius Sunardi, 
diatas,dapat diperoleh kesimpulan bahwa banyak sekali penyimpangan izin 
pemanfaatan tanah (IPPT) di Kecamatan Godean, yang menggunakan perizinan 
IPPT untuk menaikkan harga tanah, dan bukan memanfaatkan perizinan sesuai 
dengan peruntukan. Maka dari itu, banyak ditemukan lahan sawah yang telantar di 
Kecamatan Godean, yang tidak dimanfaatkan pemiliknya. Para pemilik tanah ini 




investasi saja. Berikut ini salah satu gambar yang diambil oleh peneliti pada salah 
satu tanah yang sudah keluar izinnya, namun tidak digunakan sesuai izin (dijual): 
 
Gambar 8. Bentuk Pelanggaran Penggunaan IPPT 
 
Sementara itu, untuk kasus pelanggaran secara tidak sengaja yang dilakukan 
masyarakat, khususnya di Kecamatan Godean, yakni tanpa sadar membangun 
rumah hunian di atas tanah sawah. Hal ini dilakukan tanpa sadar oleh para 
pelanggarnya karena merasa tanah yang dibangun merupakan tanah warisan dari 
orang tua, sehingga dapat dibangun pemiliknya, tanpa harus meminta izin kepada 
orang lain. Berikut wawancara dengan Windy, warga Desa Sidoluhur: 
“Saya bangun (rumah) ini tahun 2009. Ini dari tanah warisan orang tua, 
suratnya belum dipindahkan. Jadi, masih nama orang tua. Dulunya, ini ya 
sawah. Saya dan suami tidak tahu ada peraturan seperti itu. Itu baru ya, 
Mas? Dari desa, belum ada sosialisasi, soalnya. Kalau di sini bangun rumah 
ya bangun saja Mas, nggak ada izin-izinnya. Izin ke dukuh juga tidak.” 





Windy merupakan satu di antara sekian banyak masyarakat yang tanpa sadar 
telah melanggar tata ruang dengan membangun rumah hunian di atas sawah, tanpa 
mengajukan permohonan izin IPPT terlebih dahulu. Pelanggaran seperti ini pada 
umumnya dilakukan oleh warga lokal atau penduduk desa yang asli. Rupanya, 
pelanggaran ini terjadi secara sporadik, tanpa disadari oleh pelanggarnya. 
Masyarakat yang tidak paham akan peraturan tata ruang, dalam hal ini IPPT, 
menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran ini. Sebenarnya, ada beberapa orang 
yang sadar dan mengetahui peraturan ini, tetapi karena pelanggaran ini sudah 
melekat dan menjadi budaya di masyarakat, maka orang yang mengetahui hal ini 
pun lantas bukan mensosialisasikan atau memberitahukan informasi ini kepada 
kerabat atau tetangga terdekat mereka, melainkan ikut melakukan pelanggaran 
dengan membangun rumah di atas persawahan, tanpa mengajukan IPPT terlebih 
dahulu. Berikut ini hasil wawancara kami dengan Ardi, warga Desa Sidoluhur: 
“Kalau di kampung sini, kebanyakan gak izin, gak izin gak papa kok, kan di 
kampung. Orang desa sini bangun rumah di atas sawah, ya gak ada yang 
izin, Mas. Lah wong di kampung aja ya nggak usah izin. Ya toh ? 
Jadi, orang kampung sini tidak ada yang izin. Nanti kalau diminta, baru 
izin.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Maret 2012) 
 
Berdasarkan keterangan Ardi di atas, dapat disimpulkan pelanggaran tata 
ruang berupa pembangunan rumah di atas persawahan di Kecamatan Godean 
sudah membudaya dan melekat di masyarakat. Pada umumnya, pelanggaran ini 
lebih didominasi oleh penduduk lokal atau penduduk asli desa, bukan dari para 




awal pembelian tanah pun, pendatang umumnya memastikan dahulu keberadaan 
izin dari tanah yang hendak dibeli. Para pendatang lebih mengutamakan tanah 
yang sudah ber-IPPT, sehingga mereka dapat dipastikan aman untuk membangun 
rumah di atas tanah tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan Ponco, warga Desa 
Sidoarum: 
“Kami beli dari masyarakat sini, dan sudah dapat dipastikan dapat dibangun 
rumah. Sebelumnya, tahun 2005, kami urus IPPT-nya. Soalnya takut juga 
masalah beginian. Apalagi kita pendatang, jadi, nyari amannya saja.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012) 
 
Informasi dari Ponco di atas menunjukkan bahwa pendatang umumnya lebih 
selektif dalam membeli tanah. Pendatang lebih mengutamakan tanah yang sudah 
dipastikan dapat diurus izin IPPT-nya, sehingga ketika membangun rumah dapat 
dirasakan sisi keamanan surat perizinannya. Hal ini juga senada dengan pendapat 
para pendatang yang diwawancarai di beberapa tempat di Kecamatan Godean.  
Bentuk penyimpangan lain dalam pemanfaatan tanah, yaitu membangun 
rumah di atas sistem aliran irigasi persawahan. Banyak masyarakat membangun 
rumah hunian di atas sistem irigasi teknis, padahal hal ini secara langsung akan 
berpengaruh terhadap proses irigasi. Mayarakat yang membangun rumah mungkin 
tidak menyadari bahwa hal ini menyimpang dan melanggar tata ruang yang ada. 





Gambar 9. Rumah Hunian yang Dibangun di Atas Sarana Irigasi 
 
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, jenis pelanggaran pemanfaatan 
tanah yang ditemukan di Kecamatan Godean dikategorikan menjadi dua junis 
pelanggaran, yaitu pelanggaran disengaja dengan pelangaran yang tidak disengaja. 
Pelanggaran secara tidak disengaja, umumnya dilakukan oleh masyarakat desa 
yang tidak memahami peraturan. Sementara pelanggaran secara sengaja, umumnya 
dilakukan oleh orang yang memahami peraturan, tetapi sengaja melanggar dengan 
motivasi dan kepentingan tertentu. Pelanggaran secara sengaja umumnya berupa 
pelanggaran administrasi, di mana izin yang diminta tidak sesuai dengan maksud 
izin dikeluarkan, atau sengaja menggunakan tanah yang masih berupa persawahan 
menjadi rumah hunian, tanpa mengajukan izin terlebih dahulu. 
Penyebab utama adanya pelanggaran di atas yakni kurangnya pemahaman 




pelanggaran dapat belangsung terus-menerus, tanpa terkendali. Tidak terdapat 
sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini DPPD Kabupaten Sleman, juga menjadi 
biang akar atas masalah ini. Desa dan dukuh sebagai perwakilan pemerintah di 
tingkat desa, seolah ikut diam saja dan tidak mengambil pusing atas masalah ini. 
Pemerintah desa menganggap ini merupakan kewenangan dan tugas dari DPPD 
Kabupaten Sleman, sehingga Pemerintah Desa merasa tidak memiliki keterkaitan 
atas masalah ini. Berikut ini hasil wawancara dengan Istiyanto Agus Sutaryo, SE, 
Kepala Desa Sidokarto, Kecamatan Godean: 
“Kalau desa tidak tahu apa-apa masalah perizinan pembangunan rumah. 
Semuanya kewenangan dari sana (DPPD Kabupaten Sleman), kami hanya 
membantu DPPD Kabupaten Sleman ketika pas mau cek lokasi. Sebelum 
cek lokasi, kami diberi undangan. Lah besoknya, kami yang mengantar 
buat cek lokasi. Itu saja.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2012) 
 
Pernyataan dari Kepala Desa Sidokarto, Kecamatan Godean di atas 
menegaskan bahwa desa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengendalian 
pertanahan di daerah. Desa hanya dilibatkan dalam proses cek lokasi pasca izin 
IPPT keluar. Padahal idealnya, desa memiliki peran sangat sentral dalam proses 
pengendalian pemanfaatan lahan. Apalagi dalam mekanisme pengawasan, peran 
desa seharusnya mutlak dibutuhkan dalam hal pengawasan pemanfaatan tanah, 







C. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Tanah 
Suatu pelanggaran terhadap penyalahgunaaan tanah membutuhkan adanya 
penegakan hukum. Hal itu amat diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2001 yang terepresentasikan dalam Izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah (IPPT), sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan 
tanah di Kabupaten Sleman. Suatu pelanggaran tanpa adanya sanksi hukum tidak 
akan mengurangi pelanggaran. Selain itu, tanpa adanya penegakan hukum yang 
tegas, maka pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah di Kabupaten 
Sleman yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001, tidak akan 
efektif mengandalikan pemanfaatan tanah. Meskipun penggunaan tanah adalah 
hak dari pemiliknya, tetapi jika menyalahi peraturan bersama dan bisa merugikan 
banyak orang, maka perlu diberikan sanksi. Oleh sebab itu, DPPD Kabupaten 
Sleman sebagai instansi pelaksana, harus melakukan penegakan hukum dengan 
menindaklanjuti segala macam pelanggaran tata ruang yang ditemukan di lapangan. 
Cara yang bisa dilakukan, yakni dari tindak lanjut awal berupa peringatan, hingga 
pemberian sanksi jika pelangaran tetap saja dilakukan oleh yang bersangkutan.  
DPPD Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya mungkin telah melakukan 
tugas penegakan hukum. Namun, namun fakta yang terjadi di Kecamatan Godean 
adalah pelanggaran tata ruang tetap terjadi dan berlangsung terus-menerus. DPPD 
Kabupaten Sleman sebagai instansi pelaksana harus mampu menjalankan 
penegakan hukum, sebagai wujud komitmen untuk mengurangi dan mencegah 




harus ditindaklanjuti dengan peringatan dan sanksi, jika pelanggaran tersebut 
masih saja dilakukan. Sanksi yang diberlakukan pada pelanggar antara lain seperti 
yang diungkapkan oleh Agung Kharmanta, S.Si., selaku Staf Seksi Penatagunaan 
Tanah DPPD Kabupaten Sleman, sebagai berikut: 
“Hingga saat ini, sanksi yang kami keluarkan hanya berupa sanksi 
administratif Mas, karena dalam Perda-nya, hanya mengatur demikian. 
Sanksi tersebut umumnya berupa denda dan kurungan, denda pun juga cuma 
berapa Mas. Tidak akan cukup mampu menjadi shock therapy bagi 
pelanggar. Yang lebih dilema lagi, denda bagi pelanggar itu hanya 350 ribu 
atau kalaupun pengadilan sampai memutuskan hukuman kurungan, paling 
putusannya ya cuma kurungan selama-lamanya tiga bulan.  
Jadi, kalau dibilang bisa ngasih efek jera, ya tidak! Malahan justru 
akan dijadikan alasan orang untuk tidak mengurus izin saja, paling ke 
pengadilan cuma bayar segini, selesai. Yang bisa ngasih efek jera itu kalau 
pelanggar benar-benar dieksekusi lewat kurungan penjara.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh Muhammad Sugandi, SH, M.Si., 
Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan DPPD Kabupaten Sleman, 
sebagai berikut: 
“Jadi, begini Mas, penegakan hukum kepada pelanggar itu terkendala 
banyak hal, Mas. Dalam Perda sendiri, pemberian sanksi yang tegas dan 
nyata itu belum nampak. Jadi, kami dari DPPD Kabupaten Sleman hanya 
memberi peringatan hingga tiga kali, setelah itu apabila tidak diindahkan, ya 
kami serahkan pada Satpol PP, setelah itu Satpol PP akan berkoordinasi 
dengan pengadilan, setelah itu baru pelanggar disidangkan, tapi paling 
banter.. ya cuma didenda. Jadi, shock therapy bagi pelanggar itu sendiri 
tidak ada, kurang sekali pokoknya. Karena katakanlah kalau mau didenda, 
denda paling gede paling sejutaan, dan apabila bangunan atau rumah sudah 
jadi, kita mau apa? Masa mau bongkar? Tidak mungkin, kan?  
Perda-nya saja tidak ada yang istilah pembongkaran? Dilema kan, Mas? 
Kami sudah bekerja maksimal, tapi kalau instrumen peraturannya lembek 
seperti ini, ya bagaimana bisa efektif? 
Coba kalau ada kasus, khususnya dalam pengendalian bidang perizinan, 
katakanlah ada orang yang mengajukan izin, tetapi tanah sudah berubah 




katakanlah retribusi itu 5 juta, jadinya nanti kalau didenda ya.. 10 juta. Tapi 
hal ini kan kecil Mas, apalagi bagi orang-orang yang berduit.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2012) 
 
Atas dasar wawancara di atas, dapat dikatakan DPPD Kabupaten Sleman 
sudah melaksanakan penegakan hukum sesuai tugasnya. Dalam hal penegakan 
hukum, pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar bukan wewenang dari DPPD 
Kabupaten Sleman. Penerapan sanksi hukum tersebut sepenuhnya diserahkan pada 
Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman. DPPD Kabupaten Sleman hanya bertugas 
sebagai instansi pemberi peringatan kepada pelanggar dan mengarahkan upaya 
penegakan hukum, maka dalam penegakan hukum, kewenangan lebih dipegang 
oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman. 
Sementara itu, apabila dilihat dari fungsi membantu penegakan hukum bagi 
pelanggar tata ruang di Kabupaten Sleman, DPPD Kabupaten Sleman dapat 
dikatakan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini seperti yang sudah 
dijelaskan dalam wawancara di atas. Selain itu, DPPD Kabupaten Sleman pun 
telah melaksanakan prosedur dalam menghadapi pelanggaran pemanfaatan tanah 
dengan baik dengan membantu mengarahkan pihak yang berwenang dalam 
memberikan sanksi. Hasil temuan yang menyatakan ada pelanggaran pemanfaatan 
tanah, dilakukan dengan mengisi berita acara. Pengisian berita acara tersebut 
sekaligus pemberian surat peringatan pertama kepada pelanggar, untuk 
membenahi penggunaan tanah atau mengurus izin pemanfaatan tanah. Surat akan 




bersangkutan, maka akan dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti dan diajukan ke Pengadilan Tinggi 
Kabupaten Sleman.  
Dengan diterapkan fungsi dan wewenang penegakan hukum oleh DPPD 
Kabupaten Sleman, bukan berarti bahwa Perda yang mengatur tata ruang (Perda 
Nomor 19 Tahun 2001) sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilihat dari 
tidak tegasnya peraturan dalam menindak pelanggar pemanfaatan tanah. Sanksi 
yang diberikan tidak cukup mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar 
pemanfaatan tanah. Secara tidak langsung, efektifitas kebijakan pengendalian 
pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh efek jera dari penerapan sanksi tersebut. 
Sanksi hukum bagi pelanggar yang diatur di dalam Perda Nomor 19 Tahun 2001 
antara lain berupa sanksi berikut ini: 
1. Sanksi Administrasi 
a) Pasal 36 Ayat 4 
“Sanksi terhadap pemohon izin yang terlambat (sudah membangun 
sebelum mendapatkan izin) dikenakan tarif retribusi sebesar 2 (dua) kali 
retribusi yang harus dibayar.” 
b) Pasal 42 
“Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
pun kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan, dari retribusi terutang yang tidak atau kurang 




2. Sanksi Pidana 
a) Pasal 57 Ayat 1 
“Wajib retribusi yang tak melaksanakan kewajibannya, sehingga 
merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi 
terutang.” 
b) Pasal 58 Ayat 2 
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).” 
Berdasarkan data di atas beserta kutipan wawancara dengan pegawai DPPD 
Kabupaten Sleman, dapat dikatakan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan tanah 
belum mampu memberikan efek jera yang kuat. Hal itu dibuktikan juga dengan 
masih seringnya ditemukan banyak pelanggaran pemanfaatan tanah setiap tahun. 
Hal ini tentu sangat mempengaruhi efektifitas kebijakan dalam pengendalian 
pemanfaaatan tanah. Padahal, pelanggaran terus saja terjadi dan membutuhkan 
sanksi hukum yang tegas agar mampu mengurangi dan juga mencegah terjadinya 
pelanggaran pemanfaatan tanah. 
Peraturan yang ada sekarang tidak cukup tegas, bahkan malah digunakan 
oleh oknum tertentu untuk mengakali terjadinya penyimpangan pemanfaatan tanah. 
Bagi para pelanggar yang notabene memiliki kekayaan melimpah, membayar 




mereka memiliki uang. Hal ini yang sebenarnya menjadi celah penyimpangan dan 
pelanggaran tata ruang, khususnya pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman. 
Meskipun DPPPD sudah melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum, tetapi 
apabila sanksi yang diberikan tidak tegas, maka tidak akan berpengaruh secara 
signifikan dalam mengurangi dan mencegah pelanggaran pemanfaaatan tanah. 
Banyak kasus pelanggaran yang diajukan DPPD Kabupaten Sleman untuk 
dikenakan sanksi tegas, namun pada akhirnya sanksi yang diberikan dinilai masih 
terlalu ringan. DPPD Kabupaten Sleman sendiri berharap sanksi itu diperberat, 
bahkan merujuk pada pembongkaran paksa bangunan yang bersangkutan. Karena 
hanya dengan sanksi tersebut, pelanggar merasakan efek jera. Berdasarkan hasil 
wawancara di lapangan, sanksi administrasi itu biasanya hanya berupa denda yang 
berkisar antara Rp 350.000,00 hingga Rp 1.000.000,00. Sanksi administrasi ini 
dinilai masih terlalu kecil, sehingga amat lemah untuk memberikan efek jera bagi 
pelanggarnya. Berikut ini wawancara dengan Ponco, warga Desa Sidoarum: 
“Dendanya cuma 350 ribu kok Mas, murah kok, Jadi, bagi yang punya uang, 
sih, gampang. Tidak seberapa kalo hanya segitu!.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Meret 2012) 
 
Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa denda bukan lagi menjadi 
masalah bagi masyarakat. Terutama, bagi orang yang notabene berasal dari 
pendatang dari luar Kabupaten Sleman, dimana dapat dipastikan mereka memiliki 
cukup dana untuk membeli tanah dan membangun rumah, sehingga denda yang 




Pihak DPPD Kabupaten Sleman berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Sleman dapat memberikan sanksi berat kepada pelanggar. Namun, kadang hal itu 
juga menjadi dilema tersendiri. Kejaksaan hendak memutus sanksi berat kepada 
pelanggar, namun kadang merasa tidak tega, sebab bagaimana pun, aspek sosial 
masih menjadi alasan tidak diberikannya sanksi berat bagi pelanggar. Seperti yang 
terungkap dalam wawancara dengan Agung Kharmanta, S.Si., Staf Seksi Data dan 
Informasi Pertanahan berikut ini: 
“Itu juga dilema kok Mas. Kita, sih, maunya ngasih sanksi berupa kurungan 
atau bahkan maunya rumahnya dibongkar paksa, tapi juga nggak tega, Mas. 
Orang bagaimana pun, itu juga tanah-tanahnya sendiri! Masa kita sampai 
segitunya, padahal itu kan rumahnya sendiri? Lah itu Mas yang jadi 
pertimbangan kenapa kejaksaan tidak memberikan sanksi berat terhadap 
pelanggar.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Meret 2012) 
 
Jadi, jika mengutip kata-kata dari Agung Kharmanta, Staf Bagian Perizinan 
DPPD Kabupaten Sleman, ternyata aspek sosial dan sisi kemanusiaan masih tetap 
dijadikan pertimbangan dalam memutus sanksi yang diberikan kepada pelanggar.  
Beberapa cara dan solusi sebenarnya telah dilakukan oleh DPPD Kabupaten 
Sleman, selaku instansi yang bertanggung jawab dalam soal pertanahan, terhadap 
pelanggar pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman. Misalnya, DPPD Kabupaten 
Sleman berkoordinasi dengan instansi yang terkait, antara lain muspida, kejaksaan, 
pengadilan, Polres, bahkan dengan PLN, seperti yang dikemukakan oleh Agung 
Kharmanta, S.Si., Staf Seksi Data dan Informasi Pertanahan DPPD Kabupaten 




“Supaya putusan hakim merujuk pada eksekusi dan tidak hanya berupa 
denda, maka kami sering berkoordinasi dengan muspida, kejaksaan, 
pengadilan, Polres, bahkan dengan PLN. Lah, khusus untuk PLN, kita 
mengusulkan bagi masyarakat yang tidak memiliki izin IPPT, maka tidak 
boleh dipasangi listrik.” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Meret 2012) 
 
DPPD Kabupaten Sleman dalam rangka berkomitmen terhadap pencegahan 
pelangaran pemanfaatan lahan, telah mencoba melakukan beberapa cara dan ide 
untuk mengantisispasi terjadinya pelanggaran, seperti bekerja sama dengan PLN, 
di mana bagi masyarakat yang tidak memiliki IPPT maka tidak diperbolehkan 
memasang listrik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran pemanfaatan 
tanah di masyarakat. Namun, implementasi atas ide ini sepertinya masih jauh dari 
ideal, karena dalam Perda sanksi seperti ini tidak diatur sehingga sulit untuk 


















Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk menggambarkan tujuan 
penelitian, yaitu menganalisis implementasi IPPT sebagai instrumen pengendalian 
pemanfaatan lahan, maka dapat apat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut: 
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai instrumen pengendalian 
pemanfaatan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya, belum 
berjalan secara efektif. Kinerja IPPT secara umum belum menunjukkan 
kinerja yang baik. Hal itu bisa dilihat dari tujuh indikator implementasi yang 
dianalisis, dimana masing-masing indikator menunjukan hasil yang kurang 
baik. Bahkan dalam pelaksanaannya masih kurang memuaskan di mata 
masyarakat. Meskipun peraturan telah dibuat, dan instansi pelaksana 
pengendalian pemanfaatan lahan telah dibentuk namun alih fungsi lahan di 
Kabupaten Sleman dan khususnya di Kecamatan Godean masih saja terjadi.  
2. Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Godean, salah 
satunya disebabkan oleh banyak masyarakat yang menjual tanah pribadi atas 
dasar desakan ekonomi. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi bangunan-
bangunan fisik inilah yang memicu pelanggaran pemanfaatan tanah terjadi. 
3. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, jenis pelanggaran pemanfaatan 




jenis antara lain, pelanggaran secara sengaja dengan pelanggaran tidak 
sengaja. Pelanggaran secara tidak sengaja, umumnya dilakukan oleh 
masyarakat desa yang tidak memahami peraturan. Sementara pelangaran 
secara sengaja, umumnya dilakukan oleh orang yang memahami peraturan, 
namun tetap sengaja melanggar dengan motivasi dan kepentingan tertentu. 
Pelanggaran secara sengaja itu biasanya berupa pelanggaran administrasi, di 
mana izin yang diminta tidak sesuai dengan maksud penggunaan izin yang 
dikeluarkan atau dengan kata lain, pelanggar sengaja menggunakan tanah 




Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diperoleh, peneliti 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
Bagi pemerintah: 
1. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pegawai DPPD 
Kabupaten Sleman, baik dari kualitas maupun kuantitas yang mengurusi IPPT. 
2. Hal yang menyangkut peraturan tentang IPPT, baik dalam bentuk peraturan 
daerah atau ketentuan petunjuk pelaksanaan lainnya, perlu diteliti kembali agar 
aturan yang dibuat itu benar-benar komprehensif, tidak tumpang tindih dan 




3. Pelaksanaan koordinasi perlu diperbaiki, agar tidak menimbulkan penilaian 
yang tumpang tindih antar instansi saat memberikan pertimbangan izin. Perlu 
diperjelas kembali tugas dari setiap instansi dalam tim IPPT, sesuai bidang 
kewenangan masing-masing.  
4. Pelayanan izin perlu ditingkatkan lagi dengan menerapkan standar pelayanan 
prima. Waktu pemprosesan izin yang lama, sekiranya dipersingkat minimal 
sesuai standar waktu dalam keputusan Bupati, yakni selama tiga bulan atau 
bisa dipersingkat lagi.  
5. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap IPPT dan tata ruang memang 
perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang efektif. Sosialisasi perlu 
digalakkan kembali, sebab walaupun IPPT telah berjalan selama hampir 10 
tahun, tapi masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui, atau ada 
yang mengetahui, tetapi tidak paham. Sosialisasi ditingkat desa cenderung 
lebih mengena kepada mayarakat, daripada yang dari tingkat kecamatan atau 
kabupaten. 
6. Pengawasan terhadap IPPT perlu dilakukan secara konsisten. Pengawasan 
harus dilakukan secara rutin, tanpa memandang ada atau tidak ada laporan 
pelanggaran oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlunya alokasi dana yang 
cukup untuk mengawal ditegakkannya peraturan daerah tentang IPPT ini. 
Pemberian sanksi yang tegas pada pelanggar IPPT perlu ditegakkan, terlebih 
lagi bagi yang melanggar penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan izin yang 




membuat masyarakat merasa tidak takut atau jera untuk melanggar. Perlu 
adanya semacam shock therapy sebagai contoh yang dapat dilihat pula oleh 
pelanggar yang lain.  
 
Bagi masyarakat: 
1. Masyarakat harus tanggap dan pro aktif dalam mengakses beberapa 
informasi yang diberikan pemerintah khususnya informasi mengenai 
pertanahan dengan harapan masyarakat paham peraturan, sehingga dengan 
adanya hal tersebut pelanggaran tidak akan terjadi. 
2. Masyarakat harus secara aktif bekerja sama dengan pemerintah dalam  hal 
ini DPPD Kabupaten Sleman dan perangkat desa terkait dalam melakukan 
pengawasan pelaksanaan IPPT. 
3. Sosialisasi person to person dari anggota masyarakat satu ke yang lainnya 
merupakan sosialisasi yang paling efektif dilakukan. Maka dari itu 
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Staf Seksi Pengkajian dan 
Penetapan Perizinan Pertanahan 
31. Rismanto 
19680702 199203 1 008 
Staf Seksi Pengkajian dan 
Penetapan Perizinan Pertanahan 
32. Muhammad Sugandi, SH, M.Si. 
19601227 199003 1 002 
Kepala Bidang Pengawasan 
Pemanfaatan Pertanahan 
33. Sumaryanti 
19590514 198201 2 005 
Staf Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah 
34. Hartono 
19600606 198403 1 017 
Staf Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah 
35. Warsita 
19591125 199303 1 001 
Staf Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah 
36. Hendri Setiawan, S.Sos, MPA. 
19710116 199803 1 007 
Kepala Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah Kas Desa 
37. Yuli Astuti 
19600712 198203 2 014 
Staf Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah Kas Desa 
38. Heribertus Sutrisno, S.IP. 
19640910 199301 1 002 
Staf Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah Kas Desa 
39. Yuni Artanti, SH. 
19810815 200604 2 015 
Staf Seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Tanah Kas Desa 
40. Sumaryani, SH. 
19600828 199603 2 002 
Kepala Seksi Penanganan 
Masalah Pertanahan 
41. Tutik Wahyuningsih, SH. 
19750825 200604 2 005 
Staf Seksi Penanganan Masalah 
Pertanahan 
42. Nuryono 
19650101 198603 1 031 
Staf Seksi Penanganan Masalah 
Pertanahan 






Interview Guide “Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
(IPPT) Dalam Pengendalikpan Pemanfaatan Ruang 
(Studi Kasus Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)” 
 No. Responden : ............................................... Hari /Tanggal : ...............................................  
DPPD sebagai pelaksana pelayanan IPPT  
A. Identitas Responden Nama   : ............................................................................... Alamat   : ............................................................................... Jenis Kelamin   :  1. Laki-laki  2. Perempuan Usia    : .............................tahun Pendidikan terakhir  : ............................................................................... Pekerjaan    : ...............................................................................  
B. Daftar Pertanyaan: 1. Apakah yang anda ketahui tentang IPPT?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 2. Apakah anda mengetahui bahwa IPPT merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Adakah instrumen lain yang digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Apakah perbedaan IPPT, site plan dan IMB?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Apakah masyarakat sudah cukup paham tentang adanya peraturan IPPT ini?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Bagaimanakah kualitas dan kuantitas pegawai DPPD Kabupaten Sleman?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Dengan jumlah tersebut dapat dikatakan cukup atau kurang?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Dokumen apa saja yang digunakan sebagai pedoman pemberian izin IPPT?         ---------------------------------------------------------------------------------------------------         ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 
 
9. Apakah seluruh daerah di Kabupaten Sleman sudah ada dokumen perencanaannya?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Apakah belum disahkannya RTRW Kabupaten Sleman berpengaruh terhadap pelaksanaan IPPT?         ---------------------------------------------------------------------------------------------------         --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Bagaimanakah cara sosialisasi pemerintah terkait IPPT kepada masyarakat?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Apakah sosialisasi tersebut cukup mampu membuat masyarakat paham mengenai IPPT dan tata ruang?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Idealnya berapakah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus IPPT?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Berapakah besarnya total biaya retribusi perizinan IPPT?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Adakah permohonan izin IPPT yang ditolak DPPD?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Pada kisaran tahun 2005-2010 brapakah jumlah pemohon IPPT khususnya Kecamatan Godean ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Berapakah jumlah pemohon dari Kecamatan Godean antara tahun 2005-2010 yang ditolak oleh DPPD?  apakah penyebab ditolaknya permohonan izin?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Apakah dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksaana IPPT, DPPD melakukan koordinasi  atau bekerjasama dengan instansi atau dinas lain?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Koordinasi tersebut dalam hal apa saja?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Seberapa efektif IPPT dalam mengatur permanfaatan penggunaan lahan?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Adakah proses pengawasan dari DPPD pasca izin IPPT dikeluarkan?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. Apabila ada pengawasan yang dilakukan berupa apa?  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interview Guide “Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
(IPPT) Dalam Pengendalikpan Pemanfaatan Ruang 
(Studi Kasus Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)” 
 No. Responden : ............................................... Hari /Tanggal : ...............................................  
Pemerintah Kecamatan/desa  
A. Identitas Responden Nama   : ............................................................................... Alamat   : ............................................................................... Jenis Kelamin   :  1. Laki-laki  2. Perempuan Usia    : .............................tahun Pendidikan terakhir  : ............................................................................... Pekerjaan    : ...............................................................................  
B. Daftar Pertanyaan: 1. Apakah yang anda ketahui tentang IPPT?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 2. Apakah anda mengetahui bahwa IPPT merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Apakah peran kecamatan/desa dalam perizinan IPPT?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Bagaimanakah cara sosialisasi pemerintah terkait IPPT kepada masyarakat?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Apakah sosialisasi tersebut cukup mampu memberikan pemahaman mengenai IPPT dan tata ruang pada masyarakat?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Apakah kecamatan/desa dilibatkan dalam sosialisasi?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Apakah bentuk pelanggaran pemanfaatan lahan di wilayah ini?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Apaakah ada pengawasan dari kecamatan/desa mengenai pemanfaatan lahan di wilayahnya?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9. Adakah proses pengawasan dari DPPD pasca izin IPPT dikeluarkan?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Apabila ada pengawasan yang dilakukan berupa apa?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Apakah kecamatan membantu DPPD dalam pengawasan pemanfaatan lahan?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Adakah kasus pelanggaran tata ruang/penggunaan lahan khususnya di wilayah Kecamatan Godean?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Kalau ada, pelanggaran yang terjadi umumnya apa saja?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Bagaimanakah sikapkecamatan/desa melihat banyaknya pelanggaran pemanfaatan lahan di Sleman khususnya di Kecamatan Godean?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Apakah sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Apakah sanksi tersebut cukup efektif dan signifikan untuk menekan adanya pelanggaran?         ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Adakah orang yang membangun rumah dahulu dan setelah itu baru mengurus IPPT?  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Apabila kasus diatas ada, apakah yang bersangkutan masih bisa mendapatkan perizinan IPPT?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Adakah rumah yang akhirnya dirobohkan akibat tidak memiliki izin/melanggar izin?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Apakah yang anda ketahui tentang tata ruang wilayah?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Apakah anda mengetahui dampak dari pelanggaran tata ruang wilayah dapat merugikan lingkungan?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interview Guide “Implementasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
(IPPT) Dalam Pengendalikpan Pemanfaatan Ruang 
(Studi Kasus Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)” 
 No. Responden : ............................................... Hari /Tanggal : ...............................................  
Penduduk Kecamatan Godean 
 
A. Identitas Responden Nama    : ............................................................................... Alamat    : ............................................................................... Jenis Kelamin   :  1. Laki-laki  2. Perempuan Usia    : .............................tahun Pendidikan terakhir  : ............................................................................... Pekerjaan    : ...............................................................................  
B. Karakteristik tanah 1. Sejak kapan anda mulai melakukan pembangunan fisik atas tanah ini? ..................................................................................................................................................................... 2. Berapakah luas tanah yang anda gunakan untuk dijadikan bangunan? .................................................................................................................................................................... 3. Sebelum dijadikan bangunan, tanah ini awalnya digunakan untuk apa? .................................................................................................................................................................... 4. Sebelum dijadikan bangunan, tanah ini milik anda pribadi ataukah dari hasil pembelian dari masyarakat lokal? ..................................................................................................................................................................... 5. Apakah anda tahu bahwa pengunaan tanah untuk pembangunan fisik harus mendapatkan izin dari pemerintah? ..................................................................................................................................................................... 6. Apakah pembangunan atas tanah ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah? ..................................................................................................................................................................... 7. Apabila belum, kenapa sebelumnya tidak dimintakan izin terlebih dahulu? .....................................................................................................................................................................  
C. Pemahaman masyarakat tentang IPPT 8. Apakah yang anda ketahui tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)? .................................................................................................................................................................... 9. Dari manakah anda mengetahuai informasi tentang IPPT? .................................................................................................................................................................... 10. Bagaimanakah pendapat anda mengenai Sosialisasi IPPT? ................................................................................................................................................................... 11. Apakah Sosialisasi tersebut cukup jelas? ...................................................................................................................................................................  
2 
 12. Apakah anda mengetahui tujuan diberlakukannya IPPT? Apabila mengetahui fungsinya apa saja? ..................................................................................................................................................................... 13. Kapan anda mengajukan permohonan IPPT?  ..................................................................................................................................................................... 14. Apakah anda mengurus permohonan IPPT itu sendiri ataukah lewat jasa dari orang lain? ..................................................................................................................................................................... 15. Berapakah biaya total yang dikeluarkan dalam mengurus IPPT? ..................................................................................................................................................................... 16. Jenis IPPT apa yang anda ajukan? .................................................................................................................................................................... 17. Tanah yang diajukan izinnya, rencana hendak digunakan untuk apa? ..................................................................................................................................................................... 18. Berapakah luas lahan yang dimintakan izin? .................................................................................................................................................................... 19. Apakah luas penggunaan tanah sesuai dengan luas tanah yang  dimintakan izin? .................................................................................................................................................................... 20. Sebelumnya tanah yang anda ajukan izin digunakan untuk apa? ................................................................................................................................................................... 21. Apakah anda telah menggunakan tanah sesuai dengan permohonan izin IPPT? .................................................................................................................................................................... 22. Apabila tidak sesuai dengan izin, tanah digunakan untuk apa? .................................................................................................................................................................... 23. Apakah anda mengetahui ada sanksi hukum apabila ada pelanggaran terhadap IPPT? ..................................................................................................................................................................... 24. Apakah anda mengetahui dampak terhadap lingkungan dari pelanggaran izin penggunaan lahan? ..................................................................................................................................................................... 25. Apakah anda punya tetangga atau saudara terdekat yang juga pernah mengalih fungsikan lahannya? ..................................................................................................................................................................... 26. Apakah lahan yang tetangga atau saudara yang dialihfungsikan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan izin IPPT? ..................................................................................................................................................................... 27. Apakah yang anda ketahui tentang rencana tata ruang wilayah? ..................................................................................................................................................................... 28. Apakah anda mengetahui fungsi dari adanya rencana tata ruang wilayah? ..................................................................................................................................................................... 29. Apakah anda mengetahui dampak dari pelanggaran rencana tata ruang wilayah dapat merugikan lingkungan? ..................................................................................................................................................................... 30. Apabila tahu dampaknya apa saja terhadap lingkungan? .....................................................................................................................................................................  
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D. Pelayanan 31. Bagaimana mekanisme/prosedur pengajuan izin IPPT? ..................................................................................................................................................................... 32. Apakah anda cukup paham prosedur pengajuan IPPT? ..................................................................................................................................................................... 33. Bagaimana kejelasan informasi prosedur IPPT?  ..................................................................................................................................................................... 34. Syarat pengajuan izin pemanfaatan tanah meliputi apa saja? .................................................................................................................................................................... 35. Dari proses awal pengajuan hingga mendapatkan izin penggunaan tanah memakan waktu berapa lama? .................................................................................................................................................................... 36. Menurut anda waktu tersebut termasuk lama atau termasuk cepat? ................................................................................................................................................................... 37. Menurut anda apakah prosedur perizinan IPPT cukup mudah? ................................................................................................................................................................... 38. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia pegawai pelayanan IPPT? .................................................................................................................................................................... 39. Apakah anda cukup puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan DPPD dalam melayani pelayanan izin IPPT? ..................................................................................................................................................................... 40. Bagaimanakah transparansi atau keterbukaan  pelayanan IPPT? .....................................................................................................................................................................    
